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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam
Kebajikan.

Saya menyambut baik disusunnya Buku Laporan Kinerja

‘ Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 sebagai perwujudan
akuntabilitas dan transparansi atas pencapaian kinerja Tahun 2022

. sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri
Dalam Negeri Tahun 2022, dan merupakan laporan tahun

&@{' . ke-3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam
s J(ﬁ Negeri Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka
B ﬁ Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

! i Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan analisis
’ pengukuran capaian kinerja terhadap 12 (dua belas) Sasaran
Strategis dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama, yang menggambarkan
capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam MNegeri dalam
menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri Tahun 2022, yaitu menjaga stabilitas
politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, sinergitas, pembangunan pusat dan
daerah, pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, serta peningkatan
tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam Negeri.
Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 ini telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja
Eselon | di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi
terhadap pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022, meskipun
masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Saya berharap
kiranya seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri agar dapat
mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan
petunjuk kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan
negara tercinta.

Sekian dan Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Me Negeri

Muhammad Tito Karnavian
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INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 3849422 Website : www.itjen.kemendagri.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk
Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian

Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, |7 Februari 2023
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PENGHARGAAN/PRESTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

Peringkat ke-1 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 kategori Pagu
Sedang dari 20 K/L dengan nilai 96,52

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020
“Kategori Mentor”



Badan Kepegawaian Negara Award:
Peringkat Il atas capaian dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan
Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun

Penghargaan Gatra Innovation Award Tahun 2021 Kategori K/L



KOMPETIS! INOVASI PELAYANAN f'unLTF E!P““'h
; KLASTER KERAENTERLAN
(| KEMENTERIAN DALAM NEGER)

II'F.I".'I"LAH} Sy i janer ol Knpassfectuiam 1o Bymcainten tapd """"I"I

Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 Inovasi D-SIGN,
dari Kementerian PAN dan RB

Anugerah KPAI Tahun 2022 Kategori Kementerian/Lembaga yang
memiliki komitmen terhdap perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP)



FIAGAM PEMGHARGAAN ﬁ
PREDIKAT KEPATUHAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TAHUMN 2022
[N FERGAWASAN PEMYELE AR PELAYANAN PUTILIN

Kementerian Dalam Negeri RI

s ARARTA, L LLht wiliH S
o CESRALN DL IO S A

Kementerian Dalam Negeri mendapatkan TOP 10 Predikat Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik
Dengan Nilai 88,91) Zona Hijau Kualitas Tertinggi

INFORMATIF S EnTAN
KATEGORI KEM EN
98,55
Kemanterian Kamumikati dan infarmmtiks
L N P
K curip At lan Pyt ndustrism . : 98
" Wi ity g e Sumbar Days h‘-r‘j'.\l 08,45
- &
Krtherrag A Cnbam Wege T R . L . o98,33
Wnrartariin Paridsyagus ol : an Ruformas 9B 18
Birnbkrasi

— |

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat (Kualifikasi
Informatif dengan Capaian Nilai 98,33)

SPAMN 31 DESEMBER -
KEMENTERLAN/ PAGU 2024 % REALISASI

LEMBAGA

ANGGARAN
REALISASI

 KLASTER JUMLAH KEGIATAN AKTIF DAN PAGU DIPA SEDANG

Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penghargaan Realisasi terbaik pada
pelaksanaan PHLN TA.2021 kategori Pagu DIPA Sedang
dengan Realisasi sebesar 95,70%
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Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penghargaan Realisasi terbaik pada
pelaksanaan PHLN TA.2021 kategori Pagu DIPA Sedang
dengan Realisasi sebesar 95,70%

SPIP
Level 3

Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 berada pada
level 3 atau kategori “terdefinisi” (Penilaian oleh BPKP)



DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN
I TAHAN UMUM

. - oo A A
LS T

Peringkat 1 Kategori Satker Pagu Besar atas Penilaian Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari KPPN Jakarta IV Kemenkeu,
untuk Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

DA 03T

INSPEKTORAT JENDE RAL KANTOR PUSAT

PERINGEAT PERTAMA
FUMLASIN IERSH PELHUANAAN LATEARAN BELA K T 3031
KATIGHN PATE MISOE

L= | ey
B -

Peringkat 1 Kategori Satker Pagu Besar atas Penilaian Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari KPPN Jakarta IV Kemenkeu,
untuk Inspektorat Jenderal



KEMENTERIAN KEUANGAN

NDERAL PER VHARAAN

DITIEN OTONOMI DAERAH
e IRERA ELAKSAALAN AKGEARAN SEAIA T 2621
sy

[ 4 &

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari KPPN Jakarta IV Kemenkeu,
untuk Ditjen Otonomi Daerah

Penghargaan dari Kabareskrim Polri atas peran aktif Ditjen Bina
Administrasi Kewilayah dalam melaksanakan penegakan hukum,
koordinasi dan sinergitas dengan penyidik Polri









BAB |

PENDAHULUAN




Sejorai Suingko
Kementerian Daldh

rr Kementerian Dalam Negeri (dahulu Depart
Negeri) adalah kementerian dalam Pemeri
yang membidangi urusan dalam negeri. Ke
Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menter
Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Ke
Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali p€
® dan perkembangan.

§
—

—
-~

® 1942 =~ 1942-1945

Departemen van Binnenland Bestuur
oleh pemerintah Jepang diubah menjadi
Badan Urusan Internal (RF%ER naimubu)
yang bidang tugasnya meliputi juga
urusan agama, sosial, kesehatan,
pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.
Badan Urusan Internal atau Kementerian
/ Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara
g Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi
- tanggal 17 Agustus 1945.

Diawali dengan zaman Hindia Belanda
sampai tahun 1942, Kementerian Dalam
Negeri disebut Departemen van
Binnenlands Bestuur yang bidang
tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, I
Transmigrasi dan Agraria.

7
7

~
7

1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945,
Naimubu dipecah menjadi Kementerian
Dalam Negeri termasuk urusan agama,
yang dalam perkembangan lebih lanjut
urusan agama dilepaskan dari
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Sosial, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan.
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TV -

® 1959-1968

Departemen Dalam Negeri dalam
kabinet Pembangunan, dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Rl
No. 183 tahun 1968.

® 2009-kini

Sejak akhir Tahun 2009 seiring
diterapkannya UU No.39 Tahun 2008
dan Perpres No. 47 Tahun 2009,
® 1 945'1 949 istilah “Departemen” diubah kembali
menjadi “Kementerian”.
Departemen Dalam Negeri adalah
kelanjutan dari Kementerian Dalam
Negeri pada tahun 1945. Nama
Departemen dipakai berhubungan
dengan dikeluarkannya surat edaran

pertama pada tanggal 26 Agustus 1959
No.1/MPR/RI/1959.



Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian
Dalam  Negeri merupakan salah satu unsur

perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian

urusan pemerintahan, khususnya urusan
dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam
negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun
2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah

menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan
dalam negeri untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada pasal
2 ayat 1 yang berbunyi dalam memimpin Kementerian
Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil
Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden Serta
dalam pasal 6 terdapat perubahan nomenklatur
organisasi Kementerian Dalam Negeri semula Badan
Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri, maka diterbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik
perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN
sebagaibentuk perwujudanasasakuntabilitas, sekaligus
bagian dari penyelenggaraan good governance. Asas
akuntabilitas mengamanatkan agar setiap pelaksanaan
kegiatan dan anggaran harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertingginegarasesuaiketentuanperaturanperundang-
undangan yang berlaku, serta sebagai wujud amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

LaporanKinerjaKementerian Dalam Negeri Tahun 2022
disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan tugas dan
fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan
misi untuk pencapaian Visi yang telah ditetapkan dalam
Peraturan MenteriDalamNegeriNomor 67 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kemendagri
dimaksud telah mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
JangkaMenengahNasional (RPJMN) Tahun2020-2024,
dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun
2020-2024, serta telah sejalan dengan tugas dan
fungsi Kementerian Dalam Negeri dibidang urusan
pemerintahandalam mewujudkanVisidan Misi Presiden
dan Wakil Presiden sampai dengan tahun 2024.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali
dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi
Stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi
kinerja Kementerian Dalam Negeri.






Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima
tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presi-
den “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepriba-

dian Berlandaskan Gotong Royong”,

Misi

Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Perlindungan bagi segenap bangsa dan maemberiakan rasa aman pada seluruh warga.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

WONOULhAWONE



Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024
ditetapkan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM 2. Pembangunan Infrastruktur

%

3. Penyederhanaan Regulasi

&

5. Transformasi Ekonomi

il

4. Penyederhanaan Birokrasi



Visi, Misi,
Tugas dan Fungsi

Visi Misi

Kementerian Dalam Negeri yang 1. Memperkuat implementasi ideologi
Adaptif, Profesional, Proaktif, Pancasila untuk menjaga kebhinekaan,
dan Inovatif (APPI) dalam persatuan dan kesatuan, demokratisasi,

serta karakter bangsa dan stabilitas
politik dalam negeri.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas
SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
dalam rangka pemantapan pelayanan

memperkuat penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri, untuk
mewujudkan Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden: Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri, publik dan reformasi birokrasi.
dan Berkepribadian berlandaskan 3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan
Gotong Royong. pemerintahan dan pembangunan

daerah dan desa, melalui efektivitas
penyelenggaraan desentralisasi

dan otonomi daerah, penyelarasan
pembangunan nasional dan daerah,
pengelolaan keuangan pemerintah
daerah yang akuntabel dan berpihak
kepada rakyat, peningkatan tata kelola
pemerintah desa yang efektif dan
efisien, pendayagunaan administrasi
kependudukan, serta penguatan
administrasi kewilayahan dan
penyelenggaraan Trantibumlinmas.
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Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi:

1.

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah,
pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan
pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan
dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah,
serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Dalam Negeri;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Dalam Negeri di daerah;

Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan
evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan
dalam negeri,

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pemerintahan dalam negeri;

Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan

. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
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Ditjen Ditjen

Politik Bina Ditjen
dan Administrasi Otonomi

Pemerintahan Kewilayahan DETIE)]
Umum

Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen
Bina Bina Bina Kependudukan
Pembangunan jll Pemerintahan Keuangan dan
Daerah Desa Daerah Pencatatan
Sipil

"Badan Strategi ) Badan Pengembangan
Kebijakan Dalam Negeri SDM

Staf Ahli Menteri

Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
Bidang Pemerintahan
Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Staf Khusus Menteri
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KEMENDAGRI




Prof. H. Muhamn avian, Ph.D.
Menteri Dalam N

TTL e Palembang, 26 Oktober 1964
DOMISILI e Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S.
Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore
dengan predikat Magna Cum Laude.

e 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).

e 2000 | Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.

e 1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.

e 1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.

e 1996 | Perguruan Tinggi llmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia).
e 1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.

e 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa).

e 1983 |SMAN 2 Palembang.

RIWAYAT JABATAN e 2019 - Sekarang | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

e 2017 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

e 2016 | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

e 2015 | Kapolda Metro Jaya.

e 2014 | Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.

e 2012 | Kapolda Papua.

e 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT).

e 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.

e 2005 | Kapolres Serang Polda Banten.

e 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

e 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya.

1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.




“ Dipercaya itu butuh waktu, usaha, perjuangan, dan
pengorbanan. Bila anda mendapat kepercayaan
jagalah dengan baik dan kerja ikhlas. ,,

pi Wetipo SH., MH
1teri Dalam Negeri

TTL Hulakaima, 15 September 1972
DOMISILI e Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN e 2011 |S2 Universitas Cendrawasih, Papua.
e 2009 | S1 Universitas Cendrawasih, Papua.
e 1994 | D.Ill Akademi Pariwisata Manado.
e 1991 | SMA Katholik Taruna Dharma Jayapura, Papua.
e 1988 | SMP Negeri 2 Wamena, Papua.
e 1985 SD YPPGI Hitigima Wamena, Papua.

RIWAYAT JABATAN e 2022 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri.
e 2019 | Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
e 2008 | Bupati Kabupaten Jayawijaya.
e 2006 | Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayawijaya.
e 2001 | Kepala Seksi Pemasaran Wisata.




Dr. H. Suhaj
Sekretaris J

TTL

Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2022 berisikan
informasi mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan
perjanjian kinerja yang telah disepakati. Dengan semangat
untuk mewujudkan transparansi, dan mendukung program
reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan
bersih, Laporan Kinerja ini akan menjadi umpan balik bagi
peningkatan kinerja Kementerian Dalam negeri di masa

mendatang. ,,

Sei Ungar Kepulauan Riau, 02 Mei 1964

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

2011 | S3/ Doktor (DN) limu Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
2004 | S2 Magister / Master (DN) Manajemen Universitas Airlangga Surabaya.
1990 | S1 Sarjana llmu Pemerintahan Institut [Imu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
1988 | Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Pekanbaru.

1983 | Sekolah Menengah Atas SMAN 02 Pekanbaru.

1980 | Sekolah Menengah Pertama SMPN Batu Kundur.

1976 | Sekolah Dasar SDN 02 Sei Ungar Kundur.

RIWAYAT JABATAN

2022 - Sekarang | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

2022 | Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

2021 | PIt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

2021 | Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
2021 | Pj. Gubernur Kepulauan Riau.

2021 | PIt. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.
2019 | PIt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

2015 | Pj. Gubernur Bengkulu.

2015 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri.

2013 | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

2011 | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2010 | PIt. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2009 | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2008 | Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.

2007 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2004 | PIt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.

2004 | Kepala Badan Litbang Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun.

2001 | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

1999 | Camat Karimun Kabupaten Kepulauan Riau.

1996 | Camat Kundur Kabupaten Kepulauan Riau.

1993 | Camat Serasan Kabupaten Kepulauan Riau.

1991 | Sekretaris Kecamatan Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.




TTL

DOMISILI

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN

Komjen M.Si.
Inspektu

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 1969

Jakarta

2001 | Magister llmu Kepolisian Universitas Indonesia.

1997 | Sarjana limu Kepolisian Perguruan Tinggi liImu Kepolisian Jakarta.
1990 | Akademi Kepolisian.

1987 | SMA Negeri 1 Jakarta.

1984 | SMP Negeri 15 Bandung.

1981 | SD Kristen PPKP Palembang.

2022 - Sekarang | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2019 | Kapolda Nusa Tenggara Barat.

2018 | Kapolda Banten.

2017 | Karowassidik Bareskrim Polri.

2016 | Sesropaminal Divpropam Polri.

2016 | Dirreskrimsus Polda Sumsel.

2014 | Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri.

2011 | Kabid Propam Polda Jawa Timur.

2010 | Wakapolrestabes Surabaya.

2009 | Kapolres Jombang.

2007 | Kapolres Pamekasan.

2006 | Kasat I1l/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
2005 | Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

2004 | Kasatresmob Polda Metro Jaya.



Lakukan terus terobosan-terobosan berbasis data driven,
jangan bergerak dalam ruang rutinitas semata, bergerak
taktis - berpikir strategis untuk kinerja lembaga yang

paripurna. ,,
Dr. Drs. Saf
Direktur Jer
TTL e BandaAceh, 21 April 1970
DOMISILI e Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN e 2019 | Program Studi Doktor IiImu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
e 2007 | Pascasarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik.
e  Program Magister lImu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) llmu Pemerintahan
Pascasarjana UNPAD.
e 1998 | Institut IImu Pemerintahan Jakarta.
e 1992 | STPDN Jatinangor.

RIWAYAT JABATAN e 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian

Dalam Negeri.

e 2021 | Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.

e 2019 | Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan.

e 2017 | Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan.

e 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda.

e 2015 | Kabag Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

e 2012 | Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum.

e 2011 | Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum.

e 2009 | Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

e 2005 | Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kementerian
Dalam Negeri.

e 2000 | Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bireuen.

e 1999 | Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara.

e 1998 | Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara.

e 1995 | Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.



(«

Birokrat harus sibuk melayani masyarakat, jangan sibuk
dilayani dan melayani diri sendiri, tinggalkan pola-pola
kolonial, Reformasi Birokrasi adalah keharusan.

Jajaran ASN Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan
Kesbangpol seluruh Indonesia harus berkolaborasi dengan
seluruh instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas
fungsi yang dijalankan, untuk mengoptimalkan kinerja

organisasi.

))

TTL

DOMISILI
RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN

i
olitik dan
m

Bone, 16 Januari 1973

Jakarta

2013 | S3/DOKTOR (DN) llmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.

2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.

2000 | S1/SARJANA limu pemerintahan Institut [Imu Pemerintahan.

1995 | D3/DIPLOMA Il Pemerintahan Sekolah Tinggi limu Pemeritahan Dalam Negeri.
1991 | SLTA 2 Watampone.

1998 | SLTP 4 Watampone.

1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone.

2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
2020 | Pjs. Gubernur Kepulauan Riau.

2019 | Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

2018 | Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal.

2016 | Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
2016 | Plt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan
Umum.

2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik.

2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit.Fasilitasi Organisasi
Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.

2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kab.
Wajo.

1996 | Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kab.Wajo.



Prof. Dr. Zudz
Direktur Jen

TTL

Dukcapil BISA utk membahagiakan masyarakat.
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an Sipil

Sleman, 24 Agustus 1969

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

2001 |Program Doktor IImu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
1995 | Pascasarjana limu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
1992 | Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
1988 | SMAN 3 Yogyakarta.

1985 | SMPN 1 Sleman.

1982 | SDN 1 Gendengan Sleman .

RIWAYAT JABATAN

2015 - Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kementerian Dalam Negeri.

2018 - Sekarang | Komisaris Independen Bank Mandiri Taspen.

2015 - Sekarang | Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

2016 | Pj. Gubernur Provinsi Gorontalo.

2014 | Staf Ahli Mendagri Bid. Hukum, Politik dan HAL.

2011 | Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri.

2010 | PIt. Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri.

2008 | Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri.
2006 | Plt. Kabid Kader dan Kepemimpinan.

2002 | Kasubid Kader di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.



(«

Dengan semangat otonomi daerah, mari kita wujudkan

ASN yang ProAktif membangun sinergi pusat dan daerah
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan budaya Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

(BerAKHLAK).

))
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Dr. Drs.
Direktur ah

Pulau Punjung, 16 Maret 1970

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

2021 | S-3 Doktor llmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

2002 | S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas
Indonesia.

1998 | S-1 Sarjana Manajemen Pembangunan Institut llImu Pemerintahan (IIP).

1993 | D-lll Diploma llmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
(STPDN).

RIWAYAT JABATAN

2022 - Sekarang | Pj. Gubernur Sulawesi Barat.

2019 - Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.

2018 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

2016 | Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah.

2015 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah
Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

2014 | Kepala Subdit Otonom Khusus Wilayah | pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi
Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

2012 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada Direktorat FKDH,
DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

2011 | Kepala Seksi Wilayah Illa pada Subdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah Il
pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .

2009 | Pj. Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.

2008 | Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan, Setda Provinsi Sumatera Barat.
1995 | Kasubsi Lingkungan Hidup PMD VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat.

1994 | Pj. Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VIl Koto Kabupaten Padang
Pariaman.



Dr.Drs.H. T
Direktur Jer

TTL

DOMISILI

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN

“ “Berhasil membuat perencanaan berarti merencanakan
keberhasilan”

Jajaran ASN Ditjen Bina Pembangunan Daerah bekerja
dengan hati dan melayani dengan pasti. ,,

Banyumas, 08 Maret 1967

Jakarta

2020 | S3 Doktor IImu Pemerintahan IPDN.

1998 | S2/Magister Teknologi Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.
1991 | Sarjana S1 llmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
1986 | SMA Negeri 1 Porwokerto.

1983 | SMP Negeri 3 Porwokerto.

1980 | SD Negeri Bobosan 2.

2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian
Dalam Negeri.

2016 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
2020 | Pj. Gubernur Kalimantan Utara.

2018 | Pj. Gubernur Sulawesi Utara.

2014 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

2010 | Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

2007 | Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.

2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.

2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.

2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.

1998 | Pj . Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen
Pemerintahan Badan Diklat.

1996 | PIt. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.




(“

Bersyukurlah dalam segala hal.

TTL

DOMISILI

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN

Dr. Eko Pra: 1.Si., MA
Direktur Jer

Bantul, 4 Juni 1968
Jakarta

2018 | Lemhannas RIPPRA LVII.

2012 | S3 Doktor Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor dengan fokus studi Dampak
Alokasi Dana Desa terhadap Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.

2006 | S2/ MA in Community Development at Faculity of Social Sciences, La Trobe University,
Australia.

2000 | S2/ M.Si. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi
Disparitas (Kesenjangan) Antar Wilayah.

1992 | S1 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi Land Use Planning in
Rural Area.

1987 | SMA Bopkri 1 Yogyakarta.

1984 | SMPN 8 Yogyakarta.

1981 | SD Bopkri Demangan Yogyakarta.

2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
2022 | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.

2021 | Plh. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

2020 | Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

2020 | Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam
Negeri.

2015 | Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.
2014 | Direktur PemerIntahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.
2008 | Kasubdit Penataan dan Pengembangan Desa, Direktorat Pemdes dan Kelurahan
Kementerian Dalam Negeri.

2007 | Kepala Seksi Penataan Desa, Subdit Penataan dan Pengembangan Desa, Dit.Pemdes
dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.

2004 | Kepala Seksi Penataan Kelembagaan, Subdit BPD, Dit. Pemerintahan Desa dan
Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.

2003 | Kepala Seksi Pelatihan, Subdit Pelatihan, Direktorat Pelatihan, Ditjen PMD
Kementerian Dalam Negeri.

2000 | Kepala Seksi Administrasi Kelurahan, Subdit Administrasi Desa dan Kelurahan, Dit.
Pemdes dan Kelurahan, Ditjen Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kementerian Dalam
Negeri.



Keuda Digital merupakan layanan digital keuangan daerah
dalam rangka peningkatan layanan Ditjen Bina Keuangan
Daerah Kemendagri agar lebih efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel. ,,

Dr. Drs. Agt

Direktur Jer
e TTL e  Sukabumi(Lampung), 6 Juni 1972
e DOMISILI e Jakarta

e RIWAYAT PENDIDIKAN e 2009 | S3 Doktoral llmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
e 2003 |S2 Magister limu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
e 1999 |51 Sarjana Institut llmu Pemerintah, IIP Jakarta.
e 1994 |DIIISTPDN Jatinangor.

e RIWAYAT JABATAN e 2022 -Sekarang | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri.
e 2021 | Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
e 2020 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
e 2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara.
e 2019 | Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
e 2016 | Plt. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri .
e 2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
e 2014 | Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri.
e 2012 | Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.
e 2012 | Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri.
e 2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri.
e 2008 | Kasi Otsus Papua-Papua Barat-DIY Ditjen Otda.
e 1995| ADC Gubernur Lampung.



Keberagaman bukanlah merupakan suatu kelemahan tetapi
yang terpenting adalah persamaan tujuan yaitu pengabdian

kepada bangsa ,,

Dr. Drs.

Rektor lam Negeri
e TTL e Kilaten, 3 April 1960
e DOMISILI e Jakarta

e RIWAYAT PENDIDIKAN e 201953 llmu Pemerintahan IPDN Jatinangor.
e 2000 | S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.
e 1985|S1 llmu Pemerintahan (Drs.) Universitas Diponegoro Semarang.
e 1979 | SMAN 2 Klaten.
e 1975|SMPN Klaten.
e 1973 SD Kristen | Grobogan.

e RIWAYAT JABATAN e 2020 - Sekarang | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

e 2019 PIt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

e 2018 ]| Pj. Gubernur Sumatera Selatan.

e 2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

e 2017 | PIt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

e 2017 | Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

e 2016 | PIt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

e 2015 Pj. Gubernur Kalimantan Tengah.

e 2014 | Deputi | Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional
Pengelola Perbatasan RI.

e 2014 | Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri.

e 2008 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

e 2005 | Asisten Administrasi Setprov Jawa Tengah.

e 2000 | Kepala Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.

e 1996 | Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.

e 1994 | Kepala Sub Bagian Perkotaan Biro Pembangunan Daerah Setprov Jawa
Tengah.

o 1988 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya Biro Pembangunan Daerah Setprov
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Dr. Sugeng F
Kepala Badat

TTL

Perjuangan yang kita lakukan hari ini merupakan
investasi untuk hari esok. ,,

nusia

Temanggung. 17 Oktober 1966

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

2013 | S3 (Doktor) Pasca Sarjana IiImu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.
1997 | S2 (Master) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta.
1990 | S1 (Sarjana) FISIPOL limu Pemerintahan UGM Yogyakarta.

RIWAYAT JABATAN

2022 - Sekarang | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Dalam Negeri.

2021 | Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2020 | Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga
Kementerian Dalam Negeri.

2020 | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan Kependudukan pada
Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.

2019 | Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri.

2017 | Inspektur Il pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

2016 | Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.

2012 | Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
2010 | Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Badan Nasional Pengelola
Perbatasan.



Bekerja tanpa rumusan strategi yang cepat dan adaptif S -
hanyalah proses menunda kegagalan.

Dr. Yushartc
Kepala Bad
TTL e Parigi, 29 April 1967
DOMISILI e Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN e 2008 | S3 Universitas Negeri Jakarta.
e 1997|S2IKIP Jakarta.
e 199251 Jakarta lIP Jurusan Keuangan Daerah.
e 1989 | D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan.
e 1985|SMA Negeri 1 Gorontalo.
e 1982 | SMP Negeri 2 Gorontalo.
e 1979|SD Negeri 1 Talulobutu, Tapa, Gorontalo.

RIWAYAT JABATAN e 2022 -Sekarang | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri.

e 2020 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

e 2020 | PIh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri.

e 2019 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda
Kementerian Dalam Negeri.

e 2019 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik
Kementerian Dalam Negeri.

e 2017 | Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN.

e 2013 | Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri.

e 2010 | Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kementerian
Dalam Negeri.

e 2006 | Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

e 2004 | Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kementerian
Dalam Negeri.

e 2000 | Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

e 1998 | Pj. Kasubbag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.



Ir. Togap Sim:
Plt. Staf Ahli
Hubungan Al

TTL

Brastagi, 28 Oktober 1965

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekarang - Program Doktoral IImu Pemerintahan IPDN Jakarta.

1997 | Master Degree Geographic Information UNSW, Sydney Australia.
1995 | Cert. Eng Landuse Planning ITC, Enschede, Belanda.

1991 | Sarjana Konservasi Tanah dan Air IPB Bogor.

RIWAYAT JABATAN

2022 - Sekarang | PIt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar
Lembaga.

2021 | Pengawas Ahli Utama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2020 | Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

2016 | Asdep Jaminan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(PMK).

2014 | Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko Kesra.

2012 | Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Perubahan lklim, Kemenko Kesra.
2010 | Asisten Deputi Urusan Berencana, Kemenko Kesra.

2008 | Kabag Perencanaan Ditjen Otonomi Daerah Depdagri.

2006 | Kasubdit Batas Antar Negara Depdagri.

2001 | Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Depdagri.

2000 | Kasi, Otorita dan Kawasan Khusus, Ditjen PUM Depdagri.




TTL

DOMISILI

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN

Dr.La C ) M.Si
PIt. Staf onomi
dan Pern

Wakuru, 24 Februari 1974

Jakarta

2021 | S3 Doktoral llImu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2010 | S2 Magister lImu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa.

2001 | S1 Sarjana limu Pemerintahan Institut llmu Pemerintahan.

1997 | Diploma Pemerintahan STPDN.

1992 | SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha.

1989 | SMP Negeri 1 Raha.

1986 | SDN 1 Wakuru.

2022 - Sekarang | PIt. Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2021 | PIt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
2020 | Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2019 | Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.

2018 | Direktur Politik Dalam Negeri.

2016 | Direktur Organisasi Kemasyarakatan.

2015 | Kasubdit Penanganan Konflik.

2012 | Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan.

2010 | Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI.

2008 | Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda.

2003 | Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung.

2002 | Kasubbag Tata Pemerintahan.

2000 | Sekcam Bitung Timur.

1998 | Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.



Dr. Ribka Hal
Staf Ahli Men:«

TTL
DOMISILI

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN

ayanan Publik

Piramid, 10 Januari 1971

Jakarta

S3 Doktoral llmu Manajemen Universitas Cendrawasih, Papua.
S2 Magister llImu Administrasi Universitas Garut, Jawa Barat.
S1 Sarjana Universitas Cendrawasih, Papua.

2022 - Sekarang | PJ. Gubernur Provinsi Papua Tengah.

2022 - Sekarang | Staf Ahli Mendagri Bid. Aparatur dan Pelayanan Publik.
2021 | Penjabat Bupati Kab. Yalimo, Provinsi Papua.

2017 | Penjabat Bupati Kab. Mappi, Provinsi Papua Selatan.

2014 | Kadis Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.

2013 | Kadis Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua.
2011 | Kaban Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jayawijaya.

2010 | Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jayawijaya.
2009 | Kasubbag Tata Usaha Kab. Jayawijaya.

2004 | Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Jayawijaya.

2001 | Kasubdin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kab. Jayawijaya.



L
DOMISILI

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN

Dr. Ir. Apolc )0, ST., MT
Staf Ahli Me Bidang Pemerintahan

Agats, 24 April 1975

Jakarta

S3 Doktoral Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang.
S2 Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
S1 Sarjana Teknis Sipil Universitas Sebelas Maret, Solo.

2022 - Sekarang | PJ. Gubernur Provinsi Papua Selatan.

2022 - Sekarang | Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan.

2017 | Rektor Universitas Cendrawasih.

2012 | Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih.

2007 | Wakil Dekan Il Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih.

2005 | Pembantu Dekan Il Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih.

2004 | Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Cendrawasih.

2003 | Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih.
2003 | Kepala Laboratorium Teknik Sipil Universitas Cendrawasih.




Mayor Jendr
Staf Ahli Bid

TTL

DOMISILI

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN

Bandung, 24 Februari 1967

Jakarta

2022 | Seskoad.
2019 | Diklapa Il.
1994 | Diklapall.
1990 | Sussarcabif.
1989 | Akmil.

2022 - Sekarang | Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

2022 | Pj. Gubernur Aceh.

2022 | Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.
2021 | Aster Kasad.

2020 | Pangdam Iskandar Muda.

2020 | Ir Kostrad.

2018 | Pangdivif 3/Kostrad.

2018 | Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.
2016 | Komandan PMPP TNI.

2016 | Danrem 174/Anim Ti Waninggap.

2015 | Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.

2014 | Danrem 151/Binaiya.

2013 | Asops Kaskostrad.

2013 | Dirbinsen Pussenif Kodiklat TNI AD.

2012 | Pamen Denma Mabesad.

2010 | Asops Kasdam V/Brawijaya.

2004 | Danyonif 411/Pandawa.










STAF KHUSUS MENTERI

Prof Muchlis Hamdi MPA, Ph.D Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H
Staf Khusus Menteri Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Bidang Keamanan dan Hukum

Dr. H. Apep Fajar Kurniawan,
S.Th.l,. M.Si. M.M
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik Pembentukan Jaringan

Dr. Hoiruddin Hasibuan., SH., M.Hum. Dr. Kastorius Sinaga
Staf Khusus Menteri Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Desa Bidang Politik & Media

dan Pembangunan Pertahanan Desa






SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

900
831

800

2.075

700 PEREMPUAN

TOTAL
4.964

2.889

LAKI-LAKI

SETJEN ITJEN POLPUM ADWIL OTDA BANGDA PEMDES DUKCAPIL KEUDA BSKDN BPSDM IPDN

= LAKI-LAKI ~ PEREMPUAN

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Total PNS 2577

4,964 Orang
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3. Berdasarkan Golongan

74,19

Jumlah Total PNS
4.964 Orang

0,04 3,89
a &N

GOL | GOL Il  GOL Il GOL IV TNI/POLRI

4. Berdasarkan Jabatan

2579

179 76 19
m [Madya m Pratama @Administrator
u |Pengawas m Koordinator uSub Koordinator

® Struktural Akademik  ® Fungsional Tertentu EFungsional Umum
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5. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pensiun, Meninggal, Pindah Wilayah Kerja, dan Berhenti
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RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2020-2024

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 didasarkan
pada dokumen Rencana Strategis Kementerian
Dalam Negeri sebagaimana yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2020-2024. Berdasarkan peran dan
mandat yang diberikan kepada

Kementerian Dalam Negeri

sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021
tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri.
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Sejalan dengan Visi dan Misi, dirumuskan tujuan yang
ingin dicapai Kementerian

Terwujudnya Stabilitas Politik dalam negeri dan
kesatuan bangsa

T

Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan
T2 . .

pusat, serta pelayanan publik yang berkualitas dan

penguatan inovasi

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di
T3 . ) .
lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri,
sebagai berikut:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung \

pencapaian T1:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (5S1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai
tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
a. Indeks Demokrasi Indonesia.
b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
c. Indeks Kinerja Ormas.

2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (5S2), dengan Indikator Sasaran
Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok
ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (554), dengan Indikator Sasaran
Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

o %
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Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung \
pencapaian T2:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5),
dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis
ini, meliputi:

a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam
Pelajaran (JP) per tahun.

b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.

c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.

d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan
Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif (S57), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur
ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kategori nilai “Baik”.

Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.

Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan
kategori “utama”.

i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.

j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

® Q0o

>q@

4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan
dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (558), dengan Indikator
Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a. Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
b. Jumlahlembaga pengguna yang memanfaakan data kependudukan nasional untuk
pelayanan publik.

5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator
Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu

Klndeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. /

68

LAPORAN KINERIJA 2022 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung \

pencapaian T3:

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
(5S10),dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja
Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (5511),

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis
ini, meliputi:

a. Indeks Pengawasan Internal.
b. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

3. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama
dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (S512), dengan
Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu

Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
Kementerian Dalam Negeri.

VR

I

/
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Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024,
ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama Kementerian Dalam
Negeri dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program
Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arahan Program Prioritas Pembangunan Indonesia
Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional
RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas
Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja

Eselon .

Indikator kinerjadantarget capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing

Sasaran Strategis, sebagaimana dalam Tabel di bawah ini.

TUJUAN ARAN STRATEGIS INDIKATOR

Terwujudnya
stabilitas politik

dalam negeri dan
kesatuan bangsa

lRd demokrasi Indonesia

Meningkatkan kualitas

Meningkatkan
implementasi nilai-nilai
Pancasila di Daerah

Meningkatnya
Kewaspadaan Nasional

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
trantibumlinmas

Indeks Demokrasi Indonesia

Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
Pemilukada dan Pemilu

Indeks Kinerja Ormas

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ideologi

Indeks Capaian Revolusi
Mental (ICRM)

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ekonomi

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Sosial Budaya

Indeks Kewaspadaan
Nasional

Jumlah daerah dengan
Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas kategori
“Baik”

Indeks Kepuasaan
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Trantibumlinmas

TARGET
2020

Nilai 77,36

77,5%
(Pilkada)

Dokumen

Nilai 2,38

Nilai 67,1

IETPR)

Nilai 2,310

Dokumen

Dokumen

Dokumen

TARGET
2024

Nilai 78,66

79,5%
(target dalam
Pemilu sesuai

RPJMN
2020-2024)

Nilai 2,40

Nilai 67,5

Nilai 2,885

Nilai 2,330

150 daerah
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TARGET TARGET
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

Peningkatan Meningkgtnya kapasitas Persentase pemenuhan .
; : . dan kualitas SDM pengembangan kompetensi
kapasitas_dan sinergi : 0 L 15% 80%
aparatur pemerintahan SDM aparatur minimal 20
pembangunan pusat dal . Jam Pelai JP) el
S EEEl, S alam negeri am Pelajaran (JP) per tahun
pelayanan publik

yang berkualitas
dan penguatan
inovasi

Tingkat Kapabilitas Auditor
Kementerian Dalam Negeri

0 Tingkat Kapasitas PPUPD secara
Nasional

Level 3
(75%)

Level 3
(100%)

Indeks Kepuasan Nilai Nilai
Stakeholder terhadap Kinerja 3,06 3.60
Alumni ’

Meningkatknya
harmonisasi kualitas
produk hukum Pusat
dan Daerah

Meningkatnya tata kelola Indeks Kinerja Kepala Daerah dan 1
pemerintahan dalam negeri DPRD dalam Penyelenggaraan

; ; ) Dokumen
yang adaptif, profesional, Pemerintahan Daerah.

proaktif, dan inovatif

Indeks Kepatuhan 1
Penyusunan Produk Hukum
Daerah

Dokumen

Nilai Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Nilai 2,85
(Cukup)

Persentase daerah yang
memenuhi tahapan
penerapan SPM

Indeks Sinkronisasi NSPK

Penyelenggaraan Urusan Dokumen
Pemerintahan Daerah

Nilai 85

(Sangat
Tinggi)

Nilai 85
(Sangat
Tinggi)

Nilai 3,2
[CENE
Tinggi)

Nilai 80
(Sangat
Sinkron)

Persentase desa dengan

nilai Indeks Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kategori 10% 75%
nilai “Baik

Rata-rata Indeks Pengelolaan Nilai 36 Nilai 37
= Keuangan Daerah
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

Peningkatan

kapasitas dan sinergi
pembangunan pusat
Y dan daerah, serta
pelayanan publik
yang berkualitas

dan penguatan
inovasi

||||

la pemerintahan yang
3 W baik di lingkungan
Kementerian Dalam
Negeri

Peningkatan tata kelo-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
k
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan dalam negeri
yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif

Terjaminnya hak-hak
keperdataan setiap
warga negara dalam
aspek kependudukan
dan tersedianya data
kependudukan untuk
semua keperluan

Meningkatnya tata
kelola penyelenggaraan
kewilayahan

Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi di
lingkungan Kemendagri

Terwujudnya
Kementerian Dalam
Negeri yang akuntabel
dan berintegritas

Meningkatnya
kemanfaatan hasil
litbang sebagai rujukan
utama dalam penataan
kebijakan di lingkungan
Kemendagri

Persentase daerah yang
g Mempunyai nilai Indeks Inovasi
tinggi

Jumlah daerah yang kelembagaan
penelitian dan pengembangan
dengan kategori “utama”

Indeks Pengawasan
Pemerint aerah

BN Indeks Kapasitas Inspektorat
Daerah

Peningkatan cakupan serta
layanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil

Jumlah lembaga pengguna
yang memanfaatkan data
kependudukan nasional
untuk pelayanan publik

Indeks Tata Kelola
Penyelenggaraan
Kewilayahan

Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Dalam Negeri

Indeks Pengawasan Internal

Indeks Penanganan
Pemeriksaan Khusus

Persentase hasil
kelitbangan yang
direkomendasikan
sebagai bahan masukan
kebijakan Kementerian
Dalam Negeri

TARGET
2020

1 Dokumen

Nilai 80

1 Dokumen

90%

1.923
Lembaga
Pengguna

1

Nilai 80
Nilai 80

TARGET
2024

36%

Daerah

Nilai 100

Nilai 90 (A)

100%

-
)}
(5]

3.123
Lembaga
Pengguna

Nilai 100

65%
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Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada
hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja, disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan turunan atau periodisasi satu
tahundaritargetkinerjayangtertuangdalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNo.67 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Rencana Kerja, RKA-K/L, dan DIPA
Tahun 2022 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh dan akuntabel secara berjenjang, sehingga Visi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan
Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong” dapat terwujud. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 juga dalam rangka
mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

TARGET [ PENANGGUNG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 2022 JAWAB

n Meningkatkan kualitas demokrasi ekl Damakies Teemest DITJEN
Indonesia 78,06 POLPUM
Indeks Kinerja Ormas Nilai DITJEN
62 POLPUM

Meningkatkan Indeks Ketahanan Nasional DITJEN

implementasi nilai-nilai Gatra Ideologi POLPUM

Pancasila di Daerah
Indeks Capaian Revolusi DITJEN
Mental (ICRM) POLPUM
Indeks Ketahanan Nasional DITJEN
Gatra Ekonomi POLPUM
Indeks Ketahanan Nasional DITJEN
Gatra Sosial Budaya POLPUM

Meningkatnya Indeks Kewaspadaan Nasional DITJEN
Kewaspadaan Nasional POLPUM

Meningkatnya kualitas Indeks Penyelenggaraan 50 DITJEN
penyelenggaraan Trantibumlinmas Daerah BINA ADWIL

Trantibumlinmas

Indeks Kepuasan Masyarakat DITJEN

dalam Penyelenggaraan BINA ADWIL

Trantibumlinmas
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TARGET RPENANGGUNG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 2022 JAWAB

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas SDM
aparatur pemerintahan
dalam negeri

Meningkatnya kapasitas dan
kualitas SDM aparatur
pemerintahan dalam negeri

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan dalam negeri
yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif

Persentase pemenuhan
pengembangan kompetensi
SDM aparatur minimal 20
Jam Pelajaran (JP) per tahun

Tingkat Kapabilitas Auditor
Kementerian Dalam Negeri

Tingkat Kapasitas PPUPD secara
INES[El

Indeks Kepuasan
Stakeholder terhadap Kinerja
Alumni

Indeks Kepatuhan
Penyusunan Produk Hukum
Daerah

Indeks Kinerja Kepala Daerah dan
DPRD dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

INHETNAVEIVEN]
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Persentase daerah yang
memenuhi tahapan
penerapan SPM

Indeks Sinkronisasi NSPK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase desa dengan
nilai Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kategori
nilai “Baik”

Rata-rata Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

Persentase daerah yang
mempunyai nilai Indeks Inovasi
tinggi

Jumlah daerah yang kelembagaan

penelitian dan pengembangan
dengan kategori “utama”

Indeks Pengawasan
Pemerintahan Daerah

Indeks Kapasitas Inspektorat
Daerah

=

Level 3
(85%)

Level 3
(85%)

Nilai 78 DITJEN
(Tinggi) OTDA

Nilai 78 DITJEN
(Tinggi) OTDA

Nilai 3,0 DITJEN
(Tinggi) OTDA

DITJEN
BINA BANGDA

INHETRO) DITJEN
(Sinkron) BINA BANGDA

DITJEN
BINA PEMDES

DITJEN
BINA KEUDA

Nilai 90
(Sangat Baik)

Nilai 80 (B)
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TARGET PENANGGUNG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 2022 JINY/N:

Terjaminnya hak-hak keperdataan
setiap warga negara dalam aspek
kependudukan dan tersedianya data
kependudukan untuk

semua keperluan

Meningkatnya tata
kelola penyelenggaraan
kewilayahan

Meningkatnya kualitas
Reformasi birokrasi di
lingkungan Kemendagri

Meningkatnya kualitas
Reformasi birokrasi di
lingkungan Kemendagri

Meningkatnya kemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan
sebagai rujukan utama dalam
penataan kebijakan di lingkungan
Kemendagri

Untuk mewujudkan kinerja tersebut,
Kementerian Dalam Negeri mendapat
dukungan anggaran dari APBN TA.
2022 sebesar Rp. 3.229.423.335.000-
yang digunakan untuk melaksanakan 4
Program, sebagai berikut:

Peningkatan cakupan serta
layanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil

Jumlah lembaga pengguna
yang memanfaatkan data
kependudukan Nasional untuk
pelayanan publik

Indeks Tata Kelola
Penyelenggaraan
Kewilayahan

Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Dalam Negeri

Indeks Pengawasan Internal

Indeks Penanganan
Pemeriksaan Khusus

Persentase hasil
kelitbangan yang
direkomendasikan
sebagai bahan masukan
kebijakan Kementerian
Dalam Negeri

Program Dukungan Manajemen
Program Pembinaan Kapasitas
Pemerintahan Daerah dan Desa
Program Tata Kelola
Kependudukan

Program Pembinaan Politik dan
Pemerintahan Umum

94%
Cakupan

DITJEN
DUKCAPIL
kepemilikan
dokumen
kependudukan
bagi yang
melaporkan

900

DITJEN
Lembaga

DUKCAPIL
Pengguna

DITJEN BINA
ADWIL

SETJEN

Nilai
90
(Sangat Baik)

ITJEN

ITJEN

BSKDN

Rp. 1.961.668.199.000,-

Rp. 606.962.083.000,-

Rp. 512.682.565.000,-

Rp. 148.110.488.000 -

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 (Adendum)
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Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi
diidentikan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi
yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum
dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di
Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik
dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud
telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks
Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada/Pemilu dan
Indeks Kinerja Ormas.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan

demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan
perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan
dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan Instrumen pengukuran
untuk mengetahui kondisi dan perkembangan demokrasi nasional maupun

Provinsi. Instrumen Pengukuran terdiri dari 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Guna
meningkatkan skor IDI tersebut, perlu adanya peran Kementerian Dalam Negeri
penguatan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi
seluruh Indonesia, serta penguatan pada 3 Dimensi yaitu Dimensi Politik, Dimensi
Ekonomi dan Dimensi Sosial.

Nilai Indeks

1) Penimbang aspek dan indikator didapatkan dari metode Analytical Hierarchy
Process (AHP). AHP sepenuhnya mengandalkan penilaian juri ahli dengan
mengandalkan kapabilitas, pengalaman, pengetahuan, intuisi, dan kepercayaan ahli.
Dalam konteks IDI AHP dipilih karena dapat memberikan pembobotan yang lebih
akurat dari pendekatan statistik. Selain itu AHP juga relevan digunakan dalam waktu
yang Panjang karena tidak berbasis keadaan data tahun tertentu. 2) IDI metode baru
terdiri dari tiga angka indeks, yaitu: a) Indeks demokrasi di tingkat provinsi, b) Indeks
demokrasi di tingkat pusat, dan c) Indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai
gabungan dari nilai provinsi dan pusat. Nilai yang dihasilkan dalam bentuk angka

0 sampai 100, angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< rendah 60-80
sedang, dan >80 tinggi.

Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda

1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Dokumen, Focus Group Discussion, Wawancara, Surat Kabar satu per provinsi,
Big Data Verifikasi.

1 Tahun (IDI Tahun Sebelumnya diukur di Tahun Berikut H+1)

Nilai 78,06

78
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Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikan dengan
nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap
Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai
hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja
terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur Sasaran
Strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks
Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada/Pemilu dan Indeks
Kinerja Ormas.

Indek Kinerja Ormas

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan civil society, sejak
era reformasi telah muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau

pun pendukung atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ormas hadir

untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan
langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Sebagai upaya Meningkatkan Kebebasan Sipil,
Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang
sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing
menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu
organisasi sangat dibutuhkan adanya variabel indikator yang jelas oleh stakeholders. Variabel
dan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan/atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Variabel pengukuran
Indek Kinerja Ormas terdiri dari variabel Sumber Daya manusia (terdiri dari 4 Indikator dan
16 Sub Indikator) dan variabel Program (terdiri dari 3 Indikator dan 14 Sub Indikator).

Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)

Kinerja sebuah organisasi mempunyai variasi antara organisasi yang satu dengan organisasi
lainnya bergantung pada tujuan dan tugas yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.
Meskipun bentuk dari kinerja setiap organisasi berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap
organisasi dapat diukur kinerjanya melalui beberapa variabel yang meliputi variabel input,
output, outcome dan impact. Tingkatan variabel kinerja dapat pula dikelompokkan menjadi
variabel mikro, meso dan makro. Untuk mengukur kinerja Ormas, perlu ditetapkan variabel
beserta indikator setiap variabel tersebut. Adapun variabel dan indikator pengukuran kinerja
Ormas adalah sebagai berikut :

1. Variabel Sumber Daya dengan Indikator Kepemilikan kantor/sekretariat dan
perlengkapannya, Karyawan, Sumber Pendapatan, Penerimaan sumbangan bagi kegiatan
ormas, Pemanfaatan pendapatan/anggaran dan Akutansi Keuangan;

2. Variabel Program dengan Indikator Dasar Penyusunan Program, Rencana program,
Pelaksanaan program, Manfaat Program yang dirasakan dan Evaluasi.

Nilai Sama atau lebih dari 100 (Kinerja Baik Sekali); Nilai 75-99 (Baik); Nilai 50-74 (Cukup

Baik) dan Nilai 25-49 (Kinerja Buruk).

Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Direktorat Organisasi Masyarakat, Kesbangpol Provinsi dan Ormas yang Terdaftar di
Kemendagri dengan SKT

Database Ormas terdaftar SKT Kemendagri, Google Form Pengisian Kertas Kerja dan Hasil
Survei Pengukuran Kinerja Ormas.

1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)

Nilai 62
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Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-

nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu
masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu
pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan
hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa.Nilai-nilai Pancasila
ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-
hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas
Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1)
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3)
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud; dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi merupakan salah satu Gatra

dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks Ketahanan

Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dapat dilihat dari

keberhasilanPembinaan ideologi dan pembangunan karakter dilaksanakan dalam rangka

mengembangkan karakter warga negara yang terdiri dari 5 (lima) Aspek diantaranya
mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil
dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia yang terbagi dalam 17 variabel dan dengan total 93 Indikator Dalam

Pengukurannya. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks

ini hanya bersifat menunjang dan mendukung terutama dalam upaya pendalaman dan

pembumian nilai-nilai Pancasila di daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Ideologi, Karakter,

dan Wawasan Kebangsaan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,

diantaranya:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan
Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan
kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal lka;

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan
Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan
kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan
pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah
kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan
dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah
kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;

Nilai Indeks (Dengan Nilai 1s.d 5)

Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan valiabel dan
indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan antar indikator
dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium Pengukuran
Ketahanan Nasional (Labkurtanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran Indeks
Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai
skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan, Kurang Tangguh, Cukup Tangguh, Tangguh dan
Sangat tangguh.

Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan
Pemerintahan Umum

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas), Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia (LEMHANAS RI)

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Lakurtanas),BPS, Kementerian/Lembaga
terkait, Pemda dan Database dari Sumber lainnya

1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2020)

Nilai 2,39

80
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Indikator Kinerja Utama 4

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data

Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila bersifat subjektif,
artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai
Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai
Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga
merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena
bersumber pada kepribadian bangsa.Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan
dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan
dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
merupakan salah satu Sasaran Strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya
stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran
diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud; dan (4)
Indeks Capaian Revolusi Mental.

Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang

dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara

pandang,pikir,sikap,perilaku,dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada

kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur,sejahtera

dan bermartabat. Pengukuran ICRM berdasarkan 5 Dimensi Gerakan diantaranya

Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib,

Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu dengan tahapan

Penghitungan ICRM yaitu: (1) Pemetaan indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2)

Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi; dan (4) Penghitungan

ICRM. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks

ini adalah penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai salah satu dimensi

pengukuran ICRM diantaranya:

1. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsan dan Forum Pembauran
Kebangsaan.

2. Penguatan Ideologi Pancasila, Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara.

3. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Peran serta masyarakat dalam menjalin persatuan dan kesatuan.

Nilai Indeks (Dengan Nilai 0s.d 100)

Penghitungan ICRM dilakukan Dalam 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Pemetaan
Indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot
Setiap Dimensi; dan (4) Penghitungan ICRM. Penghitungan Nilai ICRM Nasional
dilakukan dengan: (1) menghitung nilai indeks setiap dimensi (Gerakan diantaranya
Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib,
Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu) yang bobotnya telah
ditetapkan; (2) kemudian hasil nilai indeks di setiap dimensi tersebut dilakukan
akumulasi dan perhitungan rata-rata yang menghasilkan Nilai ICRM.

Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Kemenko PMK, BPS, Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Database sumber lainnya
3 Tahun Sekali (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2019)

Nilai 67,3
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Indikator Kinerja Utama 5

Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-
nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri,
yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan
suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang
sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa.
Deskripsi Sasaran Strategis Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik
dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-
Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai
tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan
Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2)
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud;
dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.

Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi merupakan salah satu Gatra
dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks Ketahanan
Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dapat dilihat dari
keberhasilanTerjaganya ketahanan ekonomi nasional, khususnya pada aspek aman (pada
indikator harga umum dan neraca perdagangan); aspek kemandirian (pada indikator
investasi); dan aspek daya saing (pada indikator efisiensi saing pasar). Semakin tinggi nilai
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi
masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga
diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi meningkat dari tahun ke
tahun. Dimana pengukurannya dilihat dari 5 (lima) aspek yaitu Kemakmuran, Keadilan,
Aman, Kemandirian dan Daya Saing yang terbagi dalam 20 variabel dan dengan total

Deskripsi Indikator Kinerj
eskripstindikatorfinerja 120 Indikator Dalam Pengukurannya. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam

Utama pengukuran indeks ini hanya bersifat menunjang dan mendukung dimana secara struktur
organisasi pengukuran indeks tersebut diemban oleh Direktorat Ekonomi Sosial Budaya
yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, Fasilitasi Ketahanan
Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, Fasilitasi Ketahanan
Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, Fasilitasi
Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi,
Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi.

Satuan Pengukuran Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 5)

Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan valiabel
dan indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan antar
indikator dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh Laboratorium

Formula Pengukuran Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori
ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan, Kurang Tangguh,
Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat tangguh.

Unit/Pihak Penanggung Jawab Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan
IKU Umum

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas), Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) ,BPS, Kementerian/
Lembaga terkait, Pemda dan Database dari Sumber lainnya

Unit/Pihak Penyedia Data

Sumber Data

Periode Pelaporan 1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2020)

Target Tahun 2022 Nilai 2,875
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Indikator Kinerja Utama 6

Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila bersifat subjektif,
artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai
Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai
Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga
merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena
bersumber pada kepribadian bangsa.Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan
dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan
dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
merupakan salah satu Sasaran Strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya
stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran
diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud; dan

(4) Indeks Capaian Revolusi Mental.

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi merupakan salah satu
Gatra dari 8 (delapan) gatra yang merupakan bagian dari Pengukuran Indeks
Ketahanan Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
Indeks gatra sosial budaya dapat memberikan gambaran kemapuan negara dalam
menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Semakin tinggi nilai
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dapat disimpulkan bahwa kondisi
Sosial Budaya masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator
yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial
Budaya meningkat dari tahun ke tahun. Pengukuran Indeks tersebut menggunakan

Deskripsi Indikator Kinerja 4 (empat) aspek yaitu Kesejahtraan, Harmoni, Kesetaraan dan Sistem Nilai Perilaku

Utama dan Artefak yang terbagi dalam 12 variabel dan dengan total 132 Indikator Dalam
Pengukurannya. Peran dari Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan indeks ini
antaralain:

1. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah daerah dalam penanganan masalah Sosial
Masyarakat di daerah melalui Pencegahan dan pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekusor Narkotika;

2. Pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

3. Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk membangun karakter
bangsa; dan

4. Penguatan peran Pemerintah Daerah terkait Seni dan Budaya.

Satuan Pengukuran Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 5)

Tata cara penghitungan dengan metode model Statik (Agregat perhitungan variabel
dan indikator setiap provinsi yang telah ditetapkan) dan Dinamik (keterkaitan
antar indikator dan isu strategis) dimana rumus tersebut telah ditetapkan oleh

Formula Pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) dan Badan Pusat
Statistik (BPS). Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima)
skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan
Rawan, Kurang Tangguh, Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat tangguh.

Unit/Pihak Penanggung Jawab Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan
IKU Umum

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas), Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas),BPS, Kementerian/
Lembaga terkait, Pemda dan Database dari Sumber lainnya

Unit/Pihak Penyedia Data

Sumber Data

Periode Pelaporan 1 Tahun (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Tahun 2020)

Target Tahun 2022 Nilai 2,320
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Indikator Kinerja Utama 7

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk
mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat
potensi ancaman terhadap NKRI. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu Sasaran
Strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan
Bangsa dengan Indikator Pengukuran adalah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam rangka Meningkatnya
Kesiapsiagaan Daerah dalam Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini.

Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis yang harus

dicapai. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Direktorat Kewaspadaan Nasional memiliki tugas dan fungsi, yakni pelaksanaan kebijakan di bidang

koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara,

fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga

asing, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman

seputar kewaspadaan nasional. Maka dari itu diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Indeks

Kewaspadaan Nasional (IKN) merupakan bagian dari IKU Direktorat Kewaspadaan Nasional yang selaras

dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 11 Tahun

2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasai dan Tata

Kerja Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,

Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme Tahun 2020 - 2024 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 - 2024.

Tujuan dari disusunnya Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut diantaranya adalah:

1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang
diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk dilakukan penestrasi kebijakan;

2. Sebagaireferensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi
kebijakan;

3. Dapatdijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem
peringatan dini;

4.  Sumber data rujuan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan; dan

5 Dijadikan pijakan keberhasilan melakukan program ke masyarakat.

Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)

Cara pengukuran dilakukan dengan cara pebobotan, sebagai berikut:

1. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan untuk
mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu
kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting
dilakukan;

2.  Setiap penentuan indeks memiliki kekhasan atau unit unik sendiri. Tidak bisa digeneralisasi sama
antara indeks satu dengan indeks yang lain. Setiap indeks tergantung dari kesepakatan atau keinginan
pengguna. Bahkan, termasuk di dalamnya apa yang ingin dipotret atau di zooming oleh pengguna,
seperti menggunakan komponen dimensi, variabel, dan indikator. Namun, ada indeks pengukuran yang
menggunakan variabel dan indikator saja;

3.  Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum—opini
publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu
lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran—pendapat
mayoritas masyarakat;

4,  Metode opini publik—survei, dapat digunakan untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk
nasional, unit analisisnya adalah provinsi. Untuk provinsi, maka unit analisisnya adalah kabupaten/kota.
Sedangkan unit kabupaten dan kota, maka unit analisanya adalah kecamatan. Dengan begitu, Indeks ini
dapat memotret unit pemerintahan tingkat terkecil yakni kecamatan; dan

5. Surveiini menggunakan penarikan sampel tidak acak (non probability sampling). Teknik sampel yang
digunakan dalam riset ini adalah purposive sampling. Sesuai namanya, sampel dipilih dengan tujuan dan
pertimbangan tertentu. Pilihan kenapa seseorang dipilih menjadi responden serta diwawancara didasar
pada tujuan dan dasar tertentu. Ada pertimbangan (judgment) tertentu ketika memilih responden.

Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kesbangpol Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait Lainnya

Hasil Survei dan Database Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri
1 Tahun (Belum Pernah Dirilis Sebelumnya)

Nilai 62

84
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Indikator Kinerja Utama 8

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui pemenuhan standar
pelayanan minimal:

1.  Sub UrusanTrantibum dan linmas;

2.  Sub Urusan Bencana; dan

3. Sub Urusan Kebakaran.

Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”

UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Permendagri 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm penanganan trantib & Keamanan

Pemilihan Umum;

Permendagri 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;

Permendagri 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana

Daerah Kab/Kota;

7. Permendagri 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan
Kebakaran;

8. Permendagri 26/2020 tentang penyelenggaraan trantibumlinmas; dan

Permendagri 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.

e

owu

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmasadalahalatuntuk mengukurcapaianpenyelenggaraan
urusan Trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub
urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan indeks komposit yang dibentuk
berdasarkan 4 (empat) indeks, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana (IPT SUB);

2. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU);

3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM
SATLINMAS); dan

4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (IPT SUK).

Daerah

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/
agregat/komposit yaitu dengan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

—_ _‘E‘J
|--.:---. R lq=1 Wq Ir;

Brantibumlinmas = (wy,pepnn % Themeane) + (Wianeribum % Toamiribum) 4

(W nttmmas * Loagtinmar) + (W ikpbakaran % Tebabaran)

Keterangan:

ltrantibumlinmas : Nilai Ditjen Bina Adwil
: Bobot Indikator Kinerja Program ke-ilq
: Nilai Indikator Kinerja Program ke-i

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahunan

50 Daerah
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab

IKU
Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal:
1.  Sub UrusanTrantibum dan linmas;

2. SubUrusan Bencana; dan

3. SubUrusan Kebakaran.

Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal Sub Urusan Kebakaran;

7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan
Kebakaran; dan

8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas;

Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk mengukur capaian

penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas

sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan Trantibumlinmas dirancang untuk melihat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk

pengumpulan informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah

yang berkaitan dengan Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, serta sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kepuasan masyarakat, dan instrumen

indikator keberhasilan Pemerintah Pusat dan Pemda dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Trantibumlinas dibagi menjadi lima pelayanan yaitu:

1. Pelayananinformasi bencana;

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

3.  Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

4. Pelayanan kebakaran; dan

5. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-670 Tahun 2022 tentang Indeks Kepuasan

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat,

telah ditetapkan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus dilakukan pengukuran dalam Indeks Kepuasan

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, yaitu: konsep kapabilitas digunakan dasar Peraturan

MENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

Persyaratan;

Sistem;

Mekanisme & Prosedur;

Waktu Penyelesaian;

Produk Spesifikasi Jenis Layanan;

Kompetensi Pelaksana;

Perilaku Pelaksana;

Penanganan Pengaduan/Saran & Masukan; dan

Sarana & Prasarana.

oA wONE

MONOUNAONE

Nilai

Merujuk pada Peraturan MENPAN dan RB 14/2017, setiap pertanyaan pada unsur survei IKM dan indikator
IIPP diberi nilai yang sama dengan menggunakan pengukuran Skala Likert.

Selanjutnya untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang
dengan rumus sebagai berikut :

wig Ml MRAnteel b MinedaUss
Parsees ar it Felajanan  Felay3ssn
i3 55 25 Ml 50 D TICsE Rk
. S (UFAR
] JELI0 65 O0LTE Bl K :::'h'f'
| A0RAS T A1 .RR 30 B T
4 183400 BEIN-100.00 A SAHOAT BAIK

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Tahunan

Nilai 20
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan

baik itu lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk tujuan mewujudkan tata kelola kepemerintahan

yang profesional, akuntabel dan efektif serta mendorong para ASN untuk dapat berkinerja tinggi.

Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran

(JP) per tahun

1

Indikator ini mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh
setiap ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Pasal 203 ayat (4) Peraturan
Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi
pada Lingkup Kemendagri.

Pengembangan kompetensi yang diukur dan menjadi kinerja dalam indikator ini merupakan
pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri sebagaimana tertuang
dalam dokumen perencanaan tahunan.

Pengembangan kompetensi SDM aparatur dimaksud mencakup kegiatan:

a.  Pendidikan dan pelatihan;

b.  Bimbingan teknis;

c.  Workshop; dan

d. Seminar/webinar.

Penetapan Target pada dalam indikator merupakan jumlah total target peserta pengembangan
kompetensi berdasarkan Renstra BPSDM periode 2020-2024. Jumlah total target peserta tersebut
dibagi kedalam proporsi sebagai berikut:

a.  Jumlah ASN Kemendagari sebanyak 5448 orang; dan

b.  Jumlah ASN Pemda sebanyak 39.932 orang.

Persentase (%)

Jumlah Alumni Pengembongon Kompetensi + Jumloh Alumni Sertifikosi

% Pemenuhon PK : dolam 1 tahun

x 100%

Jumiah Alumni Pengembongon Kompetensi + lumish Alumni Sertifikosi
yong menjadi torget sesuoi dengon renstro 2020 - 2024

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE )

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)

1
2.
3.

Renstra Kemendagri
Dokumen rencana tahunan Kemendagri
Data alumni pengembangan kompetensi BPSDM Kemendagri

Tahunan (2022)

60%
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam
Negeri

Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan
Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara
kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri

Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian
sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kemendagri, khususnya SDM
Pengawasan.

Persentase

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 25%);

2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%);

3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 25%); dan

4. Persentase Auditor Kemendagri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi
(bobot 25%).

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan
hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.

(1-4 x 100):4

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).

Inspektorat Jenderal Kemendagri

Inspektorat Jenderal Kemendagri
Inspektorat Jenderal Kemendagri
Tahunan

Level 3 (85%)

88

LAPORAN KINERIJA 2022 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Indikator Kinerja Utama 12

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam
Negeri

Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor dan PPUPD Kementerian Dalam Negeri
adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM
Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional

Jumlah Tingkat Kapabilitas Auditor dan PPUPD Kementerian Dalam Negeri adalah
merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan
baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

Persentase

1. Pemenuhanjumlah P2UPD yang memiliki sertifikasi profesi pengawasan yang
diakui BNSP (Bobot 20%);

2. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu berdasarkan Daftar Usulan
Penilaian Angka Kredit (DUPAK) P2UPD yang diusulkan secara nasional (Bobot
20%);

3. Persentase Pemenuhan jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi P2UPD
yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan (Bobot 20%);

4. Persentase modul-modul pengawasan bagi P2UPD (Bobot 20%); dan

5. Persentase P2UPD yang menjadi anggota organisasi profesi P2UPD (Bobot
20%).

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan
hasil akhir persentase total dibagi 5 sub indikator.

Sub Indikator = (1-5x 100) /5

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan
hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.

(1-4 x 100):4

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).

Inspektorat Jenderal Kemendagri

Inspektorat Jenderal Kemendagri
Inspektorat Jenderal Kemendagri
Tahunan

Level 3 (85%)
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Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri melalui: (1) Pengembangan
kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; (2) Penyusunan standar kompetensi
pemerintahan dalam negeri; (3) Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; (4)
Deskripsi Sasaran Strategis Pembangunan Big Data SDM ASN; (5) Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah bidang
manajemen pembangunan daerah; (6) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor
Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; (7) Pembangunan SDM Pendidikan
Kepamongprajaan; dan (8) Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
Menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah

Deskripsi Indikator Kinerja

Ut Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan
ama

stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN.

Satuan Pengukuran Indeks

Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni diperoleh

melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi

aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L, dengan melakukan

penyebaran kuesioner kepada responden di daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu

communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics, dan kemampuan lainnya

(penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai responden

adalah:

1.  PNSdari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan
bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan.

2. PNSdaribeberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari
alumni IPDN di K/L yang bersangkutan.

Formula Pengukuran
Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus :

¥ Ekor Tatal Hasil Survey
Indeks Kapuasan Stakohalders =

% Raspanden X § Perlanyaan

et

Ekor Total Hasil Survey= Jumlah Rekapitulasi Milai Jawaban
Jumlah Peranyaan=Jumlah Peranyaan kuesioner pada 8 dimensi
Milai Indeks:

1.00- 1,75 = Kurang Fuas

1,76 - 2,51 = Cukup Puas

252-327=Puas

3,28- 4 = ESangat Puas

Unit/Pihak Penanggung

Jawab IKU PDN

Unit/Pihak Penyedia Data  Biro Adm. Keprajaan dan Alumni

Sumber Data Kuesioner, Wawancara, Data Alumni
Periode Pelaporan Tahunan
Target Tahun 2022 3,3
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah diharapkan
dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada alinea IV
Pembukaan UUD 1945 yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya
keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk mengetahui kinerja
daerah terhadap kepatuhan penyusunan produk hukum dalam mendukung kebijakan
nasional secara keseluruhan.

Nilai

Pengukuran pembobotan Indeks Kepatuhan Daerah dibagi 5 aspek:
1. Perencanaan;

2. Penyusunan;

3. Pembahasan;
4
5

Penetapan; dan
Pengundangan dan pelaporan.

Selanjutnya penghitungan nilai Indeks Kepatuhan Daerah dirumuskan dengan:

Realisusi nilai IKD

— x 100% = % Capaian Kinerja Nilai IKT)
Target nilai IKD

Berikut penjelasan perhitungan:

1. Realisasinilai IKD adalah nilai rata-rata jumlah skor daerah yang dinilai;

2. Target nilai IKD adalah target yang ditetapkan pada Renstra dan Renja tahun
berjalan; dan

3. Persentase Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi nilai IKD terhadap
Target nilai IKD dikali 100%.

Ditjen Otonomi Daerah

Ditjen Otonomi Daerah
Perhitungan dari indeks yang telah disusun dan nantinya diukur ke daerah
Tahunan

Nilai 78 (Tinggi)
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional,
Proaktif, dan Inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance,
secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau
tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan
publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Mengukur kinerja kepala daerah dan DPRD melalui indeks yang dilakukan dalam
jangka waktu 5 tahun.

Nilai

Instrumen Pengukuran Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD penilaian
mencakup 3 aspek:

1. Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD dalam Legislasi;

2. Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD dalam Pengawasan; dan
3. Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD dalam Anggaran;

Realisasi nilai IKDH dan DPRD
Target nilai IKDH dan DPRD

x 100% = % Capaian Kinerja Nilai IKDH dan DPRD

Berikut penjelasan perhitungan:

1. Realisasinilai IKDH dan DPRD adalah nilai rata-rata jumlah skor daerah yang di
nilai;

2. Target nilai IKDH dan DPRD adalah target yang ditetapkan pada Renstra dan
Renja tahun berjalan; dan

3. Persentase Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi nilai IKDH dan DPRD
terhadap Target nilai IKDH dan DPRD dikali 100%.

Ditjen Otonomi Daerah

Ditjen Otonomi Daerah
Daerah
Tahunan

Nilai 78 (Tinggi)
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional,
Proaktif, dan Inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance,
secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau
tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi

urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah evaluasi yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan sasaran meningkatnya
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, bersih, dan
transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan
profesional. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu
mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat
reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Nilai

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target 3.0 merupakan
penyesuaian metode pengukuran yang diperbaharui dan penilaiannya masuk dalam
skala interval skor 2.61-3.40.

Selanjutnya untuk menilai capaian EPPD, dengan metode perhitungan sebagai
berikut:

Realisasi Nilai EPPD
Target Nilai EPPD

X 100% — %5 Capaian Nilai EPPD

Berikut penjelasan perhitungan:

e Realisasi Nilai EPPD adalah nilai rata-rata jumlah skor status kinerja daerah yang
dinilai;

e Target Nilai EPPD adalah target yang ditetapkan pada Renstra dan Renja tahun
berjalan; dan

e Persentase Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi Nilai EPPD terhadap
Target Nilai EPPD dikali 100%.

Ditjen Otonomi Daerah

Ditjen Otonomi Daerah
Daerah
Tahunan

Nilai 3,0 (Tinggi)
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional,
Proaktif, dan Inovatif

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai
pemenuhan pelayanan dasar bagi setiap warga negara yang berhak sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM

SPM terdiri dari bidang:

Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan Umum;

Perumahan Kawasan Permukiman;
Trantibumlinmas; dan

Sosial.

coupwdE

Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM adalah daerah yang

memenuhi dan melaksanakan 4 (empat) tahapan penerapan SPM sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
yang terdiri dari:

1. Pengumpulan data;

2. Penghitungan kebutuhan;

3. Penyusunan perencanaan; dan

4. Pelaksanaan dan pelaporan.

Daerah adalah 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota (kecuali 6 Kabupaten/Kota
Administrasi DKI Jakarta).

Persentase

Presentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM

N = (Jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM/Total jumlah daerah) X
100

Keterangan:

1. Jumlah daerah adalah 412 daerah.

2. Jumlah daerah yang memenuhi tahapan penerapan 6 (enam) bidang SPM yang
terdiri dari; (1) pengumpulan data; (2) penghitungan kebutuhan; (3) penyusunan
perencanaan; dan (4) pelaksanaan dan pelaporan. Penilaian tahapan penerapan
SPM di daerah adalah tahun sebelumnya (n-1).

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Direktorat SUPD II, Direktorat SUPD lIll,
Direktorat SUPD |V, Sekretariat Ditjen Bina Banda (Sekber SPM), Pemerintah
daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Laporan SPM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahunan

70%
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data

Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif,
dan Inovatif

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, dalam mencapai
sinkronisasi penyelenggaraan urusan di daerah.

Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung
antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren baik dari sisi
kebijakan (kesesuaian dan keselarasan), implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang
terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah serta kinerja kebijakan yang diukur dengan capaian
target sesuai indikatornya.

Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dicapai melalui indeks sinkronisasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek:

1.  Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan);

2. Aspekimplementasi kebijakan (program dan kegiatan); dan

3. Aspek Kinerja kebijakan (indikator dan target).

Tahapan Sinkronisasi yang harus dilakukan:

1. Setiap subdit memetakan dan menginventarisir jumlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan
urusan dan sub urusan sesuai kewenangan. Serta memastikan sejumlah kebijakan tersebut menjadi
landasan semua sub urusan di masing - masing urusan dalam implementasinya;

2. Setiap subdit melakukan penyelarasan substansi kebijakan dengan UU 23 tahun 2014 dan peraturan
perundang undangan lainnya;

3. Setiap subdit menganalisis bahwa kebijakan yang sudah sesuai dan selaras di implementasikan oleh
daerah dalam bentuk program dan kegiatan;

4. Setiap subdit menganalisis program dan kegiatan yang sudah terintegrasi dalam dokrenda mencapai
target sesuai dengan indikator;

5. Setiap subdit sebagaimana poin A,B, C dan D melakukan penilaian capaian sinkronisasi urusan
pemerintahan daerah di masing - masing urusan sebagaimana formula dan tata cara penilaian; dan

6. Hasil penilaian akan menjadi dasar untuk mengimplementasikan fungsi pembinaan sesuai dengan
tugas dan fungsi Ditjen pembangunan daerah.

Persentase

1S = (% Kebijakan x BK) + (% Implementasi Kebijakan x BIK) + (% Kinerja Kebijakan x BKK)

Keterangan:

1. 1S (Indeks Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) adalah ukuran capaian
sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan
nilai capaian kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan.

2. Nilai capaian kebijakan (%kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian
kesesuaian dan keselarasan kebijakan.

a. Kesesuaian adalah ketersediaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan urusan, artinya semua sub
urusan di masing-masing urusan pemerintahan konkuren mempunyai landasan kebijakan dalam
implementasinya.

b. Keselarasan adalah substansi kebijakan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan urusan selaras
dengan norma Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya serta kebijakan lainnnya termasuk
kebijakan daerah (Perda dan Perkada).

3. Nilai capaian implementasi (% Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi
program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah.

4.  Nilai capaian kinerja (% kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian target
kinerja berdasarkan indikator.

5.  BK(Bobot Kebijakan) adalah nilai pentingnya kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) terhadap
capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dengan nilai 40.

6. BIK(Bobot Implementasi Kebijakan) adalah nilai pentingnya implementasi kebijakan (integrasi
program dan kegiatan dalam dokrenda terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, dengan nilai 30.

7.  BKK (Bobot Kinerja Kebijakan) adalah nilai pentingnya kinerja kebijakan (capaian target sesuai
indikator) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai
30.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Direktorat SUPD II, Direktorat SUPD lll, Direktorat SUPD

IV, Sekretariat Ditjen Bina Banda (Sekber SPM), Pemerintah daerah Provinsi Kabupaten dan
Kota

Laporan SPM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahunan

70%
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Professional, Proaktif, dan
Inovatif

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas,
dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan
penguatan inovasi.

Presentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kategori Nilai Baik

Desa dengan target kategori nilai “baik” merupakan target kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam
melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicapai melalui
pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan, peningkatan kapasitas aparatur dan pengurus kelembagaan desa, serta penataan kelembagaan
desa.

Persentase Desa

Formula perhitungan pencapaian kinerja utama diperoleh dari penyelenggaraan program dan kegiatan

yang dirumuskan melalui 3 indikator kinerja program yang harus dicapai melalui, yakni:

1.  Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia
pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten;

2. Pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi; dan

3. Penataan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Tahun 2022

45%
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional,
Proaktif, dan Inovatif

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional,
proaktif, dan inovatif dalam rangka peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan
pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi,
diantaranya diwujudkan dengan peningkatan tata kelola keuangan daerah.

Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah
satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator
untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Nilai

1. Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) diukur permasing-masing daerah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Hasil pengukuran IPKD di rata-ratakan secara nasional.

Ditjen Bina Keuangan Daerah

Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, BPK-RI, Pemda.
SIPD, LKPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, LRA dan Opini BPK

Tahunan

36,50
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional,
Proaktif, dan Inovatif

Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah
satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi.

PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri
Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.
Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi

Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan
dan Insentif inovasi daerah mengamanatkan Badan Penelitian dan Pengembangan
melaksanakan penilaian inovasi daerah. Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah
yang mempunyai nilai 30-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah.
Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah
provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta (542
daerah).

Persentase

Jumlah daerah dengan kategori sangat inovatif dan inovatif
Jumlah daerah (542)

X 100%

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah
Laporan Indeks Inovasi Daerah
Tahunan

24%
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Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional,

Sasaran Strategis Proaktif, dan Inovatif

Tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan proaktif dapat tercapai
sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa
penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas
kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenaitu,

Deskripsi Sasaran Strategis diperlukan kelembagaan Litbang daerah yang berkualitas. Menteri Dalam Negeri
menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan
umum melalui Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Permendagri
No.17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri
dan pemerintah daerah. Pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil Indeks
Kelembagaan Litbang Daerah.

Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan

Indikator Kinerja Utama -
) kategori “utama”

Pencapaian jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan
kategori “utama” diperoleh melalui perhitungan Indeks Kelembagaan Litbang
Daerah (IKLD). IKLD merupakan sebuah indeks gabungan dari Indeks Kegunaan
Pengetahuan, Indeks Pemanfaatan Pengetahuan, dan Indeks Nilai Tambah
Pengetahuan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indeks Kegunaan Pengetahuan : Bentuk kemanfaatan hasil kelitbangan
yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan dengan berlandaskan
penciptaan pengetahuan;

2. Indeks Pemanfaatan Pengetahuan : Produk Kelitbangan (pengetahuan) untuk
memberikan manfaat dalam mendukung landasan kebijakan guna menjamin,
daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta
meningkatkan kualitas produk kebijakan; dan

3. Indeks Nilai Tambah Pengetahuan : Produk Kelitbangan yang menjadi landasan
kebijakan dapat memberikan dampak positif di sektor lain untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah.

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran Daerah

3
Formula Pengukuran IKLD = \/IKegunaan PengetahuanX IPemanfaatan PengetahuanX INitai Tamban Pengetahuan X 100

Unit/Pihak P J b
nit/Pihak Penanggung Jawa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

IKU

Unit/Pihak Penyedia Data Sekretariat Badan Litbang

Sumber Data Indeks Kelembagaan Litbang Daerah
Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2022 110 Daerah
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional,
Proaktif, dan Inovatif

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang
dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah

Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola
pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks
pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Nilai Indeks

1. Itjen Kemendagri (persentase hasil pengawasan Umum) (bobot 40%);

2. ltjen K/L Teknis (persentase hasil pengawasan teknis) (bobot 30%);

3. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (persentase hasil pembinaan dan pengawasan
KDH terhadap perangkat daerah oleh Itprov dan Itkab/kota) (bobot 20%); dan

4. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (Jumlah daerah yang mengintegrasikan
e-controling dalam SIPD) (bobot 10%).

Formula penghitungan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dilaksanakan

melalui 3 tahapan:

1. Menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator;

2. Menghitung Indeks Provinsi; dan

3. Menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Pengawasan Pemda secara
Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34).

Inspektorat Jenderal Kemendagri

Inspektorat Jenderal Kemendagri
Inspektorat Jenderal Kemendagri
Tahunan

Nilai 90 (Sangat Baik)
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional,
Proaktif, dan Inovatif

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang
dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola
Deskripsi Indikator Kinerja pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks
Utama pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Satuan Pengukuran Nilai Indeks
1. Persentase Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan (Bobot
40%);
2. Persentase Kepatuhan Pemda dalam menerapkan jam pelatihan minimal kepada
APIP (Bobot 20%);
3. Persentase Kepatuhan Pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan
Inspektur dan Inspektur Pembantu (Bobot 20%); dan
Formula Pengukuran 4. Persentase Proporsi jumlah SDM APIP dengan formasi (Bobot 20%).

Penghitungan Indeks dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu:

1.
2.
3.

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator;

Menghitung Indeks Provinsi; dan

Menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34).

Inspektorat Jenderal Kemendagri

Unit/Pihak Penyedia Data Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2022 Nilai 80 (Baik)
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan
dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga
Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat,
akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata
Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) KTP-el & KIA,; (4) Suket Pindah; (5) Suket Pindah
Datang; (6) Suket Pindah ke Luar Negeri; (7) Suket Datang dari Luar Negeri; (8) Suket
Tempat Tinggal; (9) Suket Kelahiran; (10) Suket Lahir Mati; (11) Suket Pembatalan
Perkawinan; (12) Suket Pembatalan Perceraian; (13) Suket Kematian; (14) Suket
Pengangkatan anak; (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia; (16) Suket
Pengganti Tanda Identitas; (17) Suket Pencatatan Sipil; (18) Akta Kelahiran;

(19) Akta Kematian; (20) Akta Perkawinan; (21) Akta Perceraian; (22) Akta
Pengakuan Anak; (23) Akta Pengesahan Anak; dan (24) Data Kependudukan (Data
Perseorangan dan Data Agregat).

Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional
untuk pelayanan publik

Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang memanfaatkan data
kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Jumlah

Jumlah PKS
Dit. FPD2K

Dit. FPD2K dan Daerah
Laporan PKS Pusat dan Daerah
Tahunan

900 Lembaga Pengguna
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Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan

Sasaran Strategis dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga
Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat,
akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata
Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) KTP-el & KIA,; (4) Suket Pindah; (5) Suket Pindah
Datang; (6) Suket Pindah ke Luar Negeri; (7) Suket Datang dari Luar Negeri; (8) Suket
Tempat Tinggal; (9) Suket Kelahiran; (10) Suket Lahir Mati; (11) Suket Pembatalan
Perkawinan; (12) Suket Pembatalan Perceraian; (13) Suket Kematian; (14) Suket
Pengangkatan anak; (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia; (16) Suket
Pengganti Tanda Identitas; (17) Suket Pencatatan Sipil; (18) Akta Kelahiran;

(19) Akta Kematian; (20) Akta Perkawinan; (21) Akta Perceraian; (22) Akta
Pengakuan Anak; (23) Akta Pengesahan Anak; dan (24) Data Kependudukan (Data
Perseorangan dan Data Agregat).

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil
Deskripsi Indikator Kinerja Jumlah Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan pendaftaran penduduk dan
Utama pencatatan sipil yang melaporkan.

Satuan Pengukuran Persentase

Jumlah Dokumen Kependudukan
Jumlah Penduduk yang melaporkan Peristiwa Kependudukan

Formula Pengukuran

X 100%

Unit/Pihak Penanggung Jawab

IKU Ditjen Dukcapil

Unit/Pihak Penyedia Data Ditjen Dukcapil dan Daerah

Sumber Data Eaa;lijlpgir(;i%aof;:n data layanan adminduk yang dilakukan oleh dinas Dukcapil
Periode Pelaporan Tahunan

Target Tahun 2022 92%
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan melalui:

1

kLN

rPONE

o

7.

8.
9.

Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Implementasi Standar Pelayanan Perkotaan;

Pelaksanaan pelayanan perizininan terintegrasi dan terpadu;

Integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial; dan
Penyelenggaraan kinerja kecamatan yang efektif.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Trantib dan
Keamanan Pemilihan Umum;

Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;
Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana
Daerah Kab/Kota;

Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan
Kebakaran;

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas; dan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi
penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di
daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri.

Struktur konsep dan variabel dalam mengukur indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan disasar melalui:

1
2.

Utama

Satuan Pengukuran

Nilai

Jumlah provinsi dengan indeks kinerja GWPP kategori “Baik” (IKP 1);

Kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah meliputi capaian kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas
dan wewenang selaku wakil pemerintah pusat, dukungan sekretariat bersama pembinaan gubernur
selaku wakil pemerintah pusat dan rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur selaku
wakil pemerintah pusat;

Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi
geospasial (IKP 2);

Pelaksanaan pengintegrasian data spasial hasil penegasan batas daerah ditetapkan dalam Permendagri
dan disampaikan kepada Forum Kebijakan Satu Peta dan Pembakuan nama rupabumi dasar/tematik telah
diverifikasi dan disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial;

Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori “Baik” (IKP 3);

Penerapan standar layanan perkotaan yang meliputi kesesuaian dengan NSPK, implementasi SPM,
standar nilai aspek keterjangkauan kemanfaatan dan keadilan;

Persentase daerah dengan pelayanan perizinan & non perizinan yang terintegrasi dan terpadu (IKP 4)
Pelaksanaan pelayanan perizinan telah terintegrasi dengan sistem layanan perizinan dan non perizinan
serta terpadu dalam satu tempat / satu pintu pendelegasian;

Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik” (IKP 5); dan

Pengukuran kinerja kecamatan berdasarkan hasil kerja terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian
kewenangan bupati/wali kota kepada Camat; penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada
pemerintah desa; pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dan penyelenggaraan kegiatan
pembangunan sarana dan prasaranas kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Nilai ITKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap indikator penyusun ITKK. Nilai yang
dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing
indikator. Penghitunean ITKK setian daerah danat diformulasikan sebagai berikut:

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab

IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

ITKPK =1, +ls+ ls # 4 1,
ata

ITKPK = vy Py + walPy & wyPy + o 4wy By

kv | parareie 1 = 1, paressies 3 = 3, da

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahunan

Nilai 20

104
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri

Meningkatnya kualitas kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian
Dalam Negeri

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya
manusia aparatur. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
1. Komponen Pengungkit (60%) terdiri dari:

a. Aspek pemenuhan 20%;

b. Aspek hasil antara 10%; dan

c. Aspek reform 30%.
2. Komponen hasil (40%) terdiri dari:

a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan 10%;

b. Kualitas pelayanan publik 10%;

c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10%; dan

d. Kinerja organisasi 10%.

Didukung dengan kegiatan, antara lain:

Membentuk tim pelaksana RB di lingkungan Kemendagri;
Melakukan sosailisasi ke seluruh komponen Kemendagri;
Membuat rencana aksi pelaksanaan RB Lingkup Kemendagri;
Melakukan rapat kesiapan atas rencana aksi yang telah disusun;
Berkoordinasi dengan tim penilai Kemenpan RB;

Mengisi lembar kerja dan evaluasi dari tim penilai Kemenpan RB;
Tim internal melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB;
Melakukan kesiapan penilaian RB oleh tim Kemenpan RB;
Melaksanakan entry meeting pelaksanaan RB;

10 Melakukan pendampingan penilaian oleh tim Kemenpan RB; dan
11. Melaksanakan exit meeting.

VOENO RO

Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Kementerian

Pan-RB.
Nilai
Penilaian Eksternal oleh Tim Evaluator RB dari KemenpanRB

Sekretariat Jenderal

Biro Organisasi dan Tatalaksana
Biro Organisasi dan Tatalaksana
Tahunan

80,01

KEMENTERIAN DALAM NEGERI | LAPORAN KINERJA 2022

105



Indikator Kinerja Utama 29

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Terwujudnya Kemendagri yang Akuntabel dan Berintegritas

Indeks Pengawasan Internal merupakan instrumen untuk mengukur dan
memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen
pemerintahan di lingkungan Kemendagri.

Indeks pengawasan Internal

Semakin tinggi nilai indeks pengawasan internal dapat menerjemahkan kondisi
semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen
pemerintahaan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Nilai Indeks

1. BPKRI (Opinilaporan keuangan Kemendagri) (bobot 20%);

2. Kemenpan RB (Nilai SAKIP Kemendagri) (bobot 20%);

3. BPKP (Nilai Maturitas SPIP) (bobot 20%);

4. Itjen Kemendagri (Persentase Penyelesaian TLHP APIP dan BPK) (bobot 20%);
dan

5. BPKP (Nilai Kapabilitas APIP) (bobot 20%).

Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-
masing sub Indikator sesuai bobot .

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).

Inspektorat Jenderal Kemendagri

Inspektorat Jenderal Kemendagri
Inspektorat Jenderal Kemendagri
Tahunan

Nilai 90
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Terwujudnya Kemendagri yang Akuntabel dan Berintegritas

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus merupakan instrumen untuk mengukur
dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen
pemerintahan di lingkungan Kemendagri.

Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
dapat dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran
penyelenggaraan manajemen pemerintahaan yang integritas di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Indeks penanganan pemeriksaan khusus merupakan indikator yang mengukur dan
memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Fokus dan lokus indeks penanganan pemeriksaan khusus pada Indikator ini hanya
yang subjek dan objeknya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Nilai Indeks

1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari
Instansi lainnya (Bobot 40%);

2. Persentase Pemeriksaan dalam rangka Penjatuhan Sanksi Administratif (Bobot
40%); dan

3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (Bobot 20%).

Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-
masing sub Indikator sesuai bobot.

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).

Inspektorat Jenderal Kemendagri

Inspektorat Jenderal Kemendagri
Inspektorat Jenderal Kemendagri
Tahunan

Nilai 82 (Baik)
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Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi Indikator Kinerja
Utama

Satuan Pengukuran

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab
IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data
Periode Pelaporan

Target Tahun 2022

Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan
utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah, salah satu fungsi
Badan Litbang memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri
Dalam Negeri dan Unit Kerja Pejabat Tinggi Madya (UKE I) di Kemendagri. Untuk
meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi kelitbangan, kegiatan pelaksanaan
kelitbangan sudah melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah
Daerah. Dalam menjaga kualitas hasil kelitbangan, salah satu tahapannya adalah
sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli
yang kompeten di bidangnya.

Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan
kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang disampaikan dan ditindaklanjuti
oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (UKE 1) di lingkup
Kemendagri, berupa disposisi Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan
kebijakan Kemendagri.

Persentase

Jumlah Rekomendasi yang disampaikan kepada Mendagri
Jumlah Target Hasil Kelitbhangan

X100%

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Tahunan

55%
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Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Indikator Sasaran:

e Indeks Demokrasi Indonesia

e Indeks Kinerja Ormas

Sasaran Strategis 2:

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Indikator Sasaran:

e Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi

e Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

« Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi

e Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional
Indikator Sasaran:

e Indeks Kewaspadaan Nasional

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indikator Sasaran:

e Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
kategori “Baik”

elndeks  Kepuasaan Masyarakat dalam  Penyelenggaraan
Trantibumlinmas

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

ePersentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM

aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
« Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
« Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
e Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan
Daerah

Indikator Sasaran:

e Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang

Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Indikator Sasaran:

« Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

« Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

e Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM

eIndeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah

ePersentase desa dengan nilai
Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”

 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

e Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi

e Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan
dengan kategori “utama”

« Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah

« Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Indeks  Penyelenggaraan

Sasaran Strategis 8:

Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam

Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan

Untuk Semua Keperluan

Indikator Sasaran:

« Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil

 Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data
kependudukan nasional untuk pelayanan publik

Sasaran Strategis 9:

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Indikator Sasaran:

« Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Sasaran Strategis 10:

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

« Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis 11:

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan
Berintegritas

Indikator Sasaran:

« Indeks Pengawasan Internal

« Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Sasaran Strategis 12:

Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

« Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai
bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri
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Capaian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 vyang tergambarkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.
Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan,
dengan capaian kinerja Tahun 2022 sebagaimana data berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
0 e

Indonesia 78,06 78,12

.. Nilai Nilai

Meningkatkan Indeks Ketahanan Nasional
implementasi nilai-nilai Gatra Ideologi
Pancasila di Daerah

102,09%

Indeks Capaian Revolusi

Mental (ICRM) 104,71%

Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ekonomi

Indeks Ketahanan Nasional B
Gatra Sosial Budaya i

Meningkatnya Indeks Kewaspadaan Nasional 128,32%
Kewaspadaan Nasional 62 79,56

. . Jumlah Daerah dengan Indeks
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlin- 2 39 118%
Penyelenggaraan mas kategori "baik” Daerah Daerah

Trantibumlinmas
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Nilai
dalam Penyelenggaraan
. . 20 20
Trantibumlinmas
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI § CAPAIAN

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas SDM
aparatur pemerintahan
dalam negeri

Meningkatnya Harmonisasi
Kualitas Produk Hukum Pusat dan
Daerah

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan dalam negeri
yang Adaptif, Profesional,
Proaktif, dan Inovatif

Persentase pemenuhan
pengembangan kompetensi
SDM aparatur minimal 20 103,98%

Jam Pelajaran (JP) per tahun

Tingkat Kapabilitas Auditor Level 3 Level 3
Kementerian Dalam Negeri (85%) 82,50%

Tingkat Kapasitas PPUPD Level 3 Level 3

0,
secara Nasional (85%) 71.25% 83,82%

Indeks Kepuasan
Stakeholder terhadap Kinerja 111,5%

Alumni

Indeks Kepatuhan
Nilai 78 Nilai 78

Penyusunan Produk Hukum
(Tinggi) (Tinggi)

Daerah

Indeks Kinerja Kepala
Daerah dan DPRD Nilai 78
dalam Penyelenggaraan (Tinggi)

IN[IETREK]

42,31%
((RECEN)) °

Pemerintahan Daerah.

Nilai Evaluasi
Nilai 3,0 Nilai 2,31

Penyelenggaraan
(Tinggi) (Rendah)

77%
Pemerintahan Daerah

Persentase daerah yang

memenuhi tahapan 73,06% 104,37%

penerapan SPM

Indeks Sinkronisasi Nilai 85,84
(Sangat

Sinkron)

22,56%

Nilai 60

Penyelenggaraan Urusan
(Sinkron)

143,07%
Pemerintahan Daerah

Persentase desa dengan

nilai Indeks Penyelenggaraan
. . 50,13%
Pemerintahan Desa kategori

nilai “Baik”

Rata-rata Indeks Pengelolaan

Keuangan Daerah 150%

Persentase daerah yang
mempunyai nilai Indeks Inovasi
tinggi

150%

Jumlah daerah yang kelembagaan
penelitian dan pengembangan 3,63%

dengan kategori “utama”

Indeks Pengawasan

110 4
Daerah Daerah
Pemerintahan Daerah

Indeks Kapasitas Nilai 82,80% (B)
Inspektorat Daerah e

93,82%

Nilai 80 (B)

103,5%
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

a Terjaminnya hak-hak keperdataan Peningkatan cakupan serta 94% 103,87%
setiap warga negara dalam aspek layanan pendaftaran penduduk Cakupan
kependudukan dan tersedianya dan pencatatan sipil kepemilikan
data kependudukan untuk dokumen
semua keperluan kependudukan
bagi yang
melaporkan

Jumlah lembaga pengguna
yang memanfaatkan

data kependudukan nasional
untuk pelayanan publik

900 2.735
Lembaga Lembaga
Pengguna Pengguna

Meningkatnya Tata Indeks Tata Kelola
Kelola Penyelenggaraan Penyelenggaraan

. 130,75%
Kewilayahan Kewilayahan

Meningkatnya kualitas Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri

Terwu!udnya Kementerian Dalam it e el e Nilai

Negeri yang akuntabel dan 90

berintegritas

Indeks Penanganan Nilai

Pemeriksaan Khusus 82
5

Meningkatnya kemanfaatan hasil Persentase hasil
penelitian dan pengembangan kelitbangan yang
sebagai rujukan utama dalam direkomendasikan 55%
penataankebijakan di lingkungan sebagai bahan masukan
Kementerian Dalam Negeri kebijakan Kementerian
Dalam Negeri

Catatan:
Capaian Tahun 2022 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dimaksud maksimal 150%. Untuk capaian riil tertuang dalam
penjelasan masing-masing IKU pada BAB II1.

101,83%

91,73%

133,33%
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Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi

Indonesia” diartikan sebagai kondisi terhadap
pelaksanaan demokrasi  yang  berkualitas yang
menggambarkan  kebebasan  berpendapat  dan

berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan
jaminan keamanan dan bebas ancaman serta
bertujuan mengoptimalkan sistem politik nasional
yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka.
Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan
melalui tiga program, vyakni Program Perbaikan
Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses
Politik, dan Program Pengembangan Budaya Politik.

Sasaranl:

Meningkatkan kualitas
demokrasi Indonesia

Pembangunan politik sebagai suatu bagian dari
pembangunan secara menyeluruh, mempunyai
beberapa karakteristik. Salah satu karakteristik dari
pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan
partisipasi warga negara dalam beraneka ragam
bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur
yangditetapkanolehpemerintah(konvensional)sampai
bentuk yang tidak resmi (inkonvensionil). Sebagai
negara yang sedang giat melancarkan pembangunan,
maka kita lihat masa sekarangini pemerintahindonesia
berusaha mengadakan dan melaksanakan
pembangunan disegala bidang kehidupan berbangsa
dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari
negara-negara maju. Salah satu aspek yang termasuk
di dalamnya adalah “Pembangunan Politik” yang
mempunyai beberapa segi. Salah satu segi di antaranya
adalah melibatkan partisipasi politik.

Untuk mencapai Sasaran 1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia yang capaian kinerjanya diukur dari 3
Indikator Kinerja yaitu: (1) Indeks Demokrasi Indonesia; (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada
dan Pemilu; dan (3) Indeks Kinerja Ormas. Indikator ke-2 tersebut baru dapat diukur pada tahun 2024 pada saat
penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilu. Sehingga untuk tahun 2022 pengukuran hanya terhadap dua indikator

sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2022

No. Nama Indikator Target Realisasi Kinerja
1 Indeks Demokrasi Indonesia Nilai 78,06 Nilai 78,12 100,08%
2 Indeks Kinerja Ormas Nilai 62 Nilai 67,84 109,42%
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Sasaran-Strategis-1/Indikator-1/Indeks-Demokrasi-Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia

Target Realisasi Capaian 2022

100,08%

.
Rl -
‘ ‘ Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat l l ‘
Provinsi Tahun 2021 cukup variatif. Terdapat 8 Provinsi
yang memiliki angka IDI berkategori “baik”, 26 Provinsi
berkategori “sedang”, dan tidak ada lagi provinsi yang e o s (e

berkategori “buruk”. Secara nasional, nilai IDI Tahun

2021 sebesar 78,12 (rilis tahun 2022). , ’

Untuk tahun 2022, Kemendagri mendorong
pembentukan Pokja IDI sehingga telah terbentuk di
27 Provinsi, yang diharapkan mampu meningkatkan
IDI Provinsi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
adalah Indikator komposit yang menunjukkan
tingkat perkembangan Demokrasi di Indonesia.
Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan
dan perkembangan tiga aspek Demokrasi, vyaitu
Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga
Demokrasi. Sejak Tahun 2021, penghitungan Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan Metode
baru dengan aspek yang berbeda dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya.

IDI telah masuk sebagai salah satu indikator
keberhasilan pembangunan bidang politik yang
tertuangpadasalahsatuagendaprioritassebagaimana
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024, vaitu
memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik yang diukur dengan
angka Indeks Demokrasi Indonesia (I1D1).

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan
hasil kerja bersama instansi pemerintah vyaitu
Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri,
serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya,
Kemendagri bertugas dalam mendorong
pembentukan dan penguatan Kelompok Kerja
(Pokja) IDI di daerah. Tahun 2022, 27 Provinsi telah
membentuk Pokja IDI, 2 Provinsi sedang dalam
proses pembentukan (Maluku dan Kepulauan Riau)
serta 5 Provinsi yang belum membentuk Pokja IDI
yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan
Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Selanjutnya akan terus dilakukan upaya mendorong
pembentukan Pokja IDI di provinsi yang belum
membentuk dan meningkatkan kualitas demokrasi
di daerah serta pemanfaatan hasil pengukuran IDI
sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan
di daerah. Keberadaan Pokja IDI cukup penting
sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal 7
Permendagri Nomor 61 Tahun 2011. Pokja IDI di
daerah bertujuan untuk melaksanakan proses
pengukuran IDI Provinsi dan meningkatkan kualitas
Demokrasi di daerah.
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Pada Tahun 2022 dalam rangka peningkatan kualitas
Pokja Indeks Demokrasi Indonesia telah dilaksanakan
kegiatan berupa:

1. Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 200/2202/SJ) Tanggal 22 April 2022
Perihal Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan
Sosialisasi IDI Metode Baru yang ditujukan
kepada Gubernur se-Indonesia;

2. Rapat koordinasi Penguatan dan Peningkatan
Kapasitas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi
Indonesia Regional Jawa, Kalimantan, Nusa
Tenggara dan Bali, dilaksanakan di Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Juli 2022.
Peserta terdiri dari kaban Kesbangpol Provinsi
se-Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, kaban
Kesbhangpol Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa
Barat Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS dan
Pokja IDI Provinsi Jawa Barat;

3. Rapat koordinasi Penguatan dan Peningkatan
Kapasitas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi
Indonesia Regional Sulawesi, Maluku, Maluku
Utara, Papua dan Papua Barat, dilaksanakan di
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal
8 Agustus 2022. Peserta terdiri dari kaban
Kesbangpol Provinsi  se-Sulawesi, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Kemenko
Polhukam, Bappenas, BPS dan Kaban Kesbang
Provinsi DKl sebagai Narasumber;

4. Rapat koordinasi Penguatan dan Peningkatan

Kapasitas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi
Indonesia Regional Sumatera, dilaksanakan di
Kota Tangerang Provinsi Banten, pada tanggal
2 Agustus 2022. Peserta terdiri dari kaban
Kesbangpol provinsi se Sumatera, Kemenko
Polhukam, Bappenas, BPS dan Kesbang Provinsi
DI Yogyakarta sebagai Narasumber;

5. Rapat Fasilitasi Penguatan Demokrasi di Daerah,
dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan, padatanggal 9 November 2022. Peserta
terdiri dari Sekda Provinsi, Kepala Bappeda,
kaban Kesbangpol, Kepala BPS provinsi se
Indonesia, Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS
dan Pokja IDI Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penguatan Demokrasidan Poltiik di Indonesia,
Kementerian Dalam Negeri selain berperan dalam
pembentukandan penguatan Pokja IDljugaberperan
dalam seluruh Aspek dan 12 indikator dari 22
indikator yang ada di Indeks Demokrasi Indonesia.

Pada tahun 2022, penghitungan Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) menggunakan metode baru sesuai
Berita Resmi Statistik Nomor 50/07/th XXIV yang
diterbitkan pada 24 Desember 2021, dengan poin
perubahan:

1. Penimbang aspek dan indikator didapatkan dari
metode Analytical Hierarchy Process (AHP);

2. AHP sepenuhnya mengandalkan penilaian
juri ahli dengan mengandalkan kapabilitas,
pengalaman, pengetahuan, intuisi,  dan
kepercayaan ahli;

3. Dalam konteks IDI, AHP dipilih karena dapat
memberikan pembobotan yang lebih akurat dari
pendekatan statistik. Selain itu, AHP juga relevan
digunakan dalam waktu yang panjang karena
tidak berbasis keadaan data tahun tertentu; dan

4. Indeks yang dihasilkan terdiri dari tiga angka
indeks, yaitu:
a. Indeks demokrasi di level provinsi;
b. Indeks demokrasidilevel pusat; dan
c. Indeks demokrasi di level nasional sebagai
agregasi darinilai provinsi dan pusat.

18
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Proses Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

—— | _‘is _

Koeding Koran, Dokumen,
Data Seckunder (K/L) & Portal Berite

Rilis dan Publikasi

Data 34 Skor Indikator
Provinsi 34 provinsi
Data Pusst Skor Indikator

Pusat

Pengumpulan data Provinsi dilakukan oleh personel
BPS Provinsi, sementara untuk data pusat dan nasional
akan dikumpulkan oleh Fungsi Statistik Politik dan
Keamanan di BPS RI. Dalam pengumpulan data BPS
dibantu oleh Pokja IDI provinsi (berisikan 7 instansi
terkait data IDI), akademisi, jurnalis, serta Organisasi
Kemasyarakatan. Dalam proses verifikasi, tim BPS
mempertimbangkan pandangan dari pihak lain seperti
penghasil data, atau pakar dalam bidang terkait (dalam
hal dibutuhkan).

Indeks Aspek
34 provinsi

Indeks Aspek
Pusat

Indeks Demokrasi
34 Provinsi

Bobot: 0,61 |

Indeks Aspek Indeks Demokrasi
Nasional Nasional
Bobot: 0,39

Indeks Demokrasi

Pusat

Nilai IDI dirilis setiap tahun (H+1 dari tahun berkenan),
sehingga Nilai IDI yang disajikan pada laporan ini
merupakan DI Tahun 2021 vyang secara resmi
ditampilkan di website bps.go.id pada tanggal 17 Juni
Tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik.
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Berdasarkan rilis BPS RI, Nilai IDI Nasional Tahun 2021 tercapai sebesar 78,12 atau kategori “sedang”, dengan
rincian sebagai berikut:

Indeks Demokrasi Indonesia 2021

ORRR  Nosional

A
A 7812 81,33 76,08
") berads dalam kategon barada dalam kategon berada dalam kategor
SEDANG TINGGI SEDANG
K —
1 ID reetoole Doru FerigUiue roleda peowvsl [Oofa dir ReQiiup Droniel] Pusal (data dafi K14 o b
Budaf ] S06 Rdiaand FENRT MEfaiold® GONegadl e AFoWNE OO0 Bl
4 Cevhen peveptvlorans fnbes t Sdriarey Brafasl sedeat croieie pacla! cmmriad (39 ooy Dol sooiies cistel
Do Ociaion O 8
Keterangan:
e <60 “Rendah”
e 60-80 “Sedang”
e >80 "Tinggi”
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Pada Ketiga Aspek
ASPEK PROVINSI PUSAT NASIONAL
| Aspek Kebebasan 81,08 77,59 79,72
Il Aspek Kesetaraan 77,17 81,51 78,86
n Aspek Kap‘a5|tas Lembaga 69.86 84.80 75.67
Demokrasi
IDI Komposit 76,08 81,33 78,12
Nilai Indikator 78,12 ini menggambarkan bahwa salah satunya adalah Kinerja lembaga legistlatif di
kondisi DemokrasidiIndonesiadalam kondisiyang baik Indonesia dan Indikator Pendidikan Politik untuk
namun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, Kader Politik di provinsi.
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Adapun rincian Nilai IDI Pusat dan Provinsi berdasarkan aspek, sebagai berikut:

1.

Pusat (nilai 81,33 atau kategori “tinggi”)

a.

Aspek Kebebasan (nilai 77,59 atau kategori “sedang”)

Pada IDI pusat aspek kebebasan memiliki indeks terendah dan menjadi satu- satunya yang berada dalam
kategori sedang (60-80). Hal ini disebabkan karena rendahnya skor pada indikator terjaminnya kebebasan
berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara. Pada indikator ini kasus-kasus
yang masuk adalah hambatan demonstrasi oleh aparat, atau peretasan pada media massa, doxing, dan
hambatan pada kebebasan berpendapat termasuk yang terjadi di media sosial.

Di Tahun 2022 dalam upaya untuk meningkatkan Nilai Aspek Kebebasan telah dilaksanakan berbagai

kegiatan berupa:

1) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat, pada tanggal 27 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Provinsi Sulbar,
DPW/DPD Parpol, Pokja IDI Provinsi Sulbar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta
Mahasiswa/i;

2) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi,
pada tanggal 27 September 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Jambi, LSM, Penggiat
Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i; dan

3) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi
Maluku, pada tanggal 20 September 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas,
BPS, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Maluku, Akademisi dan Ormas.

Aspek Kesetaraan (nilai 81,51 atau kategori “tinggi”)

Aspek Kesetaraan pada Nilai IDI Pusat berada pada kategori tinggi hal Ini menggambarkan bahwa angka
diskiriminasidaneksklusidemokrasidi Pusat rendah serta berbagai golongan dapat menikmatikondisiyang
setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pada Indikator Ini telah diaksanakan kegiatan:

1) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat, padatanggal 27 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Provinsi Sulbar,
DPW/DPD Parpol, Pokja IDI Provinsi Sulbar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta
Mahasiswa/i;

2) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi,
pada tanggal 27 September 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Jambi, LSM, Penggiat
Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i; dan

3) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi
Maluku, pada tanggal 20 September 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas,
BPS, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Maluku, Akademisi dan Ormas.
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c.  Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai 84,80 atau kategori “tinggi”)
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang menunjukan sejauh mana proses institusi/
lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin kebebasan dan kesetaraan. Semakin tinggi nilai Aspek
Kapasitas Lembaga Demokrasi mengindikasikan bahwa Institusi/Lembaga Demokrasi telah efektif dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pada Indikator Ini telah dilaksanakan kegiatan:

1) Penyaluran Dana Bantuan Partai Politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Pasal
5 dengan rincian sebagai berikut :

Data Penyaluran Dana Bantuan Partai Politik 2021-2022

No Nama Parpol 2021 2022 Total

1 PDI-Perjuangan 27.053.961.000 27.053.961.000 54.107.922.000
2 Partai Gerindra 17.594.839.000 17.594.839.000 35.189.678.000
3 Partai Golkar 17.229.789.000 17.229.789.000 34.459.578.000
4 PKB 13.570.097.000 13.570.097.000 27.140.194.000
5 Partai Nasdem 12.661.792.000 12.661.792.000 25.323.584.000
6 PKS 11.493.663.000 11.493.663.000 22.987.326.000
7  Partai Demokrat 10.876.507.000 10.876.507.000 21.753.014.000
8 PAN 9.572.623.000 9.572.623.000 19.145.246.000
9 PPP 6.323.147.000 6.323.147.000 12.646.294.000

Total 126.376.418.000 126.376.418.000 252.752.836.000




2) Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 213/8588/Polpum Tanggal 24 Desember 2022
Perihal  Penyampaian inventarisasi data pelaksanaan kegiatan pendidikan politik
TA2021 vyang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Politik yang memiliki kursi
di DPR RI; dan

3) Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/171/Polpum Tanggal 11 Maret 2022
Perihal Penyampaian inventarisasi data pelaksanaan kegiatan pendidikan politik TA.2021
yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia.

2. Provinsi (nilai 76,08 atau kategori “sedang”)

a.

Aspek Kebebasan (nilai 81,08 atau kategori “tinggi”)

Aspek kebebasan memiliki indeks terendah dan menjadi satu-satunya yang berada dalam kategori tinggi
(>80). Hal ini disebabkan karena rendahnya skor pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul,
berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara. Namun, pada aspek kebebasan, pemerintah
perlu melihat ancaman kebebasan berpendapat vyang masih terjadi sebagai prioritas.
Ini bisa dimulai dengan mendorong aparat pemerintah untuk memberikan jaminan pada penyampaian
aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pada Indikator Ini telah dilaksanakan kegiatan:

1) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat, padatanggal 27 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Provinsi Sulbar,
DPW/DPD Parpol, Pokja IDI Provinsi Sulbar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta
Mahasiswa/i;

2) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi,
pada tanggal 27 September 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Jambi, LSM, Penggiat
Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i; dan

3) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi
Maluku, pada tanggal 20 September 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas,
BPS, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Maluku, Akademisi dan Ormas.

Aspek Kesetaraan (nilai 71,17 atau kategori “sedang”)

Pada aspek kesetaraan, indikator anti monopoli sumber daya ekonomi merupakan indikator dengan skor

terendah di IDI Provinsi. Ini menunjukkan pemerintah perlu memperkuat keadilan dalam bidang

ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, indikator vyang perlu
mendapat perhatian di aspek ini adalah akses masyarakat terhadap informasi publik. Pemerintah
dapat memperkuat regulasi dan pengawasan pada instansi pemerintah untuk menyediakan
informasi publik sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Adapun upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kesetaraan di Provinsi adalah :

1) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat, padatanggal 27 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Provinsi Sulbar,
DPW/DPD Parpol, Pokja IDI Provinsi Sulbar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta
Mahasiswa/i;

2) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi,
pada tanggal 27 September 2022. Peserta terdiri dari Bakesbangpol Jambi, LSM, Penggiat
Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan serta Mahasiswa/i; dan

3) Forum peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil, dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi
Maluku, pada tanggal 20 September 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas,
BPS, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Provinsi Maluku, Akademisi dan Ormas.
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Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai 69,86 atau kategori “sedang”)

Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, pemerintah perlu memberikan perhatian pada indikator
pendidikan politik pada kader partaipolitik. Rendahnyaskor padaindikatorini merupakanindikasilemahnya
partai politik dalam mempersiapkan kader yang nantinya akan duduk pada jabatan-jabatan publik.
Pemerintah dapat melakukan penguatan parpol dengan dukungan pendanaan dan pendampingan pada
penggunaannya, sehingga pendidikan politik pada kader bisa optimal. Selain itu, pemerintah juga perlu
bersinergi dengan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tata kelola yang lebih baik agar secara
nasional netralitas penyelenggara pemilu semakin meningkat.

Untuk meningkatkan nilai pada Indikator Ini telah dilaksanakan kegiatan :

1) FGD Peningkatan Kualitas Demokrasi pada Aspek Lembaga, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal
24 Oktober 2022. Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas dan BPS; dan
2) FGD Peningkatan Kualitas Demokrasi pada Aspek Lembaga, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal

3 November 2022; Peserta terdiri dari Kemenko Polhukam, Bappenas dan BPS.

Data Indeks Demokrasi Indonesia 2021 di 34 Provinsi menurut Aspek

Kapasitas Lembaga

Provinsi Kebebasan Kesetaraan Demokrasi Nilai IDI
Aceh 85,50 81,41 75,82 80,92
Sumatera Utara 88,51 75,27 69,63 77,60
Sumatera Barat 76,19 79,19 79,98 78,51
Riau 88,40 75,88 62,83 75,66
Jambi 66,50 75,67 75,91 72,91
Sumatera Selatan 85,08 78,51 72,41 78,63
Bengkulu 78,81 71,89 67,74 72,73
Lampung 76,64 81,62 81,96 80,18
Kep. Bangka Belitung 68,80 77,80 74,93 74,11
Kepulauan Riau 90,91 79,61 68,21 79,53
DKI Jakarta 89,27 85,67 70,69 82,08
Jawa Barat 89,71 72,99 77,93 79,72
Jawa Tengah 87,90 77,68 78,63 81,15
D.l.Yogyakarta 74,31 87,29 80,74 81,21
Jawa Timur 88,11 81,14 74,81 81,31
Banten 82,26 78,48 66,65 75,93
Bali 84,62 77,25 63,92 75,35
Nusa Tenggara Barat 77,41 80,15 59,10 72,69
Nusa Tenggara Timur 87,99 74,16 58,17 73,42
Kalimantan Barat 81,15 72,83 68,46 74,03
Kalimantan Tengah 76,09 75,07 68,02 73,17
Kalimantan Selatan 70,13 79,00 76,32 75,41
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Kapasitas Lembaga

Kode Provinsi Kebebasan Kesetaraan Demokrasi Nilai IDI
23  Kalimantan Timur 89,46 76,67 77,90 81,02
24  Kalimantan Utara 82,78 80,14 75,11 79,38
25  Sulawesi Utara 82,92 79,80 78,67 80,41
26  Sulawesi Tengah 92,76 70,39 72,38 77,95
27  Sulawesi Selatan 88,18 73,06 63,85 74,85
28 Sulawesi Tenggara 79,28 84,09 69,33 77,96
29  Gorontalo 81,57 81,46 67,18 77,01
30 SulawesiBarat 67,24 81,75 62,80 71,30
31  Maluku 59,36 79,57 58,74 66,76
32 Maluku Utara 80,61 68,08 58,08 68,82
33  PapuaBarat 82,47 67,84 56,10 68,68
34 Papua 75,64 62,30 62,15 66,39

Indonesia terus memperbaiki kualitas kehidupan berdemokrasi, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Pada
triwulan pertama tahun 2022 pemerintah telah menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode
penghitungan IDI, sebagai bentuk penguatan metodologi. Pada metode penghitungan yang baru, 1Dl tidak hanya
mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi juga meliputi bidang ekonomi, dan sosial. Konsep demokrasi dalam IDI
metode lama masih dipahamiterbatas padadimensi politik, sementara konteks demokrasi berdasarkan pengalaman
negara-negara pasca-otoritarianisme seperti halnya Indonesia, perlu melihat demokrasi dalam berbagai dimensi
yang lebih luas termasuk ekonomi dan sosial.

Dari hasil pengukuran IDI Tahun 2021 sebagaimana disebutkan diatas, hasil IDI 2021 dengan hasil DI Tahun
sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan perbedaan metodologi penghitungan dan juga aspek dan
indikator yang ada sudah berbeda.
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Sasaran-Strategis-1/Indikator-2/Indeks-Kinerja-Ormas

Indeks Kinerja Ormas

Target

Nilai

62,00

Capaian Indeks Kinerja Ormas sebesar 67,84
(predikat tinggi) merupakan hasil pengukuran
melalui 3 dimensi yaitu, Kerawanan, Partisipasi, dan

Kelembagaan.
29

Sebagai Negara yang menganut paham demokrasi,
Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup
fokus terhadap penjaminan kebebasan berserikat dan
berkumpul.Halinisebagaimanatercantumdalam pasal
28 UUD 1945. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
jugasebagairepresentasi kekuatan civil society, dimana
sejak erareformasi muncul sebagai kekuatan baru baik
sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas
kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Relasi yang terbangun antara Ormas dan Pemerintah
dewasa ini sudah semakin baik. Pola hubungan
simbiosis mutualisme terjalin di antara keduanya.
Pemerintah sebagai organisasi unsur yang memiliki
tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas
telah melakukan fungsinya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan vang berlaku. Begitupun
demikian dengan Ormas. Sebagai unsur yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat, Ormas
hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai
edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung
dengan kebutuhan masyarakat luas.

Pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2022
dilakukan menggunakan tiga dimensi, 14 variabel, dan

Realisasi

Capaian 2022

o

109,42%

48 indikator, indikator-indikator yang dijadikan basis
pertanyaan yang diajukan ke responden mayoritas
bersumberdari: (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Ormas Kemasyarakatan; (2) Perpres Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian
Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
(3) PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;dan (4) peraturanlainyang berkaitan
dengan upah kerja buruh.

Setiap Indeks memilikikarakteristiknyamasing-masing
yang tidak dapat dikomparasikan dengan Indeks yang
lain. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi
atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan
untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi
secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu
kesepakatan diantara pihak terlibat—pakar, tentang
bobot untuk seluruh dimensisangat penting dilakukan.
Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini
menggunakan opini publik. Pada Tabel di bawah ini,
penjabaran mengenai dimensi, variabel dan indikator
yang diukur pada Indeks Kinerja Ormas terdefinisi
secara mendetail.
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Data Indeks Kinerja Ormas berdasarkan Dimensi, Variabel dan Indikator

DIMENSI VARIABEL INDIKATOR

Pejabat publik
Rekrutmen pejabat publik
|zin tertulis dan bermaterai

Sengketa Sengketa
Atribut ormas
Atribut
|zin atribut
Unras
Kerawanan Unras Vandalisme unras
Anarkis
Konflik
Konflik
Konflik 2
Sanksi administratif Sanksi administratif
Afiliasi parpol
Non partisan
Nama parpol
Peran

Pelibatan masyarakat
Evaluasi program
Partisipasi
Media informasi
Media
Jenis media informasi
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DIMENSI VARIABEL

INDIKATOR

Badan hukum

Organisasi

Kelembagaan

Pendanaan

Pengawasan

Program

Kesekretariatan

Alamat 2

Badan hukum

Kantor

Kantor 2

SOTK

Pekerja

Pekerja 2

Status hukum

Jenis waktu pekerjaan

Jenis keanggotaan

KTA

luran

Besaran iuran

Hasil usaha

Contoh hasil usaha

Badan usaha

Terima sumbangan/bantuan/donasi
Besaran sumbangan/bantuan/donasi
Profiling sumbangan/bantuan/donasi
Mengikuti kemauan donator

LPJ

Rekening Bank Nasional
Mekanisme internal

Contoh kasus

Mekanisme eksternal

Contoh kasus

Program kerja

Waktu program kerja

Dasar program kerja

Pelaksanaan program kerja
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\PAT KOORDINASI NASION/

KESATUAN BANGSA DAN PO
#KOLABORATIF #KREATIF #INOVATIF

Pada tahun 2022, pengukuran Indeks Kinerja Ormas
diukur dengan metode sensus yang berbeda dengan
tahun sebelumnya. Pengertian Sensus adalah cara
pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi
diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh tersebut
merupakan hasil pengolahan sensus disebut sebagai
data yvang sebenarnya (true value), atau sering juga
disebut parameter. Sedangkan pada tahun 2021,
teknik penggalian data dengan cara penyebaran

kuisioner melalui google form kepada responden
yang lebih praktis, namun dengan teknik ini terdapat
beberapa kendala, misalnya keberadaan alamat Ormas
tidak sesuai dengan alamat yang didaftarkan saat
pertama kali atau sebaliknya. Di sisi lain, penggunaan
teknik akan sangat bergantung kepada kesiapan dan
keinginan Ormas dan Kesbangpol saat memberikan
respon balik terhadap sejumlah pertanyaan yang
disematkan dalam instrumen.

Formula Perhitungan Indeks Kinerja Ormas

% Indikator =

n Total Indikator

X 100%

n Indikator

% Variabel =

n % Indikator

n Variabel

% Dimensi =

n % Variabel

n Dimensi

Padatahun 2022, tercatat bahwa sebaran ormas tidak
berbadan hukum yang terdaftar di Kemendagri per
5 Desember 2021 sebanyak 2.282. Pengukuran
Indeks Kinerja Ormas tahun anggaran 2022 dilakukan
pada tanggal 10 Februari sampai dengan 31 Maret
2022 dengan metode mendatangi satu per satu Ormas

ke alamat yang ada di direktori data Ormas, menemui
petugas atau pejabat Ormas sebagai responden,
dan wawancara berdasarkan kuisioner. Selain
itu, kantor Ormas yang dijadikan objek penelitian
didokumentasikan sebagai alat bukti.
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Hasil pengukuran Indeks Kinerja Ormas pada Tahun
2022 dilakukan dengan berfokus pada 2 (dua) Provinsi
yaituProvinsiDKlJakartadanProvinsiJawaTimuryang
dinilai memiliki heteroginitas tinggi atau keberagaman
karakteristik yang cenderung lebih besar dibanding
dengan Provinsi lainnya. Dengan kedudukannya
sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Provinsi
DKI Jakarta memiliki daya tarik ekonomi, politik,
pendidikan dan ketenagakerjaan, yang berdampak
pada heterogenitas penduduk di Provinsi DKI Jakarta.
Lokus kedua Provinsi Jawa Timur yang merupakan
Provinsi ke 2 (dua) jumlah penduduk terbanyak di
Indonesia sebesar 39,955,9 juta penduduk dari total
269,603,4 juta penduduk di Indonesia.

Heterogenitas penduduk pada 2 (dua) Provinsi ini
membawa dampak positif dan negatif. Salah satu
dampak positifnya adalah pembangunan dan kegiatan
perekonomian berkembang cepat. Ada pun dampak
negatif darikegiatan pembangunan dan perekonomian
adalah risiko kerawanan sosial di kedua Provinsi
diasumsikan signifikan, dengan jumlah penduduk yang
terus bertambah menyebabkan kepadatan penduduk,
dan lahan yang relatif tetap. Hal ini mengakibatkan
munculnya pemukiman lokasi kumuh dan ilegal

sehingga walaupun kedua Provinsi ini memiliki Kota
Metropolitan (Jakarta dan Surabaya) yang dapat
disejajarkan dengan kota metropolitan di dunia akan
tetapi kesenjangan sosial ini sangat terasa, sehingga
dapat memicu kerawanan sosial. Kerawanan sosial
tersebut bisa mengakibatkan hilangnya rasa aman,
timbulnya rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian
hartabenda, korbanjiwadantraumapsikis masyarakat.
Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan yang
berkesinambungan, komporehensif dan terintegrasi
oleh  masyarakat, pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan secara bersama-sama agar potensi
kerawanan maupun konflik sosial dapat dicegah atau
diminimalisir. Terkait dengan hal ini, Kementerian
Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum diharapkan mempunyai
mekanisme untuk dapat mengetahui penyebab
munculnya potensi-potensi yang ada di Indonesia
dengan melakukan pengukuran Indeks Kinerja
Ormas. Pengukuran Indeks Kinerja Ormas bertujuan
agar Organisasi Kemasyarakatan teridentifikasi dan
terpetakan,yangnantinyadatatersebutdapatdijadikan
acuan arah kebijakan Organisasi Kemasyarakatan.
Hasil dari pengukuran ini dapat dilihat pada grafik di
bawah ini.

Agregat Nasional (2 Provinsi)

92,66
100 ﬂ78,364
64,9
’ 62,86

60 '
40
20

0

Kelembagaan Partisipasi Kerawanan
u DKI Jakarta «Jawa Timur

Dari grafik diatas dapat terbaca bahwa agregat nasional Indeks Kinerja Ormas tahun 2022 adalah 67.84. Nilai
agregat nasional tersebut di atas target nasional sebanyak 5.84 poin. Nilai 67.84 diperoleh atas gabungan nilai

akhir Indeks Kinerja Ormas per provinsi (Provinsi Jakarta 73.74 dan Provinsi Jawa Timur 62.22).
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Berdasarkan skala pengukuran skor yang sudah
ditetapkan, yaitu 0-25 dengan kategori (kinerja sangat
rendah), 25-50 (kinerjarendah), 50- 75 (kinerja tinggi)
dan 75-100 (kinerja sangat tinggi), capaian 67.84 yang
diperoleh menggambarkan bahwa secara nasional
Kinerja Ormas di Indonesia berada dalam kelompok
berkinerja tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
Kinerja Ormas di Indonesia telah sesuai dengan
harapan pemerintah dan berdasarkan amanah UU
Ormas. Meskipun Organisasi Kemasyarakatan sudah
berkinerja tinggi namun masih bermasalah dari sisi
badan hukum, pendanaan, dan pengawasan. Begitu
pula soal pelibatan masyarakat dan penggunaan
media sosial sebagai kanal informasi program tentang
kelembagaan dan program apa saja yang telah dan
tengah dijalankan sebuah organisasi.

Pengukuran Indeks Kinerja Ormas yang dihasilkan
tentunya memberikan dampak bagi pemerintah dalam
pengambilan keputusan terhadap keberlangsungan

organisasi kemasyarakatan baik dalam proses
pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan  bahkan  proses  pengawasan

serta evaluasi organisasi kemasyarakatan secara
berkesinambungan dan terukur, sehingga pencapaian
target yang termuat pada setiap dimensi, variabel dan
indikator pada pengukuran indeks kinerja organisasi
kemasyarakatan menjadi tolok ukur dalam upaya
mitigasi pada pelaksanaan efektivitas organisasi
kemasyarakatan dilapangan.

Pengukuran indeks kinerja organisasi kemasyarakatan

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan
untuk menentukan strategi yang lebih tepat dalam
meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan
dan pemantauan pemerintah terhadap organisasi
kemasyarakatan. Melalui pengukuran indeks ini,
selain dapat diketahui perkembangan organisasi
kemasyarakatan di tanah air, juga dapat diketahui
organisasi masyarakat mana yang perlu lebih disasar
dalam peningkatan maupun pemberdayaan serta
pengawasan organisasi kemasyarkatan, dan strategi
apayang perlu dilakukan dalam menanggulangi setiap
permasalahan dan kendala dilapangan.

Faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam

pencapaian Ormas antara lain:

1. Keberadaan Ormas pada alamat yang terdaftar
pada pemerintah berubah tanpa ada pembaruan
kepada Kemendagri atau Kesbangpol setempat,
sehingga menjadi kendala saat melakukan survei.
Hal ini juga akan berdampak pada pemberdayaan
pemerintah kepada ormas tersebut apabila tidak
melakukan update faktual organisasinya.

2. Minimnya program pendidikan politik mengenai
perlunya pengawasan masyarakat terhadap
keberadaan organisasi kemasyarakatan.

3. Pada umumnya organisasi masyarakat
belum mampu secara mandiri dalam upaya
pengembangan organisasi terkait keterbatasan
anggaran, sehingga  mayoritas  organisasi
masyarakat tidak dapat menjalankan program
yang sudah direncanakan.
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Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan

Pemerintahan Umum, telah melakukan berbagai upaya

dalam mendukung pencapaiankinerjaterhadap Indeks

Kinerja Organisasi Masyarakat, diantaranya:

1. Telah dilakukan pemetaan Indeks Kinerja
Organisasi Kemasyarakatan sebagai upaya
dalam memperkuat organisasi kemasyarakatan
yang memberikan dampak dalam membantu
pemerintah dalam prosesberorganisasiyanglebih
berkesesuaian dengan dimensi yang diukur.

2. Mitigasi terhadap pengawasan, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang
menjadi acuan pemerintah dan diperkuat melalui
sistem digitalisasi melalui SIORMAS.

3. Penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder
(badan kesbangpol provinsi, kabupaten/kota
baik secara hybrid maupun virtual meeting untuk
mendorong  organisasi  kemasyarakatan  di
wilayah daerahnya masing-masing dalam upaya
pemberdayaan dan pengawasan ormas.

4. Terselenggaranya rapat Tim Terpadu Pengawasan
Ormas dengan melibatkan seluruh anggota Tim

Terpadu Nasional yang terdiri dari kementerian/
lembaga terkait. Kegiatan dilaksanakan 2 (dua)
kalidi Jakarta (Kantor Kementerian Dalam Negeri
pada tanggal 17 Maret 2022, dan Hotel Milenium
tanggal 05 Juli 2022) dengan hasil kesepakatan
sebagai berikut:

a. Penyusunan mekanisme kerja Tim Terpadu
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

b. Menyiapkan langkah-langkah  strategis
dalam menyikapi kondisi aktivitas Organisasi
Kemasyarakatan di lapangan.

c.  Melakukan profiling yang mendalam terhadap
main actor ormas untuk memudahkan
langkah-langkah yang akan di ambil terkait
amnesty international.

d. Melakukan  sinkronisasi  data  antara

Kemendagri dengan Kemenkumham,
untuk mempermudah akses data organisasi
kemasyarakatan.
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Sasaran 2:

Meningkatkan implementasi

nilai-nilai Pancasila di Daerah

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang
menjadi rumusan dan pedoman dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat
Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak
bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis
dan terbuka. Keluwesan dan fleksibelitas yang dimiliki
oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila sebagai
ideologiyang dapat diterapkan dikehidupan berbangsa
dan bernegara seiring perkembangan zaman.

Implementasi nilai-nilai  Pancasila di masyarakat
merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan
berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila,
setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam
menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki
keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama,
tanpa adanya penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik,
akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-
tengah keberagaman masyarakat.

Capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di daerah dapat diukur
berdasarkan capaian kinerja 4 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi
Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Tahun 2022

No. Nama Indikator Target Realisasi Kinerja
1 Indeks ketahanan Nasional Gatra Ideologi Nilai 2,39 Nilai 2,44 102,09%
2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) Nilai 67,3 Nilai 70,47 104,71%
3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Nilai 2,875 Nilai 2,61 90,78%
4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya Nilai 2,320 Nilai 2,71 116,81%
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Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi

Target

‘ Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
sebesar 2,44 menggambarkan ketahanan

2

ideologi nasional “kurang tangguh”.

Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter
bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan
para pendiri bangsa karena sebagai bangsa
yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan
nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia
membutuhkan kesamaan falsafah dan pandangan
tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai
bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut
kesamaanpemahaman, pandangan,dangeraklangkah
untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
seluruh rakyat Indonesia.

Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter
dilaksanakan dalam rangka mengembangkan
karakter ~ warga negara sehingga  mampu
mewujudkan masyarakat yang berKetuhanan Yang

Realisasi

Capaian 2022

102,09%

Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab,
berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan
Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik
seluruh stakeholders untuk mewujudkan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan
dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta
potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan
nasional, regional, dan global yang berkeadaban
untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif,
berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong
royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan
berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasiladandijiwai
oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Nilal 2,40
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Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis
yangterjadidemikiancepat,yangjugamempengaruhi
kebijakan-kebijakan pembangunan nasional,
membuat organisasi pemerintahan juga bergerak
dinamis. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung
kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,
Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan
Kebangsaan menyadari perlunya dilakukan upaya
pembinaan secara terus-menerus dan konsisten
terhadap aparatur negara yang meliputi aspek
kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur dan
kinerja, sebagai upaya untuk mendukung indikator
kinerja program Indeks Gatra Nasional Ideologi
untuk mencapai sasaran program simpul strategis
pembumian Pancasila berjalan optimal.

Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional
termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan
ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan engineering,
dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan engineering
melihatketahanannasionalsebagaisuatukemampuan
untuk cepat kembalike bentuk dan posisi semulapada
saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan.
Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional
sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan
berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks
Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala
dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1
s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan
Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai
skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional
dijabarkan dalam berikut ini:

Skala Pengukuran dan Kategori Ketahanan Nasional

KRITERIA PENENTUAN KATEGOR!

» STANDAR PESAING

* NORMA YANG BERLAKL UMUM
o HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU
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Makna setiap kategori Ketahanan Nasional menjadi

5 (lima) kategori yaitu:

1. Kategori rawan terjadi apabila kondisi dinamik
berada pada kondisi yang sangat lemah.
Dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun
akan membahayakan integritas, identitas dan
keberlangsungan hidup bangsa dan negara.
Kondisi ini disebut juga alert;

2. Kategori kurang tangguh apabila keuletan dan
ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah.
Dalam jangka pendek negara masih dapat
bertahan dari berbagai Tantangan, Ancaman,
Hambatan dan Gangguan (TAHG). Apabila tidak
segeraadaperbaikanyangsignifikan, makadalam
jangka panjang stabilitas nasional akan goyah.
Kondisi ini disebut juga warning;

3. Kategori cukup tangguh apabila keuletan dan
ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup
memadai dalam menghadapi TAHG. Beberapa
kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar
TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan
integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap
awal dari kondisi moderat;

4. Kategori tangguh apabila keuletan dan
ketangguhan bangsa berada pada kondisi
baik. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat
diatasi. Harus tetap diwaspadai adanya TAHG
berkepanjanganyangakanmelemahkanstabilitas
danintegritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari
kondisi cukup tangguh namun masih berada di
kelompok moderate dalam pemantapan menuju
ke sustainable; dan

5. Kategori sangat tangguh apabila keuletan dan
ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat
baik dan prima. Dalam kondisi ini segenap TAHG
dapat diatasi dengan baik. TAHG tidak akan
menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan
dapat diubah menjadi peluang (opportunity).
Kondisi ini disebut sustainable.
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Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi terdiri

dari 5 (lima) aspek yaitu:

1. Aspek Ketuhanan yang Maha Esa, terbagi
menjadi 2 (dua) sub-aspek dengan indikator
sebagai berikut:

a. Religiusitas 17 indikator; dan
b. Toleransi 8 indikator.

2. Aspek Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
terbagi menjadi 4 (empat) sub-aspek dengan
indikator sebagai berikut:

a. Kesederajatan dalam konteks hukum 4
indikator;

b. Kesamaan hak dalam konteks kehidupan
sosial 5 indikator;

c. Kewajiban sosial 4 indikator; dan

d. Solidaritas sosial 8 indikator.

3. Aspek Persatuan Indonesia, terbagi menjadi 2
sub-aspek dengan indikator sebagai berikut:

a. Kesatuan wilayah 8 indikator; dan
b. Persatuanbangsa(nasionalisme) 7 indikator.

4. Aspek  Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
dan Perwakilan, terdiri dari 3 (tiga) sub-aspek
dengan indikator sebagai berikut:

a. Kebebasanyang taat hukum 7 indikator;
b. Konsensus 4 indikator; dan
c. Kesetaraan (ideologi) 4 indikator.
5. Aspek Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia, terdiri 3 (tiga) sub-aspek dengan

indikator sebagai berikut:

a. Kekeluargaan 7 indikator;

b. Kesetaraan akses 7 indikator; dan

c. Penghormatan terhadap hak dan tanggung
jawab 3 indikator.

Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ideologi pengumpulan data dilakukan dari
Badan Pusat Statistik, Kementerian atau Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah
dan sumber-sumber lainnya yang dikoordinir dan
dirilissecararesmioleh LembagaKetahananNasional
(Lemhanas). Adapun fungsi Kementerian Dalam
Negeri dalam pengukuran indeks ini hanya bersifat
menunjang dan mendukung terutama dalam upaya
pendalaman dan pembumian nilai-nilai Pancasila di
daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
didaerah, diantaranya:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi

penerapan penghayatan dan pengamalan
Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan,
bela negara, sejarah  kebangsaan dan

kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika;

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang
penerapan penghayatan dan pengamalan
Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan,
bela negara, sejarah  kebangsaan dan
kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penerapan penghayatan dan pengamalan
Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan,
bela negara, sejarah  kebangsaan dan
kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika; dan

4. Pelaksanaan  pemantauan,

evaluasi  dan

pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan
pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan
kebangsaan, belanegara,sejarahkebangsaandan
kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika.
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Berdasarkan hasil koordinasi dengan Lemhanas, didapatkan data setiap variabel pada
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi untuk Tahun 2022 yang dirilis pada November
2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2022

Variabel Nov-22

Skor
Religiusitas dan Ketakwaan 2,33
Toleransi 1,40
Kesederajatan dalam konteks hukum 1,00
Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial 2,60
Kewajiban sosial 3,60
Solidaritas Sosial 1,35
Kesatuan Wilayah 3,20
Persatuan Bangsa (nasionalisme) 3,30
Kebebasan yang taat hukum 1,00
Konsensus 1,00
Kesetaraan (gatra ideologi) 1,60
Kekeluargaan 2,70
Kesetaraan akses 2,00
Penghormatan terhadap hak dan tanggungjawab 1,00

(Sumber Lemhanas, data per November 2022)

Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pada tahun 2022 sebesar 2,44
menggambarkan bahwa kondisi ketahanan nasional dari sisi ideologi berada pada tingkat
“kurang tangguh”, yang artinya TAHG dapat menggoyahkan stabilitas ketahanan nasional.
Nilai sebesar 2,44 dimaksud melampaui target dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra
Kemendagri, yaitu sebesar 2,39.
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Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2018 - 2022

Indeks Diukur Thn 2018

Thn 2019

Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022

Indeks Ketahanan Nasional

Gatra Ideologi 208

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa
tidak ada perubahan yang signifikan pada nilai Indeks
Ketahanan Nasional Gatra Ideologi, kecuali pada tahun
2018. Kenaikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra
Ideologi pada Tahun 2022 menggambarkan bahwa
Pengamalan nilai-nilai Pancasila semakin tercermin
dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
Adanya perbaikan perilaku masyarakat yang tercermin
dari setiap sila yang ada di Pancasila, seperti semakin
meningkatnya rasa toleransi, dan penerimaan
keberagaman, meningkatnya rasa saling menghormati
karena kesadaran akan persamaan hukum dan
kedudukan dengan orang juga semakin baik. Semakin
tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penanaman
nilai-nilai ldeologi Pancasila di masyarakat semakin
baik, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan
Nasional Gatraldeologi meningkat daritahun ke tahun.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam
mendukung dan mendorong pencapaian target
diantaranya:

1. Melakukan kegiatan forum penguatan ideologi
Pancasila di lingkungan pendidik.

2. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait
Pengarusutamaan Pancasila dalam kebijakan
program pemerintah.

3. Bersinergi bekerja sama dan berkoordinasi
dengan Badan Pembinaan ldeologi Pancasila
(BPIP) dalam pembumian nilai-nilai pancasila di
daerah.

4. Bersinergi bekerja sama dengan BPIP dalam
pembentukan pancamandala ideologi Pancasila,

2,44

2,42 2,42 2,44
sehingga terbentuk suatu forum perpanjangan
tangan  pemerintah  untuk  menyuarakan
pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari.

Pelaksanaan  Forum  Pembahasan terkait
perumusan Indikator pada Indeks Pembumian
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Pelaksanaan Kegiatan “Gerakan Nasional
Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dalam
rangka menyambut HUT Rl ke 77 tanggal 17
Agustus 2022.

Kerjasama dengan Istana Kreasi dalam
menyelenggarakan Acara “Lomba Video Kreatif”
dengan tema Pelestarian Bhinneka Tunggal
IKA, acara dilaksanakan 29-31 Agustus 2022
di Gedung Plaza Gedung B Kementerian Dalam
Negeri Mendorong Pembentukan Forum
Pembauran Kebangsaan Data Per 31 Desember
pada saat ini sudah terbentuk di 34 Provinsi
Forum Pembauran Kebangsaan dan pada Tingkat
Kab/Kota sudah Terbentuk 361 Kab/Kota
FPK sedangkan 153 Kab/Kota lainnya belum
membentuk FPK.

Penguatan penanaman nilai-nilai wawasan
kebangsaan melalui  pembentukan  Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 34 Provinsi
dan 212 Kabupaten/Kota sebagai wadah dalam
menginternalisasikan nilai-nilai wawasan
kebangsaan di seluruh elemen masyarakat di
daerah.

142

LAPORAN KINERIJA 2022 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Saat ini Pemerintah Pusat bersinergi dengan
Kementerian/Lembaga Terkaitdan Pemerintah Daerah
untuk membasmi paham-paham radikal yang muncul
di tengah masyarakat dengan menyuarakan kembali
terkait nilai-nilai Pancasila agar dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan
dapat mendorong dan mendukung pencapaian/
peningkatan Indeks Ketahanan Nasional Gatra
Ideologi.Namunpadakenyataannyadalampengukuran
Indeks yang dikoordinasikan dan dirilis oleh Lemhanas
dalam pelaksanaanya belum terkoordinasi secara
terstruktur dan intens dengan unit kerja di Direktorat
yang menangani terkait Bina Ideologi, Karakter
dan Wawasan Kebangsaan pada Ditjen Politik dan
Pemerintahan Umum.

Alternatif solusi yang perlu dilakukan di tahun-
tahun berikutnya dalam rangka mendorong dan
mendukung pencapaian target Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Ideologi adalah melakukan koordinasi
secara terstruktur dan intens antara Ditjen Politik
dan Pemerintahan Umum dengan Lemhanas sebagai
lembaga yang mengkoordinir dan merilis indeks

—

tersebut secara resmi setiap tahunnya. Selain hal
tersebut sebagai upaya internal Ditjen Polpum perlu
menuangkan program-program dan kegiatan yang
mendukung secara terarah pencapaian target Indeks
Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.

Pembumian nilai-nilai pancasila agar terus digaungkan
dan disuarakan ke semua lapisan masyarakat dengan
metode-metode yang mudah diterima dengan tetap
bersinergi dengan Kementerian/ Instansi terkait.
Pemerintah daerah terus didorong agar memprogram
kegiatan serupa, sehingga pembumian nilai-nilai
Pancasila dapat disosialisasikan sampai ke semua
lapisan masyarakat.

Hal lain yang menjadi kendala dalam pencapaian
sasaran program simpul strategis pembumian
Pancasila berjalan optimal dengan target Indikator
Kinerja Program Indeks Ketahanan Nasional Gatra
Ideologi dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri
2020-2024 adalah indeks tersebut tidak rutin dirilis
dan dipublikasikan secara terbuka setiap tahunnya.
Sehingga tidak dapat diukur targetnya.
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Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

Target Realisasi Capaian 2022
(o)
104,71%
/ —
— r_ . e Nilal 675
Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang ] i
‘ ‘ menjadi parameter pengukuran ICRM dilaksanakan j
3 tahun sekali oleh BPS. Didapatkan hasil Nilai ICRM |
Indonesia Tahun 2019-2021 yang dipublikasikan pada Som w o s o Teomaw
tahun 2022 sebesar 70,47 dan merupakan Nilai ICRM

Kedua Indonesia setelah Nilai ICRM tahun 2016-2018 —
yang dipublikasikan pada tahun 2019 sebesar 67,01

Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan
karakterbangsayangdilakukandenganmemunculkan
Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara
pandang, pikir, sikap, perilaku,dan cara kerja bangsa
Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna
menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern,
makmur, sejahtera dan bermartabat.Revolusi mental
pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno
dalam Pidato kenegaraan memperingati Proklamasi
Kemerdekaan Rl tahun 1957.

Semangat revolusi mental tersebut diangkat kembali
oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan
Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang
Gerakan Nasional RevolusiMental (GNRM). Instruksi

Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan
Nasional Revolusi Mental (GNRM), bertujuan untuk
memperbaiki dan membangun karakter bangsa
dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja
dangotongroyonguntuk membangun budayabangsa
yang bermartabat, modern, maju, makmur dan
sejahtera berdasarkan Pancasila. Instruksi Presiden
(Inpres) tersebut ditujukan kepada para Menteri
Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung
Republik Indonesia,Panglima Tentara Nasional
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia(Kapolri),paraKepala Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga
Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.
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Secaraumum, langkah-langkah penghitungan Indeks
Capaian Revolusi Mental (ICRM) adalah sebagai
berikut: melakukan pemetaan indikator kandidat
penyusun ICRM, normalisasi indikator, penentuan
bobot tiap dimensi, dan penghitungan ICRM.Dalam
pelaksanaan setiap tahapan tersebut Kemendagri
terlibat aktif melalui pertemuan, rapat ataupun
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Pemetaan Indikator dilakukan bersama-sama antara
Kemenko PMK, BPS dan Masukan dari Tim Gugus
Tugas Revolusi Mental. Data sebagai indikator
penyusun masing-masing gerakan dalam GNRM
masih sangat terbatas. Dalam hal ini, dilakukanlah
pengukuran melalui pendekatan pada indikator-
indikator hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul
Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP)
2021, Susenas Kor 2021, dan Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas) 2021 yang telah dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator-indikator
tersebut kemudian dipetakan pada program-
program yang telah dicanangkan oleh Kementerian
Koordinator PembangunanManusiadan Kebudayaan
(Kemenko PMK) yang tertera pada buku ‘Himpunan
Peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Pemetaan indikator tersebut dilakukan secara
bersama-sama antara Kemenko PMK dan BPS,
serta mempertimbangkan masukan dari Gugus
Tugas Nasional Revolusi Mental. Setelah pemetaan
tersebut, diperoleh 31 indikator yang dikelompokkan
ke dalam 5 dimensi, di mana penentuan dimensi
mengacu kepada 5 program besar GNRM yang telah
dicanangkan.

Tahapanyangharus dilakukan sebelum penghitungan
indeks adalah normalisasi nilai indikator. Normalisasi
indikator ini merupakan proses penyekalaan nilai
indikator yang bertujuan agar semua indikator
penyusun indeks memiliki arah dan rentang yang
sama.

Metode normalisasi yang digunakan dalam
penghitungan ICRM adalah metode Maksimal-
Minimal. Untuk menggunakan metode ini, langkah
awal vyang dilakukan adalah menentukan nilai
minimum dan maksimum masing-masing indikator.
Nilai maksimum menggambarkan target yang ingin
dicapai dari indikator penyusun indeks.

Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
Tahun 2021 - 2022

No P et Indikator ICRM Nilai-nilai i Max  Sumber Data
Dimensi lain
Dimensi 1. Gerakan Indonesia Melayani
Persentase Rumah Tangga yang
Menyatakan bahwa Pelayanan Publik
1. - X1.1 di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah 0 100 zgszelnas MSBP,
Dilakukan Secara Cepat dan Tidak Bertele-
Tele
Persentase Rumah Tangga yang
Menyatakan bahwa Pelayanan Publik Susenas MSBP,
2 X12 di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah 0 100 2021
Dilakukan Dengan Biaya yang Jelas
Persentase Rumah Tangga yang
Menyatakan bahwa Pelayanan Publik
MSBP,
3. - X1.3 di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah 0 100 zlészelnas SBP
Dilakukan Secara Tanggap Melayani
Keluhan atau Permintaan Masyarakat
Dimensi 2. Gerakan Indonesia Bersih
Sub Persentase Rumah Tangga yang
4. Dimensi X2.1 menyatakan bahwa Pasar Tradisional di 0 100 ztészelnas MSBP,

2.1 Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih
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No .SUb . Ket Indikator ICRM N|Ia|:n|Ia| NilaiMax Sumber Data
Dimensi lain
Sub Persentase Rumah Tangga yang
5. Dimensi X2.2 menyatakan bahwa Terminal di Wilayah 0 100 zgszelnas MSBP,
2.1 Tempat Tinggalnya Bersih
Sub Persentase Rumah Tangga yang
. . menyatakan bahwa Rumah Sakit/ Susenas MSBP,
6. Dlrgzna X23 Puskesmas di Wilayah Tempat Tinggalnya 0 100 2021
) Bersih
Sub Persentase Rumah Tangga yang
7. Dimensi X2.4 menyatakan bahwa Kantor Pemerintahdi 0O 100 zgszelnas MBI
2.2 Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih
Sub Persentase Rumah Tangga yang
. . menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan Susenas KOR,
8. Dimensi  X25 " (ekolah/Kampus) di Wilayah Tempat 0 100 2021
2.3 . .
Tinggalnya Bersih
Dimensi 3. Gerakan Indonesia Tertib
Persentase Rumah Tangga yang
9 i x3.1 Menyatakan bahwa Anggota Masyarakat 100 Susenas MSBP,
’ ) di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya 2021
Sudah Membuang Sampah Pada Tempatnya
Persentase Rumah Tangga yang
Menyatakan bahwa Trotoar di Lingkungan Susenas MSBP,
10 X32 Sekitar Tempat Tinggalnya Sudah 0 100 2021
Digunakan Sepenuhnya untuk Pejalan Kaki
Persentase Rumah Tangga yang
Menyatakan bahwa Jalan Raya di
11. - X3.3 Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya 0 100 zlcj)szelnas MSBP,
Sudah Digunakan Sepenuhnya Untuk Lalu
Lintas Kendaraan Saja
Persentase Rumah Tangga yang
Menyatakan bahwa Budaya Antre Sudah
12. - X3.4 Diterapkan Sepenuhnya Pada Tempat 0 100 ;I(J)szelnas MSBP,
Pelayanan Publik di Lingkungan Sekitar
Tempat Tinggalnya
Persentase Penduduk 17+ yang mempunyai Susenas KOR,
13 X35 Nomor Induk Kependudukan 0 100 2021
Dimensi 4. Gerakan Indonesia Mandiri
Persentase Rumah Tangga yang
Menyatakan Adanya Peningkatan Jumlah
14, - X4.1 Usaha Baru (Usaha Mikro/Kecil/Rumah 0 100,00 zgzelnas MSBR,
Tangga dan Sejenisnya) di Wilayah Tempat
Tinggalnya dalam 6 Bulan Terakhir
15, i X4.9 Persentase penduduk 1‘5+ yang menonton 0 75,00 Susenas MSBP,
secara langsung pertunjukan seni 2021
Persentase penduduk 15+ yang
16. - X4.3 mengunjungi peninggalan sejarah/warisan 0 30,00 Susenas MSBP,
2021
budaya
Persentase rumah tangga yang Susenas MSBP,
17. X44 menggunakan produk tradisional 0 95,00 2021
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No P et Indikator ICRM Nilai-nilai i Max  Sumber Data
Dimensi lain
Persentase penduduk 15+ yang pernah
18. - X4.5 terlibat sebagai pelaku/pendukung 0 10,00 zgszelnas MSBP,
pertunjukan seni
19. i X4.6 Persentase masyarakat (rumah tangga) 0 45,00 Susenas MSBP,
yang menyelenggarakan upacara adat 2021
Persentase penduduk yang bekerja minimal
20. - X4.7 35 jam dalam seminggu terakhir (dari 0 100,00 Sakernas, 2021
seluruh pekerjaan)
Persentase penduduk 15+ yang pernah
atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/ Susenas MSBP,
2L X4.8 bimbingan belajar/pendidikan keterampilan 20,00 2021
dalam setahun terakhir
Persentase penduduk 15+ yang memiliki
tabungan/simpanan berupa uang baik di Susenas MSBP,
22. - X4.9 . 75,00
lembaga keuangan ataupun di non lembaga > 2021
keuangan
Dimensi 5. Gerakan Indonesia Bersatu
Persentase Penduduk 15+ yang pernah
mengikuti kegiatan gotong royong di Susenas MSBP,
23. - X5.1 100,
3 > lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 00,00 2021
bulan terakhir
Persentase penduduk 15+ yang
24. - X5.2 memberikan saran atau pendapat dalam 0 35,00 Susenas MSBP,
. . 2021
kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
25, i X5.3 Perse'ntas.e pe'nduduk 154t ya?g aktif 0 25,00 Susenas MSBP,
mengikuti kegiatan organisasi 2021
Persentase rumah tangga yang
mengibarkan/ memasang bendera merah Susenas MSBP,
26. X5.4 putih pada peringatan kemerdekaan 0 100,00 2021
Republik Indonesia
Persentase rumah tangga yang anggota
MSBP,
27. - X5.5 rumah tangganya mempunyai hak memilih 0 100,00 Susenas MSBP,
- 2021
dan menggunakan hak pilihnya
Persentase rumah tangga yang setuju jika
ada sekelompok orang dari agama lain yang Susenas MSBP,
28 X5.6 melakukan kegiatan di lingkungan sekitar 100,00 2021
tempat tinggal
Persentase rumah tangga yang setuju jika
ada sekelompok orang dari suku lain yang Susenas MSBP,
29. X5.7 melakukan kegiatan di lingkungan sekitar 100,00 2021
tempat tinggal
Persentase rumah tangga yang setuju
jika salah satu anggota rumah tangga Susenas MSBP,
b = X5. . 100,00
30 >8 bersahabat dengan orang lain yang berbeda 2021
agama
Persentase rumah tangga yang setuju jika
31 - X5.9  salah satu anggota rumah tangga bersahabat O 100,00 susenas MSBP,

dengan orang lain yang berbeda suku

2021
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Kemudian, setiap indikator diubah dalam rentang
yang sama yaitu antara O sampai 100. Nilai indikator
yang berada di bawah nilai minimum ditetapkan
sebagai O dan setiap nilai indikator yang berada di
atas nilai maksimum ditetapkan sebagai 100, dan
semuanya akan diukur merata antara O dan 100.

Dalam proses normalisasi perlu mempertimbangkan
sifat dari masing-masing indikator, apakah arahnya
positif atau negatif. Namun, semua indikator

penyusun [CRM memiliki arah positif. Sehingga,
semakin besar nilai suatu indikator penyusun ICRM
mengindikasikan kondisi yang semakin membaik.
Sebaliknya, jika suatu indikator memiliki arah negatif
jika semakin besar nilai indikator mengindikasikan
kondisi yang semakin memburuk.

Selanjutnya, indikator harus dinormalisasi
menggunakan Persamaan 1 sebagai berikut :

Vs

Persamaan 1

Xi o Xmin

SX; =
! X max

Keterangan :

SX; adalah nilai indikator yan3 sudah dinormalisasi

Xi adalah nilai indikator (empiris)

X min adalah nilai minimal indikator (ditetapkan)

X omax adalah nilai maksimal indikator (ditetapkan)

.

min

+ 100

Dalam penyusunan ICRM, pembobotan dimensi
menggunakan metode penilaian para pakar yang
melibatkan Kemenko PMK, BPS, dan gugus tugas
Revolusi Mental. Tiap dimensi dapat memiliki bobot
yang berbeda (suatu dimensi lebih penting dari
dimensi lain), atau sama (tiap dimensi dianggap

sama pentingnya). Jika menggunakan bobot berbeda
berdasarkansebarandata, terdapat risiko perubahan
bobot untuk tahun-tahun berikutnya karena adanya
perbedaan pola sebaran data. Sehingga, disepakati
menggunakan bobot yang sama untuk setiap dimensi
penyusun ICRM yang dapat dilihat pada.

Bobot Dimensi Indeks Capaian Revolusi Mental

DIMENSI
Dimensi 1 Gerakan Indonesia Melayani
Dimensi 2 Gerakan Indonesia Bersih
Dimensi 3 Gerakan Indonesia Tertib
Dimensi 4 Gerakan Indonesia Mandiri

Dimensi 5 Gerakan Indonesia Bersatu

Tahapan berikutnya dalam penghitungan ICRM
adalah penghitungan nilaiindeks setiap dimensi. Nilai
indeks dimensi diperoleh dengan cara menghitung
nilaiindikator dengan mengasumsikan bobot masing-

BOBOT
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
masing indikator sama. Sehingga, persamaan yang

digunakan untuk menghitung indeks dimensi adalah
sebagai berikut.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI | LAPORAN KINERJA 2022

149



DENBAN
| JAWAT

Persamaan 2

Keterangan :

n, adalah banyaknya indikator pada dimensi ke-j

n SXji
Indeks Dimensi; = (E';’—

SX adalah nilai indikator ke-/pada dimensi ke-/ yang sudah dinormalisasi

)* 100

]'!,'

Khusus untuk Dimensi 2 Gerakan Indonesia Bersih,
penghitungan indeks dimensi dilakukan dengan
membentuk 2 sub dimensi, yaitu Sub Dimensi 1 yang
terdiri dari indikator kebersihan pasar tradisonal
dan terminal dan Sub Dimensi 2 yang terdiri dari
indikator kebersihan rumah sakit/puskesmas, kantor
pemerintah dan lembaga pendidikan. Penghitungan
indeks masing-masing sub dimensi menggunakan
Persamaan 2 dan penghitungan indeks dimensi

diperoleh dengan menghitung rata-rata dari indeks
sub dimensi tersebut.

Selanjutnya nilai ICRM dihitung dengan cara
menghitungindeks setiapdimensidan menambahkan
pembobotan  untuk  masing-masing  dimensi.
Namun, karena pembobotan dalam penyusunan
ICRM dianggap sama, maka perhitungan Indeks
menggunakan persamaan 3 sebagai berikut.

Persamaan 3

Keterangan :

D; adalah dimensi ke-j

ICRM = (

ICRM adalah Indeks Capaian Revolusi Mental

5
> s Indeks D;
2j-1 : ")* 100

J

Nilai akhir dari hasil penghitungan ICRM dalam
Persamaan 3 digunakan untuk mengukur ICRM

Indonesia baik tingkat nasional maupun tingkat
provinsi.
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Berdasarkan perhitungan Nilai rata-rata dari setiap
Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter
pengukuran, didapatkan hasil nilai ICRM Indonesia
Tahun2019-2021yang masih berlaku sampaidengan
Tahun 2024 dan merupakan Nilai ICRM Kedua
Indonesia adalah sebesar 70,47 (Pengukuran ICRM
dilaksanakan 3 tahun sekali oleh BPS), sedangkan
target yang ingin dicapai pada tahun 2021 hanya
sebesar 67,3. Angka ini jauh melebihi target yang
diinginkan vyaitu didapatkan nilai capaian sebesar
104,71% dari target. Nilai Ini menunjukkan bahwa

telah meningkatnya persepsi masyarakat atas kondisi
sekitarnyadanapresiasimasyarakatyangmendukung
tumbuhnya 5 dimensi Gerakan Revolusi Mental,
dimana didapatkan perbaikan dalam  kerangka
pembangunankarakterbangsamelaluinilaiintegritas,
etos kerja, dan gotong royong di masyarakat yang
dapat dilihat pada beberapa indikator di 5 (lima)
Gerakan Nasional Revolusi Mental. Secara rinci hasil
pengukuran ICRM di 5 (lima) dimensi dapat dilihat
pada Tabel di Bawah:

Data Dimensi Indeks Capaian Revolusi Mental pada Tahun 2019 dan 2022

Nama Indikator Nilai Tahun 2019 Nilai Tahun 2022
1. Dimensi Gerakan Indonesia Melayani 78,90 85,54
2. Dimensi Gerakan Indonesia Bersih 67,99 75,52
3. Dimensi Gerakan Indonesia Tertib 75,50 73,15
4. Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri 47,25 47,69
5. Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu 65,42 72,48
Nilai ICRM 67,01 70,47

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun
2022 Nilai Indeks Capaian Paling tinggi adalah pada
dimensi Gerakan Indonesia Melayani dengan Nilai
sebesar 85,54,sedangkan Nilai Indeks Capaianpaling
rendah adalah pada dimensi Gerakan Indonesia
Mandiri dengan Nilai Indeks sebesar 47,69.

Sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 12
Tahun 2016, dimana Menteri Dalam Negeri selaku
Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu secara

Nasional dan selaku Koordinator Gerakan Nasional
Revolusi mental di Daerah (Provinsi, Kabupaten
dan Kota), melalui Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum telah melaksanakan kinerja
yang memuaskan.
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Dari pencapaian ICRM tersebut di atas baik secara
Nasional maupun Provinsi telah dilakukan dukungan
kegiatan dalam rangka penguatan Gerakan Indonesia
Bersatu sebagai salah satu dimensi pengukuran
ICRM, antara lain:

1. Penguatan peran dan fungsi forum-forum yang
telah dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah
daerah seperti: Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsan dan Forum Pembauran Kebangsaan
dengan cara mengoptimalkan Pembentukan
dan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71

Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan
Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) sesuai dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan
Kebangsaan di Daerah.

a. Data Per 31 Desember pada saat ini sudah
terbentuk di 34 Provinsi Forum Pembauran
Kebangsaan dan pada Tingkat Kab/Kota
sudah Terbentuk 361 Kab/Kota FPK
sedangkan 153 Kab/Kota lainnya belum
membentuk FPK.

Rekapitulasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangasaan (FPK) Tahun 2022
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b. Data Per 18 Oktober 2022, saat ini sudah
terbentuk di 34 Provinsi Pokja (Kelompok
Kerja) Pusat Pendidikan ~ Wawasan

Kebangsaan dan pada Tingkat Kab/Kota
sudah terbentuk 212 Kab/Kota, sedangkan
302 Kab/Kota belum membentuk.

Data Rekapitulasi Pembentukan Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Pokja PPWK):
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® Sudah Membentuk PPWK: 34 Provinsi

2. Penguatan peran dan fungsi Forum Penguatan

IdeologiPancasila,ForumPeningkatanKesadaran
Hak dan warga Negara dan Forum Penguatan
Bela Negara dengan cara mengoptimalkan
Pelaksanaan kegiatan di daerah;

Pemberdayaan dan penguatan peran tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh
pemuda, mahasiswadan pelajar yang peranannya
sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan
persatuan kesatuan bangsa.

Penguatan peran aparatur sipil negara dalam
rangka mewujudkan 9 agenda prioritas Presiden
Jokowi (Nawacita) melalui 5 (lima) gerakan,
yaitu: a) Indonesia melayani, b) Indonesia bersih,
3) Indonesia tertib, 4) Indonesia Mandiri, dan 5)
Indonesia bersatu.

1 5 11 12 14
KAB/KOTA 4 22 52 74 91

28

159

34 34 34 34
172 178 202 212

KABUPATEN/KOTA

Sudah
Membentuk
PPWK

| 41,25%

® Sudah Membentuk PPWK
@ Belum Membentuk PPWK: 302 Kab/Kota

Hambatan dalam mendukung pencapaian ICRM
dalam pembentukan Gugus Tugas GNRM dan PPWK
adalah:

1.

Bahwa GNRM sebagai Perioritas Pembangunan
nasionaldibeberapadaerahmasihbelumdimaknai
oleh para pemangku pengelola anggaran;
Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk
pembentukan tim Gerakan Nasional Revolusi
Mentaldidaerah (anggapanbahwapembentukan
Gugus Tugas GNRM harus memiliki anggaran,
mengingat adanya SK Tim didalamnya) ditambah
denganpemotongananggaranuntuk penanganan
Covid 19;

Kurangnya terintegrasinya program kegiatan
antara Kesbangpol dan OPD terkait (terutama
Bappeda) untuk membantu menggerakkan
5 bidang (bersatu,melayani, mandiri, tertib,
bersih) agar program atau kegiatan GNRM dapat
teralisasi dengan baik;

Kurangnya dorongan intensif provinsi terhadap
kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas
Gerakan Nasional Revolusi Mental.
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Penyelesaian terhadap Hambatan tersebut adalah:

1.

KemendagrisebagaikordinatorIndonesiabersatu
yang menjadi pembina pemerintahan daerah
melalui Ditjen Keuangan Daerah mendorong
daerah untuk memprioritaskan anggaran GNRM
dan melakukan evaluasi terhadap daerah-
daerah yang belum mencantumkan anggaran
untuk GNRM mengingat Kemendagri juga telah
menerbitkanpayunghukumdalampengajuandan
penyusunan APBD kegiatan Revolusi Mental;
Mengingatkan  daerah  untuk  melakukan
Percepatan Pembentukan dan pelaksanaan
Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
Membangun koordinasi dan komunikasi efektif
dengan OPD terkait (terutama Bappeda) terkait
penggalangan dana program dan kegiatan agar
sejalan dengan kegiatan revolusi mental di
daerah;

Melakukan himbauan dan dorongan intensif
ke provinsi melalui surat jalur Surat Dinas,
Monitoring dan evaluasi serta koordinasi
melalui media sosial (WA group, Telegram, Email,
dan alat komunikasi lainnya), yang selanjutnya
disampaikan  provinsi  kepada kabupaten/
kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental;

Memberikan reward (penghargaan) kepada
Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota yang
telah membentuk Gugus Tugas GNRM dan
melaksanakan GNRM dengan baik.

Upaya/kegiatan yang akan dilakukan dalam
mengoptimalkan pencapaian ICRM, antara lain:

1. Mengingatkan  daerah  untuk  melakukan
Percepatan Pembentukan dan pelaksanaan
Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

2. Membangun koordinasi dan komunikasi lebih
efektif dengan OPD terkait (terutama Bappeda)
terkait penggalangan dana program dan kegiatan
agar sejalan dengan kegiatan revolusi mental di
daerah;

3. Terus melakukan himbauan dan dorongan
intensif ke provinsi melalui surat jalur Surat
Dinas, Monitoring dan evaluasi serta koordinasi
melalui media sosial (WA group, Telegram, Email,
dan alat komunikasi lainnya), yang selanjutnya
disampaikan  provinsi  kepada kabupaten/
kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental;

4. Melakukan pengawasan dan pengawalan dalam
pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental
di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

5. Melakukan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental di Daerah (Provinsi,
Kabupaten dan Kota)

Data Rekapitulasi Pembentukan GNRM per tanggal 27 Desember 2022
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Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi

Capaian 2022

-
‘ 90,78%

r_. cu

Target Realisasi

Milal 2875

sebesar 2,61 (kurang tangguh), menunjukkan terjaganya
ketahanan ekonomi nasional yang menggambarkan |
kondisi ekonomi dan berbagai dinamika dapat diatasi :

TARGET 2024

‘ ‘ Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi tahun 2022 , l J ‘
|

dengan baik. ”

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
merupakan indeks yang dirilis secara resmi dan
dikoordinasikan oleh Lemhanas. Sistem pengukuran
Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya
Indeks KetahananNasional Gatraldeologididasarkan
pada 2 (dua) pendekatanketahanannasionalyaitu: (1)
pendekatan engineering, dan (2) pendekatan sosial.
Pendekatan engineering melihat ketahanan nasional
sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke
bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan,

benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial
memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan
merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan
lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional
didasarkanpada5 (lima) skaladankategoriketahanan
nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan
Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan
terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori
ketahanan nasional dijabarkan dalam berikut ini:
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Skala Pengukuran dan Kategori Ketahanan Nasional

KRITERIA PENENTUAN KATEGOR!
= STANDAR PESAING

o NORMA YANG BERLAKU UMUM
o HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU

Makna setiap kategori Ketahanan Nasional sama 3. Aspek aman dengan indikator:
dengan penjelasan pada Indeks Ketahanan Nasional a. Hargaumum 7 indikator;
Gatra Ideologi. b. Pasaruang 2 indikator;

c. Pasar modal 6 indikator;
Dalam mendukung Indeks Ketahanan Nasional Gatra d.
Ekonomi ada 5 (lima) aspek yang menjadi instrumen e.

Neraca perdagangan 6 indikator; dan
Biaya modal 5 indikator.

penilaiannya, yaitu: 4. Aspek kemandirian dengan indikator:
1. Aspek kemakmuran dengan indikator: a. Energi 6 indikator;
a. Pangan 17 indikator; b. Infrastruktur 5indikator;
b. Sandang 3 indikator; c. Investasi 6 indikator; dan
c. Pertambahan kekayaan 4 indikator; d. Fiskal 4 indikator.
d. Kemiskinan é indikator; dan 5. Aspek daya saing dengan indikator:
e. Kesempatan kerja 9 indikator. a. Dayasaing nasional 11 indikator;

2. Aspek keadilan dengan indikator:
Pemerataan 9 indikator.

Teknologi 4 indikator;

Efisiensi saing pasar 5 indikator;
Haki 3 indikator: dan
Manufaktur/industri 2 indikator.

® oo o

Pengukuran Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
pengukuran indeks ketahanan nasional dengan cara pengukuran dapat di lihat pada gambar dibawah:

Cara Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi

indeks Indeks b1 6+ 52 10+ B3 15+ b4 i1 + b5IP + b6 IE + 57 158 + b8 MK
Tannas Tannas

bl +b2 +b3 +bd +b5 + b6 + b7 + b8

Gatra Gatra
bl iVl +b2iV2 4+ ... +bniVn

[Aspek I Aspek I Aspek b1 +D2 +..eieiinies +bn

I Variabel Ivariabel i blill+b2il2+....+bniln
=
| Indikator | Indikator
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Berdasarkan hasil koordinasi dengan Lemhanas, didapatkan data pada setiap variabel pada Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Ekonomi untuk tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Capaian Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi pada tahun 2022

November 2022
No. Variabel

Skor

1 Pangan (gatra Ekonomi) 3,36
2  Sandang 2,10
3  Perumahan 2,10
4 Pertambahan Kekayaan 2,70
5  Kemiskinan 2,60
6 Kesempatan kerja 2,15
7  Pemerataan 2,50
8 Harga Umum 3,7
9 Pasar Uang 2,65
10 Pasar Modal 3,20
11  Neraca Perdagangan 2,40
12 Biaya Modal 3,20
13  Energi(gatra Ekonomi) 2,95
14  Infrastruktur 2,68
15 Investasi 3,00
16  Fiskal 1,50
17 Daya Saing Nasional 2,45
18 Teknologi 2,20
19 Efisiensi Pasar 1,50
20 Hak Kekayaan Intelektual 1,50
Gatra Ekonomi 2,61

(Sumber Lemhanas, data per November 2022)

Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
Indonesia tahun 2022 sebesar 2,61 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya, nilai dimaksud
menggambarkan bahwa kondisi ketahanan nasional
gatra ekonomi berada pada level “kurang tangguh”
yang artinya negara masih dapat bertahan dari
berbagai TAHG dalam jangka pendek, akan tetapi
butuh perbaikan signifikan agar tidak melemahkan

stabilitas dan integritas nasional.

Capaian sebesar 2,61 dimaksud, kurang dari nilai
target yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan
Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, di
manapadadokumentersebutditargetkannilailndeks
Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dengan nilai
2,865 atau lebih rendah 0,25 Poin dari pencapaian
Indeks dengan persentase pencapaian 20,09 persen.
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Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
Tahun 2016 - 2022

Indeks

TAHUN

Diukur

2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022

Indeks

Ketahanan

Nasional 2,73
Gatra

Ekonomi

2,76 2,86

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa
nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami
fluktuatif. Salah satu penyebab penurunan nilai
Indeks Gatra Ideologi pada tahun 2020 adalah
adanya penyesuaian kebiasaan baru di masa
Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas sosial
di masyarakat yang secara langsung maupun tidak
langsung berdampak pada Nilai Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Ekonomi yang akan dirilis sebagai
dampak dari pemberlakuan norma kehidupan baru di
masa pandemi Covid-19, serta faktor-faktor lain dari
berbagai aspek dan indikator yang diukur.

Sumber data hasil pengukuran Indeks Ketahanan
Nasional  Gatra  Ekonomi  bersumber  dari
Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional,
Lembaga Ketahanan Nasional (labkurtanas.lemhanas.
go.id) dimana Indeks Ketahanan Nasional Gatra
Ekonomi yang terakhir dirilis kepada publik adalah
data Indeks Tahun 2022.

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan
dalam pencapaian target Indeks Ketahanan Nasional
Gatra Ekonimi adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi
nasional dan melakukan monitoring bidang
politik dan pemerintahan umum tahun 2022

2. Memfasilitasi daerah dan pelaku usaha serta
UMKM dalam meningkatkan daya saing dengan
melaksanakan Pameran “Indonesia Maju Expo

2,86 2,65 2,77 2,61

dan Forum Tahun 2022" dengan tema Bangga,
Cinta dan pakai Produk Indonesia.

Melakukan Forum Group Discussion pengolahan
data Indeks Harmoni Ekonomi yang bertujuan
bahwa Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum mempunyai instrumen
sendiri dalam mengukur ketahanan ekonomi
Indonesia.

Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi Pasca
Pandemi Covid-19 dengan melakukan Forum
GroupDiscussiondenganmelibatkanKementerian
dan Lembaga terkait, para pakar dan akademisi
yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan
ekonomi masyarakat khususnya UMKM dan
pelaku ekonomi di daerah.

Kementerian Dalam Negeri bersinergi dengan
Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka
pemberdayaan dan pengembangan ketahanan
ekonomi di daerah dengan berbagai program
dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut
diharapkan dapat mendorong dan mendukung
pencapaian/peningkatan  Indeks Ketahanan
Nasional Gatra ekonomi.

Gerakan Nasionalisme Bangga, Cinta dan Pakai
Produk Dalam Negeri dalam rangka menjaga
ketahanan produksi, ketahanan pasar, ketahanan
perdagangan dalam negeri, maupun dalam upaya
menjaga ketahanan ekonomi nasional secara
umum.

Perumusan strategi penguatan ketahanan
ekonomi daerah di masa pandemi guna
mendukung ketahanan ekonomi nasional.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi
syariah di lingkungan pesantren .

Fasilitasi daerah dalam penguatan, penanganan,
dan kesenjangan ekonomi dalam upaya
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
pada daerah rawan konflik.

Fasilitasi daerah dalam penguatan penanganan
rawan pangan dalam upaya memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa pada daerah
rawan konflik.

FasilitasidanPembinaanStabilitas Perekonomian
di  daerah  melalui pemberdayaan dan
pengembangan ekonomi UMKM berbasis digital.
Fasilitasi penanganan masalah yang berlatar
belakang ketahanan pangan dan kesenjangan
ekonomi dalam upaya memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa pada daerah rawan konflik
dan mendukung peningkatan Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Ekonomi.

Fasilitasi pembinaan ketahanan ekonomi melalui
kampanye nasionalisme Bangga, Cinta dan Pakai
Produk dalam Negeri.

Melaksanakan program penanggulangan
kemiskinan di daerah dengan berkoordinasi
bersama dinas-dinas terkait di pusat maupun
daerah.

Pencapaian target Indeks Ketahanan Nasional Gatra
Ekonomi tidak luput dari kendala, diantaranya:

1.

Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut dan
akhir dari situasi ini belum dapat diprediksi.
Hal ini tentu berpotensi pada adanya kebijakan
pemerintah  untuk kembali memanfaatkan
sumberdaya (anggaran) yang ada sebesar-
besarnya untuk penanganan Covid-19. Namun,
pada sisi lain pembinaan ketahanan ekonomi
sangat urgent pula untuk tetap dilaksanakan
dimasa pandemi Covid-19. Olehnya itu, perlunya
mendesain  program pembinaan ketahanan
ekonomi yang inovatif dengan anggaran yang

minim namun dapat berdampak signifikan pada
penguatan ketahanan ekonomi daerah dan
ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.
Perlunya menjajaki pelaksanaan kegiatan
pembinaan ketahanan ekonomi daerah dan
ketahanan ekonomi nasional yang berkolaborasi
dengan berbagai elemen bangsa lainnya
(Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah
Daerah, BUMN, maupun berkolaborasi dengan
pihak swasta) selama kerjasama dimaksud tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Salah satu penghambat terwujudnya pemerataan
dan pembangunan daerah adalah adanya
kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran
penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi
pendapatandaerah sertapengembangan potensi
ekonomi. Dengankatalain,agendapembangunan
nasional akan berjalan sesuai dengan amanat
Undang Undang Dasar 1945, jika didukung
dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang
berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.
Isu Inflasi tahun 2023 belakangan menjadi isu
serius,seiringdenganketidakpastianberakhirnya
masa pandemi Covid-19, Otoritas pangan dalam
hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah harus  mencari solusi agar kondisi
kelangkaan pangan ini tidak berlangsung lama,
Sesuai pernyataan dari FAO bahwa pandemi
Covid 19 ini dapat menyebabkan krisis pangan
dunia.
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Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Target Realisasi Capaian 2022

‘ ‘ Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial

pada Tahun 2022 berada dalam kategori kurang
,7/1 atau

tangguh, dengan nilai realisasi sebesar 2
sebesar 116,81%. ”

Pengukuran Indeks Ketahanan Sosial Budaya tidak
bisadipisahkan dengan Pengukuran 2 (dua) Indikator
Indeks sebelumnya, karena merupakan bagian yang
tidakterpisahkandalampengukuranindeksketahanan
Nasional untuk mengetahui kondisi ketahanan
nasional untuk menjamin pencapaian tujuan nasional
yaitu melindungi seluruh rakyat, menciptakan
perdamaiandunia, menciptakan masyarakatyang adil
dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang tergabung dalam Sistem Pengukuran Indeks
Ketahanan Nasional.

Budaya

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial
Budaya didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori
ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari
Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh.
Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran
dan kategori ketahanan nasional dijabarkan dalam
berikut ini:
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Skala Pengukuran dan Kategori Ketahanan Nasional

KRITERIA PENENTUAN KATEGOR!

= STANDAR PESAING

o NORMA YANG BERLAKU UMUM
o HASIL PENGAMATAN DARI MASA LALU

Makna setiap kategori Ketahanan Nasional sama
dengan penjelasan pada Indeks Ketahanan Nasional
Gatra ldeologi.

Adapununtuk aspek danindikator Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Sosial Budaya penjabarannya adalah
sebagai berikut:
1. Aspek kesejahteraan dengan indikator;

a. Eksklusisosial 11 indikator;

b. Pendidikan 51 indikator;

c. Kesehatan 12 indikator; dan

d. Keluarga 7 indikator.
2. Aspek harmoni dengan indikator;

a. Kerukunan sosial 7 indikator;

b. Ketertiban sosial 6 indikator; dan

c. Penvyakit sosial 6 indikator.
3. Aspek kesetaraan dengan indikator:
a. Hak-hak sipil 3 indikator; dan
b. Pemberdayaan perempuan é indikator.
4. Aspek sistem nilai perilaku dan artefak dengan
indikator:
a. Nilaitradisional dan universal 9 indikator;
b. Perilaku sosial 6 indikator; dan
c. Kreasi manusia dan pemanfaatan iptek
8 indikator.

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial
Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dengan
cara pengukuran dapat di lihat pada gambar dibawah:

Cara Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Indeks Indeks b1iG + b2 iD+ b3 iS + b4 il + b5iP + b6 iE + b7 iS58 + b8 iHK

Tannas Tannas

Gatra Gatra

I Aspek I Aspek i Aspek

I Variabel l\fariahel

—" ——

Ilndikatnr l Indikator

bl +b2 +b3 +b4 +b5 + b6 + b7 + b8

bl ivl+hb2iV2+ .. . + bniVn
1Gi =
bl +b2 +.............+bn
blill+b2H2+.... + bniln
Ivi =

bl +b2 +.............+bn
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Berdasarkan hasil koordinasi dengan Lemhanas, didapatkan data pada setiap variabel pada Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Sosial Budaya untuk tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Skala Pengukuran dan Kategori Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

November 2022

No. Variabel
Skor
1 Eksklusi sosial 2,70
2  Pendidikan 2,51
3 Kesehatan 3,36
4 Keluarga 2,16
5  Kerukunan Sosial 1,00
6  Ketertiban Sosial 1,00
7 Penyakit Sosial 3,00
8 Hak-hak sipil 1,30
9 Pemberdayaan Perempuan 3,20
10 Nilai Tradisional dan Universal 1,30
11  Perilaku Sosial 1,80
12 Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek 2,00
Sosial Budaya 2,71

Berdasarkan tabeldiatas, dapat diketahuibahwa Nilai
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya pada
Tahun 2022 sebesar 2,71 berada padatingkat “kurang
tangguh”.Nilaisebesar2,71dimaksud menggambarkan
bahwa dalam jangka pendek negara masih dapat
bertahandariberbagaitantangan,ancaman,hambatan,
dan gangguan, namun butuh perbaikan segera untuk
menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang.
Capaian dimaksud melebihi target pada Perjanjian
Kinerja dan Renstra Kemendagritahun 2022 sebesar
2,320.

Beberapa variabel yang ternyata masih memiliki
tingkat kerawanan telah dilakukan beberapa upaya
namun hasilnya belum optimal. Kerukunan Sosial
dan Ketertiban Sosial dengan skor 1,00 termasuk
kategorirawan, merupakan kondisi sosial ketika semua
golongan baik dalam suku, ras, agama dan berbagai
golongan masih terdapat banyak gesekan. Kondisi
yang dharapkan tentu semua golongan tersebut
dapat hidup bersampingan tanpa mengurangi hak
dasar masing-masing untuk melaksanakan hak dan
kewajibannya. Dalam menguatkan ketertiban dan

kerukunan sosial, Kementerian Dalam Negeri melalui
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum melakukan
berbagai upaya dengan melakukan fasilitasi berupa
pembinaan, sosialisasi dan pembekalan serta pelatihan
kepada Pemerintah Daerah untuk terjaganya kondisi
yang kondusif melalui program-program yang ada
melalui sosialisasi, deteksi dini, dengan melibatkan
unsur-unsur masyarakat dan forum-forum yang
dibentuk pemerintah bersama masyarakat, antara
lain yaitu FKDM, FPK dan FKUB serta organisasi
kemasyarakatan. Selain itu dilakukan upaya-upaya
fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah dalam
ketahanan sosial kemasyarakatan serta upaya upaya
menjaga ketahanan budaya di tahun 2022. Namun
ditengah berbagai upaya yang dilakukan perlu disadari
belum cukup optimal untuk meningkatkan nilai
kerukunan dan ketertiban sosial ditengan masyarakat,
sehingga perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan
daninovasidalam melaksanakan upaya-upayatersebut
sehingga dapat berdampak pada masyarakat.
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Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya Tahun 2016 - 2022

Indeks

TAHUN

Diukur

2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022

Indeks
Ketahanan
Nasional
Gatra Sosial
Budaya

2,14 2,16 2,30

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada
rentang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022,
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
secara umum mengalami peningkatan, khususnya
pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,4
Poin dari tahun sebelumnya. Diharapkan kedepannya
dilakukan perbaikan secara signfikan sehingga capaian
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya pada
tahun berikutnya dapat meningkat menjadi lebih baik.

2,30 2,70 2,70 2,71

Sumber data hasil pengukuran Indeks Ketahanan
Nasional Gatra Sosial Budaya bersumber dari
Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional,
Lembaga Ketahanan Nasional (labkurtanas.lemhanas.
go.id) dimana Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial
Budaya yang terakhir dirilis kepada publik adalah data
Indeks Tahun 2022
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Untuk menunjang capaian target Indeks Ketahanan

Nasional Gatra Sosial dan Budaya, telah dilaksanakan

Program Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial

dan Budaya vyang berisi berbagai aktivitas dan

kegiatan antara lain fasilitasi dan pembinaan kepada
pemerintah daerah dalam Penguatan Ketahanan Sosial

Kemasyarakatandan Ketahanan SeniBudaya. Program

dimaksud dilaksanakan dalam berbagai bentuk

kegiatan, yaitu:

1. Rapat Persiapan Rakortek Pembinaan kepada
Pemerintah Daerahterhadap Tindak Lanjut Inpres
Nomor 2 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor12
Tahun 2019;

2. Rakortek Pembinaan kepada Pemerintah Daerah
terhadap Tindak Lanjut Inpres Nomor 2 Tahun
2020 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019;

3. Rapat Kampanye Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika
(P4AGN) “War On Drugs”;

4. Rapat Rakortek Pembinaan kepada Pemerintah
Daerah terhadap Tindak Lanjut Inpres Nomor 2
Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 12 Tahun
2019 dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan dan
Sistem Pelaporan Pencegahandan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN);

5. Rakortek Pembinaan kepada Pemerintah Daerah
terhadap Tindak Lanjut Inpres Nomor 2 Tahun

10.

2020 dan Permendagri No 12 Tahun 2019 dalam

rangka Optimalisasi Pelaksanaan dan Sistem
Pelaporan P4GN & PN;

Rapat Persiapan Kegiatan FGD Penyusunan
Variabel dan Indikator Dimensi Harmoni Sosial
dan Budaya dalam Indeks Harmoni Indonesia;
Focus Group Discussion Penyusunan Variabel dan
Indikator Dimensi Harmoni Sosial dan Budaya;
Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika (P4GN & PN):;

Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan PN di Daerah
melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh
Indonesia, Terbitnya SE Mendagri, SE Mendagri
Nomor 354/5575/SJ tanggal 5 Oktober 2021
tentang Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan
PN di Daerah dengan Kriteria keberhasilan:
terbentuknyaregulasi PAGN lingkup kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah,;

Melakukan Koordinasi kepada Bakesbangpol
Provinsi terkait capaian pelaksanaan P4GN dan
PNTA 2022, Jumlah Provinsiyang telah menyusun
Raperda P4GN TA 2022, Raperda Provinsi
Kalimantan Timur tentang Fasilitasi P4AGN, PN
dan Psikotropika, Draft Naskah Akademik Perda
tentang Fasilitasi PAGN dan PN di Provinsi DKI
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11.

12.

13.

14.

15.

Jakarta dalam proses di tenaga ahli dan baru akan
diserahkan ke Bakesbangpol tanggal 1 Juli 2022;

Melakukan Koordinasi kepada Bakesbangpol
Provinsi terkait capaian pelaksanaan P4GN
dan PN TA 2022, Jumlah Provinsi yang telah
membentuk Timdu P4GN TA 2022, Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171/1 Tahun
2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan
Sekretariat Fasilitasi PAGN dan PN Provinsi
Sulawesi Selatan;

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
338/K/51 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim
Terpadu P4GN dan PN Provinsi Kalimantan Timur;
Rapat Koordinasi Teknis dalam Rangka Pembinaan
Kepada Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota di
Kalimantan Timur dan Pelatihan Sistem Informasi
Manajemen Ketahanan Sosial dan Budaya, tanggal
22 November 2022;

Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Surat
Keputusan Bersama (SKB) 3 K/L dalam Program
Desa Bersih Narkoba yg diselenggarakan oleh
Deputi Pencegahan BNN;

Rapat Pembahasan Detail Ruang Lingkup

Pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan untuk 7
Aplikasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Tahun 2022;

16.

17.

18.
19.

20.

Rapat Penyusunan Draft Awal Perpres tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman
Narkoba (KOTAN) yg diselengarakan plh. Deputi
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BNN;
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Aplikasi P4AGN
dan PN;

Launching Kegiatan Festival Harmoni Indonesia;
Memberikan dukungan dan apresiasi kepada
Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan, maupun
para artis-artis nasional atas usahanya melalui
program-program  yang  bertujuan  untuk
meningkatkan ketahanan seni dan budaya untuk
pengunaan produk lokal, meningkatkan kesadaran
akan kearifan lokal, serta untuk meningkatkan
kesejahteraan para pelaku seni, serta para
pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, dimana
pada masa Pandemi Covid-19 mendapatkan
dampak yang signifikan.; dan

Selain  berbagai kegiatan yang dilakukan,
Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik
dan Pemerintahan Umum juga melakukan fasilitasi
dengan pemerintah daerah dengan melakukan
konsultasi dan koordinasi atas berbagai kebijakan
yang dilaksankaan.










Sasaran 3

Meningkatnya Kewaspadaan
Nasional

Kewaspadaan Nasional vaitu suatu kualitas
kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan
melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai
bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.
Kewaspadaan Nasional juga dapat diartikan sebagai
sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme
yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab
seorang warga negara terhadap kelangsungan
kehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara
dari suatu ancaman.

Akuntabilitas kinerja Direktorat Kewaspadaan
Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum,
Kementerian Dalam Negeri diukur dari tingkat
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan (outcomes) Sasaran program direktorat
kewaspadaan nasional adalah Terlaksananya
penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan
konflik guna mendukung Sasaran Ditjen Politik
dan Pemerintahan Umum yakni meningkatnya
ketahanan kewaspadaan ideologi, wawasan
kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya serta
terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna
mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri
serta terpeliharanya kerukunan komponen bangsa
guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam
negeri. Pencapaian kinerja kegiatan pada direktorat
kewaspadaannasionaldiharapkandapatmendukung
pencapaian tujuan dan sasaran utama organisasi.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dapat diukur berdasarkan capaian kinerja indikator

sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2022

No. Nama Indikator

Target Realisasi Kinerja

1 Indeks Kewaspadaan Nasional

Nilai 62 Nilai 79,56 128,32%
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Sasaran-Strategis-3/Indikator/Indeks-Kewaspadaan-Nasional

Indeks Kewaspadaan Nasional

Target

mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan

melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai

bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.
Adapun capaian realisasi dari Indeks Kewaspadaan
Nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 79,56.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan
terluas di dunia yang dikenal dengan sebutan negara
maritim. Wilayah Indonesia terbentang dari ujung
barat terdapat Pulau Sabang dan di ujung timur
terdapat Pulau Merauke. Kepulauan di Indonesia
berjumlah 17.508 pulau.Sebanyak 7.870 pulau sudah
mempunyainamadansebanyak 9.634 belum memiliki
nama. Luasnya wilayah tersebut menyebabkan
Indonesia memiliki banyak sumber kekayaan alam
yang berlimpah. Adapun suku-suku yang tersebar di
wilayah Indonesia berjumlah 656 dengan 300 macam
bahasa lokal, serta keanekaragaman ras, agama,
adat-istiadat semakin menambah lebih pluralistiknya
bangsa Indonesia.

Realisasi

DO

‘ ‘ Indeks Kewaspadaan Nasional berfungsi untuk

Capaian 2022

—
128,32%

Pada konteks pluralitas, bangsa yang majemuk
merupakan kekuatan besar bagi negara, tetapi
sekaligus sebagai titik potensi konflik. Inilah
tantangan paling besar bangsa Indonesia dalam
menjaga keutuhan NKRI. Maka dengan kondisi dan
situasiini, dibutuhkan pengetahuan kebangsaanyang
kuat. Selain itu juga dibutuhkan kelapangan dada
bagi setiap pemimpin bangsa dengan mengutamakan
kepentingan bangsa dibanding dengan kepentingan
kelompok dan golongannya. Semua ini demi
terwujudnya ketentraman dan kedamaian bagi rakyat
Indonesia. Ketika sikap tersebut menjadi karakter
bersama, disintegrasi yang menjadi ancaman paling
krusial dapat dihindari atau setidaknya dapat
diminimalisir.

f'f - Nilal 64
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Langkah strategiyangdilakukan dalam deteksidinidan antisipasi peristiwa konflik, ekstremisme dan radikalisme
salah satunya dengan melakukan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional. Hal tersebut merupakan Amanat
Permendagri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Renstra Tahun
2020 - 2024) yang berbunyi bahwa — dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional dengan indikator
Sasaran Strategis sebagaitolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis yaitu adanya Indeks Kewaspadaan Nasional.
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dapat dijadikan referensi dalam menentukan strategi dan langkah-
langkah antisipasi yang harus dilakukan terhadap gangguan Tramtribum di masyarakat. Selain itu dijadikan pula
sebagai alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas Kelembagaan dalam deteksi dini dan cegah dini
bidang Kewaspadaan Nasional.

Sebagai upaya negara dalam menekan peristiwa konflik telah ditetapkan berbagai kebijakan seperti Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, beserta turunannya Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan diatas maka dibentuklah Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Akan tetapi dalam melakukan pemetaan, deteksi dini serta cegah dini dan dalam rangka kesiapsiagaan nasional,
maka perlu diperkuat dengan aturan yang lebih konkrit termasuk dalam peningkatan kapasitas kelembagaan.
Terdapat dasar hukum dalam pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional ini, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam
Negeritahun 2020 - 2024; dan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan
Konflik Sosial.
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Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dilakukan dengan cara pembobotan untuk setiap dimensi atau
variabel pada suatu indeks dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif
terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk
seluruh dimensi sangat penting dilakukan.

Dalam penyusunan dan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Tahun 2022 menggunakan tiga
(3) dimensi, yakni penanganan konflik sosial, kewaspadaan dini, dan nasionalisme, dengan 8 Variabel serta

menggunakan 19 indikator.

Dimensi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional

DIMENSI VARIABEL

INDIKATOR

Konflik

Penanganan Konflik Sosial .
Toleransi

Sistem Penyelesaian Perselisihan

Penanganan
Pencegahan

Kewaspadaan Dini

Ancaman Asing

. . Patriotisme
Nasionalisme

Cinta Tanah Air

Penyebab Konflik

Terjadi Konflik

Sumber Konflik

Toleransi Agama 1

Toleransi Agama 2

Toleransi Etnis 1

Toleransi Etnis 2

Musyawarah Mufakat

Penanganan

Upaya

Meredam

TKA Ancaman

WNA Dirikan Ormas Asing
Keberadaan Ormas Asing
Keindonesiaan

Patriotisme
Nasionalisme/Menghargai Jasa Pahlawan
Nasionalisme/Pengubaran Bendera
Cinta Tanah Air
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Formula Pengukuran dari Indeks Kewaspadaan Nasional adalah

% Indikator = n Total Indikator
n Indikator

26 Variabel = n 2% Indikator
n Variabel

26 Dimensi = n 2 Variabel
n Dimensi

.

X 100%%

Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun
2022 dilakukan dengan melakukan survey di Provinsi
Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan
Provinsi DKI Jakarta.

Wilayah-wilayah  tersebut menjadi prioritas
pengukuran tahun 2022 dikarenakan berdasarkan
peta analisis Kewaspadaan Nasional dari sisi masih
dalam kondisi pandemi serta Pemulihan Ekonomi, dan
Potensi konflik terhadap daerah tersebut dinilai cukup
beresiko. Bali dengan kasus Isu keagamaan dan budaya
yang dianggap sebagian masyarakat bisa memecah

persatuanrakyat Baliyang sudah amantentram selama
ini, Kalimantan Timur denganisu pembentukan sebagai
wilayah Ibu Kota baru dengan 2 daerah penyangganya
Penajam Paser Utara Dan Kutai Kartanegara, NTB
dengan isu pasca pembangunan sirkuit mandalika
yang menyebabkan masyarakat merasa akan ada
ketimpangan sosial Ekonomi Dan tidak ramah Ekonomi
kerakyatan dengan Kab. Lombok Tengah yg menjadi
daerah paling dekat akibat kesenjanganyang ada, serta
DKI Jakarta dengan isu pasca lepasnya status Sebagai
Ibu Kota dan tentu saja terkait pergolakan Politik yg
muaranya masih dengan wajah DKI sebagai daerah
sentralisasi Politik dengan Pola Hasil Ukur sebagai
berikut:

Dimensi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional

# Penanganan Konflik Sosial

m Kewaspadaan Dini

m Nasionalisme

JOGJA
PPU
KUKAR 78,91 90,85 75,74
LOTENG 76,63 84,14 76,23
SAMARINDA 83,04 83,35 73,79
DENPASAR
MATARAM
JAKARTA 77,05 82,54 86,24
AGREGAT 80,08 83,90 74,70
Keterangan:

0-25: Sangat Rendah
25-50: Rendah
50-75:Tinggi
75-100: Sangat Tinggi
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Dari tabel diatas, didapatkan Nilai Agregat Indeks
Kewaspadaan Nasional Tahun 2022 sebesar 79,56
(Sangat Tinggi) hal ini menggambarkan kualitas dan
kuantitas terhadap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh
bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi
sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap
berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap
NKRI sudah cukup baik.

Dari Penilaian setiap Indikator/Variabel ditemukan
bahwa Dana Penanganan Konflik Sosial (PKS) masing-
masing daerah tidak merata dan sama sehingga
dibutuhkan dana tambahan. Permasalahan lain yang
ditemukan vyaitu keterlibatan aktor seperti tokoh
masyarakat, NGO/CSO, tokoh agamadalam PKS belum
maksimal, preferensi soal agama yang dianut calon
kepala daerah (dalam sebuah kontestasi elektoral),
dan “kiriman” hoax dari beragam kanal seperti di sosial
media

Pada Tahun 2022, upaya yang telah dilakukan untuk

meningkatkan Indeks Kewaspadaan Nasional, yaitu:

1. Melaksanakan FGD Sekretariat Timdu Tingkat
Nasional bersama Kementerian /Lembaga terkait.

2. Pelaksanaan FGD Pengendalian Rencana Aksi
Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial Tingkat Provinsi.

3. Terus mendorong daerah yang belum membentuk
Tim Terpadu PKS, yakni tersisa 24 daerah yang
belum membentuk Tim Terpadu PKS.

4. Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Rencana
Aksi Daerah (RAD) BO8 dan persiapan Evaluasi
Rencana Aksi Daerah (RAD) B12.

5. Membangun Juknis SOP sistem deteksi dini
berbasis komunitas yang melibatkan unsur
masyarakat atau FKDM vyang salah satunya
dalam rangka Penanggulangan Ekstrimisme yang

mengarah pada terorisme.

Peningkatan kapasitas aparatur negara di pusat
dan daerah di bidang cegah dini dan kewaspadaan
dini melalui pelatihan peningkatan kemampuan
intelijen dasar bagi aparatur kesbangpol pusat dan
daerah.






Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan
masyarakat atau kesejahteraan rakyat dalam
lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan
prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya
diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar
kewilayahan Pelayanan Minimal (SPM). Terbitnya UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual
sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Batasan pengertian SPM secara tekstual memang
tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan
mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Trantibumlinmas

secara minimal. Namun terdapat perubahan mendasar
dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar
dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM,
dan mekanisme penerapan SPM. Selain itu, terdapat
perubahan paradigma mengenai SPM vyaitu dalam
konteks belanja Daerah dimana belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM.
Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM, maka
SPM diharapkan mampu menjamin hak konstitusional
masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah
Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi
kinerja Kementerian tetapi prioritas utamanya vyaitu
terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dari enam urusan pemerintahan wajib, Trantibumlinmas merupakan salah satu SPM yang menjadi Layanan Dasar
Kemendagriselain sebagai koordinator penyelenggaraenam SPM didaerah. SPM Trantibumlinmas juga merupakan
peran strategis Kemendagri dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Sesuai
amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan Trantibumlinmas meliputi:

1. Penegakan Perda (yustisi dan non yustisi);

2. Ketenteramandan ketertiban (deteksi dini, Pembinaan Penyuluhan (Binluh), patroli, pengamanan, pengawalan,

dan penertiban); dan

3. Perlindungan masyarakat (deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan
penanggulangan kebakaran dan pertahanan dan keamanan).

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dengan itu masyarakat berhak
mendapatkan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibulimnas dapat diukur berdasarkan capaian

kinerja 2 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Trantibumlinmas Tahun 2022

No. Nama Indikator Target Realisasi Kinerja
1 Jumla!h dae.rah dengan Inc.:llt‘eks.P?nyeIenggaraan 50 Daerah 59 Daerah 118%
Trantibumlinmas kategori “Baik
5 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Nilai 20 Nilai 20 100%

Penyelenggaraan Trantibumlinmas

KEMENTERIAN DALAM NEGERI | LAPORAN KINERJA 2022

177






éé

Jumlah Daerah dengan Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori “Baik”

Target Realisasi

50 Daerah

Dengan adanya hasil pengukuran atas Indeks Penyelenggaraan

Trantibumlinmas dapat memberikan evaluasi terhadap
kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Trantibumlinmas di daerah yang merupakan urusan wajib

layanan dasar, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk
merumuskan kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah

dalam penyelenggaraan urusan trantibumlinmas

Berdasarkan pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyatakan
bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas)
termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Menteri
Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Provinsi, Kabupaten/Kota. Urusan trantibumlinmas
berbeda dengan urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar lainnya, dimana terdapat
3 sub urusan vaitu: sub urusan ketenteraman dan
ketertibanumum, suburusanbencanadansuburusan
kebakaran. Pelaksanaan masing-masing sub urusan
tersebut di daerah berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan
Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk
pembinaandanpengawasanUrusan Trantibumlinmas
di Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Capaian 2022

—

Dalam melaksanakan pembinaan dan

rangka
pengawasan tersebut, salah satu upaya yang perlu

dilakukan adalah dengan melakukan penilaian
Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas Kategori Baik yang bertujuan
untuk mengukur kinerja pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas

berdasarkan pilar dan indikator vyang sudah
ditentukan.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669
Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori
Baik  merupakan alat pengukuran  capaian
Penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas sebagai
urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub
urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub
urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang
diukur dari 4 (empat) Indikator sebagai komposit
penilaiannya, yaitu:
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1.

Indeks  Penyelenggaraan  Trantibumlinmas
Sub-Urusan Bencana

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669
Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat bahwa metode
pengukuran pada indeks ini dilakukan secara
tertimbang (pembobotan) untuk membentuk
indeks agregat vyang disesuaikan dengan
tujuannya. Penentuan besaran bobot yang
digunakan diperoleh melalui expert judgement.
Bobot untuk setiap indikator mencerminkan

signifikansi atau pentingnya indikator tersebut
dalam IT-SUB. Formula penghitungandari Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan
Bencana dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap
1 dilakukan dengan melakukan Standardisasi
nilai indikator dengan menggunakan Zz-score
dan distance to scale (O - 100) pada setiap
dimensi yang dilakukan penilaian, tahap 2 vyaitu
menjumlahkan hasil perkalian antara masing-
masing nilai indikator yang sudah distandardisasi

. ? i
Y(j) = Z a Xy

Keterangan:

n=1

: Indeks tramtibumlinmas SUB kabupaten/kota
- bobot masing-masing indikator
Xij :Nilai standari sasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota

dengan bobot indikator, dengan rumus:

Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas sub
urusan bencana disusun berdasarkan pendekatan
penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam
penanggulangan bencana yang terbagi menjadi 6
(enam) pilar utama, vaitu: pilar kelembagaan, sumber
daya manusia, regulasi dan kebijakan, keuangan,
teknis, dan kepemimpinan. Adapun hasil penilaian
pada setiap pilar kemudian diakumulasikan dan
dilakukan pengkategorian dengan standar level yang
telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Level 1: kinerja sangat baik/sangat tinggi, skor
91-100;

b. Level 2: kinerja baik/tinggi, score 77-90,99;
Level 3: kinerja menengah/cukup, skor
50-76,99; dan

d. Level 4: kinerja kurang baik/rendah, skor
25-50.

=
Pada tahun 2022, sebagai tahun pertama
dilakukan pengukuran Indeks penyelenggaraan
Trantibumlinmas sub urusan bencana telah

dilaksanakan kepada 514 Kabupaten/Kotadi seluruh
Indonesia. Berdasarkan penentuan kategori di atas,
terdapat 14 Kabupaten/Kota dengan kategori
Sangat Baik/Sangat Tinggi, 45 Kabupaten/Kota
dengan kategori Baik/Tinggi, 45 Kabupaten/Kota
dengan kategori Menengah/Cukup, dan sejumlah
410 Kabupaten/Kota dengan nilai kategori Kurang
Baik/Rendah.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Level Skor Keterangan Jumlah Daerah
1 91-100 Kinerja Sangat Baik/Sangat Tinggi 14
2 77-90,99 Kinerja Baik/Tinggi 45
3 50-76,99 Kinerja Menengah/Cukup 45
4 25-50 Kinerja Kurang Baik/Rendah 410
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Dari data di atas, terhadap 514 Kabupaten/Kota
di Indonesia yang dilakukan pengukuran, terdapat
Pilar kelembagaan dengan jumlah daerah yang
telah mengisi sebanyak 96 daerah sebagai faktor
tertinggi dalam kategori Indeks Penyelenggaraan
Sub Urusan Bencana. Pilar Kelembagaan menjadi
pilar tertinggi dalam pengukurannya dikarenakan
faktor kemampuan daerah dalam membentuk

Kelembagaannya, sehingga daerah mampu beberapa
kebutuhan data dukung yang harus dipenuhi pada
dimensi kelembagaan, seperti Standar Operasional
Prosedur (SOP)dalammelaksanakantugasdanfungsi
terkait Penanggulangan Bencana, Perda/Perkada,
Rencana Kerja BPBD, Rencana Strategis BPBD,
dan data dukung lainnya yang menunjang kegiatan
koordinasi terkait kebencanaan

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana

Kelembagaan

Sumber Daya Aparatur

Kebijakan

514

420

Pendanaan

454

Teknis Operasional

Kepemimpinan
p p 87

Jumlah Daerah dengan variabel terendah

Adapun pilar Sumber Daya Aparatur menjadi dimensi
yang paling rendah dalam pengisiannya. Sesuai data
yang terhitung, sejumlah 514 Kabupaten/Kota belum
mampu menindaklanjuti atau mengisi atas pilar ini.
Salah satu indikator pendukung dari pilar ini yaitu
proporsiBPBDyangmengikutidiklat.Berdasarkandata
pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Sub Urusan Bencana, bahwa proporsi keterlibatan
aparat BPBD dalam mengikuti diklat terkait dengan
penanggulangan bencana masih relatif rendah atau
sebanyak 50% SDM belum mengikuti Diklat Teknis
Penanggulangan Bencana. Pemberian diklat kepada
SDM vyang menangani kebencanaan di daerah
dilaksanakan oleh BNPB, namun Kemendagri tetap
mengoptimalisasikan prinsip koordinasi untuk lebih
memfokuskan peningkatan kapasitas SDM BPBD di
daerah.

M

423

427

B Jumlah Daerah dengan variabel tertinggi

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan oleh

Kemendagri di tahun berikutnya, yaitu:

a. Meningkatkan kapasitas pengintegrasian dan
pengarusutamaan terkait kebencanaan;

b. Penyusunan standardisasi sarana
penanggulangan bencana di daerah;

c. Bantuan sarana dan prasarana dalam rangka
implementasi mutu pelayanan dasar urusan
Trantibumlinmas;

d. Pemutakhiran data layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana;

e. Meningkatkan peran Kemendagrimelaluiasistensi
dan supervisi penerapan penanganan bencana di
daerah, pelaksanaan respon cepat dan aktivasi
sistemkomandodaruratbencana,penyelenggaraan
pemerintahan saat tanggap darurat dan pasca
bencana; dan

f.  Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan
daerah saat tanggap darurat dan pasca bencana.

prasarana
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Indeks  Penyelenggaraan  Trantibumlinmas
Sub-Urusan Trantibum

Menindaklanjuti amanat PP Nomor 16 Tahun
2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
Kemendagri telah menetapkan Permendagri
Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan
KetertibanUmumdanKetenteramanMasyarakat
serta Perlindungan Masyarakat. Pada
Permendagri tersebut, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
(tibumtranmas) adalah upaya dan kegiatan
yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong
Praja yang memungkinkan pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi
yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan
kewenangannya untuk penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pelindungan  masyarakat akan dievaluasi
menggunakan indeks tersendiri untuk mengukur
efektivitas dari tugas penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah, serta
penyelenggarakan tibumtranmas, maka halinilah
yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum (Trantibum) yang selanjutnya
disingkat IPKKU adalah satuan ukuran yang

ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi
dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata
kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel dalam periode
tertentu. Dimensi IPKKU adalah suatu besaran
yang terdiridari indikator-indikator pengukuran
indeks penyelenggaraan trantibum.

Urgensi dari dibentuknya IPKKU adalah untuk
melihat dan memastikan secara utuh apakah
pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP
dalam membantu penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta
pelindungan masyarakat dari level provinsi
sampai kabupaten/kota telah mendapatkan
dukungan kebijakan, dukungan program maupun
dukungan lainnya. Berdasarkan Kepmendagri
Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa
metode pengukuran pada indeks ini dilakukan
dengan Teknik pembobotan Analytical Hierarchy
Process (AHP). Adapun perhitungan yang
digunakan untuk menghitung angka indeks
secara simultan/agregat/komposit digunakan
formula Additive Aggregation Methods sebagai
berikut:

[IPKKU : Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan
! Ketertiban Umum (IPKKU)

Ipxky = ) (WD X WS} x 5§) WO

n Sin

: Nilai bobot pada dimensi ke-i

Sin :Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i

:Nilairerataskalalikert padaindikator di sub dimensi
ke dimensi ke-i
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Adapun kriteria penilaian indeks penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum digunakan
3 dimensi besar layanan publik yaitu strategi,
sumber daya manusia, dan sistem. Berdasarkan
dimensi-dimensi tersebut, telah ditetapkan kriteria
penilaian indeks penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum yang digunakan dalam penilaian ini
adalah sebagai berikut:

a. Sangat Baik, dengan interval nilai 80,01 - 100;

Pada tahun 2022, sebagai tahun pertama
dilakukan pengukuran Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas sub urusan trantibum telah

dilaksanakan kepada 514 Kabupaten/Kotadi seluruh
Indonesia. Berdasarkan penentuan kategori di atas,
terdapat 58 Kabupaten/Kota dengan kategori
sangat baik, 50 Kabupaten/Kota dengan kategori
Baik, 20 Kabupaten/Kota dengan kategori Cukup,
386 Kabupaten/Kota dengan kategori buruk, dan O

b. Baik, dengan interval nilai 60,01 - 80,00; Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Buruk.
c.  Cukup, dengan interval nilai 40,01 - 60,00;
d.  Buruk, denganinterval nilai 20,01 - 40,00; dan
e. Sangat Buruk, dengan interval nilai 0,00 - 20,00.
Tabel Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
Level Skor Keterangan Jumlah Daerah
1 80,01-100 Sangat Baik 58
2 60,01-80 Baik 50
3 40,01-60 Cukup 20
4 20,01-40 Buruk 386
5 0,00-20 Sangat Buruk 0

Selanjutnya, terhadap 514 Kabupaten/Kota di
Indonesia yang dilakukan pengukuran, terdapat
Dimensi Strategi sebagai indikator tertinggi dalam
penilaian kepada daerah. Sebanyak 121 Kabupaten/
Kota mampu memenuhi dimensi ini mengingat dalam
penyelenggaraan Tibumtranmas telah menyiapkan
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam

sebagai penguatan dalam pelaksanaan tugas Satpol
PP didaerah. Di sisi lain, Kemendagri saat ini sedang
melakukan penyusunan Rancangan Permendagri
tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP menjadi
sangat penting sebagai payung hukum ataupun
pedoman terkait dengan penegakan peraturan
daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum

T —

Sumber Daya Manusia

Strategi
B

418

Sistem
116

Jumlah Daerah dengan variabel terendah

398

B Jumlah Daerah dengan variabel tertinggi
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Adapun Dimensi Sumber Daya Manuasia (SDM)
menjadi dimensi dengan jumlah penilaian oleh
daerah yang terendah. Hal ini disebabkan dari
beberapa faktor yang menjadi permasalahan
yaitu kemampuan teknis pada SDM Satpol
PP yang tersertifikasi sangat minim di daerah,
mengingat proses sertifikasi diselenggarakan
melalui diklat. Kemendagri selaku pembina dari
Satpol PPdidaerahtelahmemfasilitasikebutuhan
diklat. Di sisi lain, SDM Satpol PP di daerah saat
ini terfokus pada proses inpassing dari jabatan
struktural ke fungsional, maka Kemendagri akan
semakin meningkatkan antusiasme SDM Satpol
di PP daerah menjadilebih baik denganbeberapa
upava di tahun berikutnya, seperti:

a. Meningkatkan fasilitasi, asistensi dan
supervisi dalam peningkatan pengelolaan
manajemen SDM Satpol PP;

b. Penyusunan kebijakan tentang Formasi
Polisi Pamong Praja; dan

c. Selaku Pembina, akan terus meningkatkan
pengelolaan Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja.

Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan
Penyelenggaraan Masyarakat

Salah satu urusan wajib terkait pelayanan
dasar yang diselenggaraan oleh daerah vaitu
urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan  Perlindungan  Masyarakat.  Kepala
Daerah  mempunyai  tugas pemeliharaan
Trantibumlinmas dengan cara membentuk
Satpol PP untuk menegakan Perda dan
Perkada, Menyelenggarakan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan
perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan
ketertibanumumdanketentramanmasyarakatdi
Desa/Kelurahan wajib dilaksanakan oleh Kepala
Desa/lLurahdenganmembentukSatlinmas. Peran
Satlinmas adalah untuk menjamin masyarakat
menerima pelayanandasar ketertibanumumdan
ketenteraman masyarakat serta pelindungan
masyarakat lingkup pemerintahan terkecil yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu
di desa/kelurahan.

Aparatur bidang Linmas dan Satlinmas vyang
dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh
keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang
berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota,
serta kecamatan dengan tugas membantu
penyelenggaraan linmas di daerah. Salah satu
tugas Satgas Linmas adalah membantu dalam
pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan
Satlinmas yang sangat tergantung pada upaya
dalam pembinaan Satlinmas di daerah adalah
peran Satgas Linmas maupun aparatur yang
membidangi Linmas di Satpol PP Provinsi dan
Kabupaten/Kota.  Keberhasilan  pelayanan
dasar ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta pelindungan masyarakat tentu
saja sangat tergantung kepada pola pembinaan
aparatur linmas dan tata kelolanya, baik di
tingkat nasional maupun wilayah. Sehingga
penting untuk dapat memetakan suatu ukuran
indikator proses serta capaian pembinaan dan
tata kelola (manajemen) linmas. Oleh karena itu
Kemendagri selaku instansi pemerintah yang
bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan
di bidang pelayanan dasar ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta pelindungan
masyarakat, perlu melakukan pengukuran
terhadap penyelenggaran manajemen Linmas
yang dilakukan secara komprehensif dengan
standar surveinasional untuk digunakan sebagai
ukuran keberhasilan secara berkala (terus
diperbandingkan/indeksasi).

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669
Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan
Ketenteraman,  Ketertiban ~ Umum  dan
Perlindungan  Masyarakat bahwa Indeks
Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat
memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu Strategi, Sumber
Daya Manusia (SDM), dan Sistem. Adapun
metode perhitungan dalam Indeks ini digunakan
teknik simultan/agregat/komposit, maka akan
digunakan metode perhitungan arithmetic means
dengan rumus sebagai berikut:

Vs

.

keterangan:

IPM Satlinmas = total nilai indeks

WDi = nilai pembobotan pada dimensi i

WVin = nilai pembobotan pada variabel n dimensi i

Sin = nilai rerata skala likert pada indikator divariabeln dimensii
k =jumlah skala likert yang digunakan

i
IPM Satlinmas = Z[{Wﬂf YWVIxSL) + k)
mn
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Selanjutnya, setelah proses perhitungan angka
indeks dilakukan, tahap terakhir adalah memberikan
kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah
capaian kinerja manajemen satlinmas yang telah
diukur berada pada kategoribaik atau buruk. Kriteria
penilaian IPM Satlinmas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sangat Baik, dengan nilai interval 80,01 - 100;

Padatahun2022,sebagaitahunpertamadilakukannya
pengukuran Indeks Manajemen Satlinmas, telah
dilakukan pengukuran kepada 514 Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia. Terdapat 40 Kabupaten/Kota
dengan kriteria Sangat Baik, 49 Kabupaten/Kota
dengan kriteria Baik, 425 Kabupaten/Kota dengan
kategoriCukup,dantidakadadaerahdengankategori
daerah Buruk dan Sangat Buruk.

2. Baik, dengan nilaiinterval 60,01 - 80,00;

3. Cukup, dengan nilai >60,00;

4. Buruk, dengan nilai interval 30,00 - 60,00; dan

5. Sangat Buruk, dengan nilai <30,00.

Tabel Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

Level Nilai Interval Keterangan Jumlah Daerah
1 80,01-100 Sangat Baik 40
2 60,01-80 Baik 49
3 >60,00 Cukup 425
4 30,00-60,00 Buruk 0
5 <30,00 Sangat Buruk 0

Terhadap 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang
dilakukan pengukuran, Dimensi Sumber Daya
Manusia (SDM) sebagai indikator tertinggi dalam
penilaian kepada daerah. Sebanyak 110 Kabupaten/
Kota dapat memenuhi dimensi ini mengingat
telah dilakukannya peningkatan kapasitas SDM
Satlinmas di daerah dengan penguatan amanat
regulasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan
Masyarakat, maka Kemendagri dengan program
dan kegiatannya terus meningkatkan koordinasi

dalam pembentukan satuan tugas perlindungan
masyarakat. Dalam hal pelaksanaan fungsi
satlinmas di mana satlinmas bersama satpol pp
dilibatkan dalam kegiatan upaya deteksi dan cegah
dini dalam menghadapi potensi rawan gangguan
Trantibumlinmas, kegiatan  patroli/pengawalan/
pengamaman serta apakah ada data vyang
menunjukkan keterlibatan anggota Satlinmas dalam
setiap penanganan gangguan Trantibumlinmas di
daerah.

Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

sl 3

Strategi

Sumber Daya Manusia
110

404

. 436
Sistem
78

Jumlah Daerah dengan variabel terendah

B Jumlah Daerah dengan variabel tertinggi
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Selanjutnya, terdapat Dimensi Strategi yang
menjadi dimensi terendah atau terbanyak yang
tidak dapat dipenuhi pengisiannya oleh daerah.
Adapun potret dimensi strategi yang dilaksanakan
oleh daerah dilihat dari bagaimana kebijakan
dapat diimplementasikan oleh daerah. Adapun
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri
vaitu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan
Masyarakat, serta telah diterbitkannya Buku
Pedoman Penyelenggaraan Pelindungan
Masyarakat.

Upaya vang dilakukan dalam peningkatan
manajemen satuan perlindungan masyarakat pada
tahun berikutnya, yaitu:

a. Meningkatkan kapasitas SDM Satlinmas di
Daerah dalam rangka mendukung pencapaian
SPM Sub Urusan Trantibum;

b. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana
dalam rangka implementasi mutu pelayanan
dasar urusan Trantibumlinmas;

c. Mengoptimalkan fasilitasi daerah dalam

peningkatan pengelolaan manajemen linmas;
dan

d. Mengoptimalkan fasilitasi Penyelenggaraan
linmas dan peningkatan kapasitas aparatur
bidang linmas.




4.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-
Urusan Kebakaran

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669
Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan  Masyarakat  bahwa Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan
Kebakaran  merupakan instrumen dalam
melakukan penilaian terhadap risiko kebakaran,
kerentanan dan kapasitas mitigasi daerah
dengan riwayat kebakaran, alur kerja yang tepat
dalam fire management, indeks penilaian, indeks
saat dan pasca kebakaran, dan pendekatan
spasial dimana semua konsep-konsep tersebut
akan bermuara pada kemampuan Dinas
Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan
layanan bidang kebakaran dan penyelamatan
sekaligus memperkuat proses pencegahan,
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Indeks  Penyelenggaraan  Trantibumlinmas
Sub-Urusan Kebakaran disusun berdasarkan
pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah

daerah dalam penanggulangan kebakaran.
Konsep kapabilitas digunakan untuk menilai
penyelenggaraan sub urusan kebakaran oleh
pemerintah daerah. Penyusunan indikator
pada indeks ini  mengukur kapabilitas
pemerintah daerah dengan pendekatan yang
akan menitikberatkan pada peran dan fungsi
pemerintah daerah dalam penanggulangan
kebakaran. Dalam melakukan perhitungan
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-
Urusan Kebakaran, telah ditetapkan metode
perhitungan vaitu dengan metode pembobotan
yang selanjutnya digunakan untuk menentukan
tingkat kepentingan relatif terhadap masing-
masing indikator. Penentuan besaran bobot
yang digunakan diperoleh melalui persentase
terhadap kondisi riil di lapangan. Bobot untuk
setiap indikator mencerminkan signifikansi atau
pentingnya indikator tersebut dalam Sub Urusan
Kebakaran, sehingga terdapat indikator yang
pembobotannya berbeda. Selanjutnya, dilakukan
metode hitung dengan rumus sebagai berikut:

IK1+IK2+IK3+1K4+IKS5+IK 6 =Total Skor

Keterangan:

a. IK 1 vyaitu Kelembagaan adalah bentuk
kelembagaan penyelenggara sub urusan
kebakaran sesuai Permendagri Nomor 16
Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. IK 2 vyaitu Perencanaan Anggaran adalah
termuatnya program penanggulan kebakaran
dalam dokumen perencanaan daerah;

c. IK 3 vyaitu Pemenuhan Capaian SPM adalah
persentase pemenuhan SPM sub urusan
kebakaran oleh  kab/kota  berdasarkan
Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota;

d. IK4vyaituPemenuhanSaranaPrasaranaadalah
terbentuknya Pos Sektor P e m adam
Kebakaran di Kecamatan;

e. |IK 5 yaitu Pemberdayaan masyarakat adalah
upaya melibatkan masyarakat dalam upaya
pemadaman kebakaran dan penyelamatan
dengan membentuk Relawan Pemadam
Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan;

K 6 yaitu Pemberdayaan masyarakat adalah
upaya melibatkan masyarakat dalam upaya
pemadaman kebakaran dan penyelamatan
dengan membentuk Relawan Pemadam
Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan.

B

=
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indikator
penilaiannyadibuat per Leveldanhalinimenjadiskala
penghitungan.Padaakhirnya,nilaikinerjapemerintah
daerah terdiridari 4 level dengan penjelasan sebagai
berikut:

Setiap menggambarkan kinerja yang

Pada tahun 2022, sebagai tahun pertama
dilakukan pengukuran Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas  Sub-Urusan Kebakaran telah

dilaksanakankepada 514 Kabupaten/Kotadiseluruh
Indonesia. Berdasarkan penentuan level di atas,
terdapat 9 Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat

a. Level 1:Nilai 80 s.d 100 (Sangat Baik); Baik, 47 Kabupaten/Kota dengan kategori Baik,
b. Level 2:61s.d79 (Baik); 15 Kabupaten/Kota dengan kategori Cukup, dan
c. Level 3:40s.d 60 (Cukup); dan sejumlah 443 Kabupaten/Kota dengan nilai kategori
d. Level4:0s.d 39 (Kurang). Kurang.
Tabel Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Level Nilai Interval Keterangan Jumlah Daerah

1 80-100 Sangat Baik 9

2 61-79 Baik 47

3 40-60 Cukup 15

4 0-39 Kurang 443

5 <30,00 Sangat Buruk 0

Dari data di atas, terhadap 514 Kabupaten/Kota
di Indonesia yang dilakukan pengukuran, terdapat
Indikator Kelembagaan sebagai indikator yang
tertinggi dengan jumlah 72 Kabupaten/Kota mampu
memenuhiindikatorinidalam proses pengukurannya.
Hal ini berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang membidangi Kebakaran di Kabupaten/
Kota yang dilakukan pengukuran telah mampu
membentuk kelembagaannya secara mandiri yang
diturunkanmelaluitugasdanfungsinya.Sebagaimana
diketahui, bahwa pemadam kebakaran mempunyai
tugas yang dengan jelas diamanatkan peraturan
perundang-undangan,yaitu pelayanan penyelamatan

dan evakuasi korban kebakaran. Oleh karena itu,
tugas fungsi pemadam kebakaran berkaitan dengan
upaya-upaya untuk meminimalisir orang vyang
menjadikorbankebakarandanorangyangterdampak
kebakaran. Apalagi pemadam kebakaran merupakan
urusan yang sejajar dengan pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman dan sosial yakni
sama-sama urusan wajib pelayanan dasar. Artinya
terlepas dari apapun kondisinya, maka pemadam
kebakaran harus dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dengan sebaik-baiknya.
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Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Kelembagaan 442
72

Sumber Daya Aparatur ] 449

4
Kebijakan — 58

Pendanaan e 54
i o

499
Teknis Operasional .15—

Kepemimpinan
permimpinan g 14

Jumlah Daerah dengan variabel terendah

Selanjutnya, indikator pemenuhan sarana dan
prasarana menjadi indikator dengan pengukuran
terendah. Hal ini berkaitan dengan masih banyak
persoalan dalam pengelolaan sub urusan kebakaran,
dimana ada gap antara urusan wajib namun belum
memadai dari pemenuhan sarpras pemadam
kebakaran. Disisi lain, sebagai kondisi demikian tidak
sepenuhnya salah pemerintah daerah mengingat
adanya celah fiskal antar daerah yang tidak sama
sehingga menimbulkan pemenuhan sarpras yang
berbeda. Kemendagri sebagai pembina umum dan
pembina teknis, menganggap perlu untuk melibatkan
sektor swasta sebagai upaya meningkatkan
pemenuhan sarpras pemadam kebakaran di daerah,
terutama juga hal ini dalam rangka mempedomani
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas pada Pasal 74 dijelaskan mengenai adanya
kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dari
perseroan/perusahaan yang menjalankan usahanya
di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam,
atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social
Responsibility (CSR). Dengan adanya CSR diharapkan

B Jumlah Daerah dengan variabel tertinggi

dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut.

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan di tahun

berikutnya oleh Kemendagri, yaitu:

a. Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran dengan
tujuan untuk menekankan kepada Kepala
Daerah akan pentingnya kemandirian perangkat
daerah sebagai penyelenggara sub urusan
kebakaran dalam pelaksanaan urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu dengan
membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Mandiri (Minimal Tipe C);

b. Meningkatkan koordinasi kelembagaan
pemadam kebakaran;

c. Meningkatkan asistensi kepada pemerintah
daerahterkaitkelembagaanpemadamkebakaran
dan penyelamatan; dan

d. Meningkatkan layanan konsultasi dan fasilitasi
pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan di Daerah.
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Dalam Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Daerah
dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Kategori Baik dihasilkan dari penghitungan 4
(empat) Indikator, yang dilakukan dengan metode

Additive Aggregation Methods. Sehingga formulasi
perhitungan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai
berikut:

Q

IPT = Z i

q=1

Wqlq

IPT = (WBETLCG?HT. X IBQ?T-CQ?T-CI) + (WTrantibu.m X

Weaneribum

.

Additive Aggregation Methods

atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

(WS:'IN!"J‘!?TLO‘S X !SG.EH'H?I’I(IS) + (WR'.(?DRR{T?'G?L X [Reb(rkm'ﬂn)

Keterangan:
IPT Nilai Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Kategori Baik
Whencana Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana
Thencana Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana

Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum

Leantribum Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum

Wsarlinmas Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan
Masyarakat

Leattiinmas Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan
Masyarakat

Wiehakaran Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran

Irebakaran Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran

IT?‘ancwum) +

Setelah perhitungan angka indeks dilakukan
menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah
melakukan kategorisasi angka indeks untuk melihat
apakah capaian IKU Jumlah Daerah dengan Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori
Baik berada pada kategori baik atau buruk. Maka
Kriteria penilaian IKU Jumlah Daerah dengan
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori
Baik yang digunakan dalam penilaian IKU ini adalah
sebagai berikut:

1. IKU Sangat Baik, dengan rentang nilai 80,01 -
100;

2. IKU Baik, dengan rentang nilai 60,01 - 80,00;

3. IKU Cukup Baik, dengan rentang nilai 40,01 -
60,00;

4. IKU Kurang Baik, dengan rentang nilai 20,01 -
40,00; dan
5. IKU Buruk, dengan rentang nilai 0,00 - 20,00.

Padatahun2020dan 2021, pada IKU Jumlah Daerah
dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Kategori Baik memiliki target (*) atau dalam
proses penyusunan dokumen Indeks. Maka dalam
pemenuhannya, telah disusun dokumen IKU
Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas Kategori Baik yang terdiri 4
(empat) Indeks Komposit pendukungnya. Kemudian
pada Tahun 2022 telah disusun Instrumen Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang ditetapkan
dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun
2022.
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Dalam memenuhi target IKU Tahun 2022 vaitu
Jumlah Daerah dengan Jumlah Daerah dengan
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori
Baik sebanyak 50 Daerah, masing-masing IKP
sebagai komposit pendukung ketercapaian KU,
telah didapatkan total daerah dengan hasil penilaian

yang telah dikategorikan sesuai hasil nilai komposit,
namun terhadap capaian Jumlah Daerah dengan
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori
Baik difokuskan pada daerah yang memiliki nilai >60
(lebih dari 60), yaitu:

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

500
443

405
400 386

300

200

100
20

00 00 0

50 49 48 46 98 4 a7

S o )

Daerah Nilai <20 Daerah Nilai 21- Daerah Nilai 41- Daerah Nilai 61- Daerah Nilai =80

(Buruk) 40 (Kurang Baik) 60 (Cukup Baik) 80 (Baik) (Sangat Baik)
M IPKKU ® Satlinmas ® Kebakaran # Bencana
Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan dari (>) 60 dilakukan mekanisme komposit ke dalam

bahwa penilaian Jumlah Daerah dengan Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik
didapatkan berdasarkan kategorisasi dari komposit
IKP, maka terhadap capaian daerah dengan nilailebih

perhitungan IKU Jumlah Daerah dengan Indeks
Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik,
sebagai contoh perhitungan, yaitu:

Tabel Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Nilai Nilai Nilai Nilai o
Capaian  Capaian  Capaian Capaian  Akumulasi Nilai Indeks ‘
Kab/Kota IPKKU  Satlinmas Kebakaran Bencana Penyelenggaraan Kategori
Trantibumlinmas
0,25 0,25 0,25 0,25
Kategori
Kota Salatiga 90,154 81,64 68 88,333 90,235 10
Sangat
Baik
Formula perhitungan yang digunakan sebagai berikut:
IPT =(0,2x88,33) + (0,25x90,15) + (0,25x81,64) + (0,25x68,00) = 82,032

=82,032 +(0,1x82,032)
=90,235

Selanjutnya,darisimulasiperhitungansebagaimanadiatas, makadalam mekanisme komposit untuk memperoleh
capaiantarget 50 Daerah dalam IKU Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori
Baik, telah dilakukan pengolahan data sehingga diperoleh 59 Daerah dari 514 Kabupaten/Kota dengan predikat

Kategori “Sangat Baik” dan “Baik” dengan rincian daerah:
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Tabel Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori “Sangat Baik” dan “Baik”

No. Kabupaten/Kota Nilai IKU Kategori
1 KotaSalatiga 90,235 IKU Sangat Baik
2 KotaMedan 82,763 IKU Sangat Baik
3 Kabupaten Pamekasan 80,416 IKU Sangat Baik
4 KotaMadiun 81,204 IKU Sangat Baik
5 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 84,998 IKU Sangat Baik
6 Kabupaten Madiun 75,643 IKU Baik
7 KotaSamarinda 78,049 IKU Baik
8 KotaMataram 77,959 IKU Baik
9 Kota Tangerang Selatan 77,681 IKU Baik
10 Kabupaten Blitar 76,839 IKU Baik
11 Kabupaten Sumbawa Barat 75,993 IKU Baik
12 Kota Makassar 75,603 IKU Baik
13 Kota Palangka Raya 75,293 IKU Baik
14 Kabupaten Lombok Utara 74,371 IKU Baik
15 Kabupaten Probolinggo 74,321 IKU Baik
16 Kabupaten Sumenep 72,942 IKU Baik
17 Kabupaten Kendal 71,843 IKU Baik
18 Kabupaten Bekasi 71,292 IKU Baik
19 Kabupaten Grobogan 69,819 IKU Baik
20 Kabupaten Trenggalek 69,21